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kesyrkuran kami kepada Allah SWT yang telah memberikan

anugerah tidak terbilang sehingga Tim Penelitian Kelompok Dosen
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah darah kehidupan (ife blood) dalam berbangsa

dan bernegara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa telah menjadi

adagium pembenaran terhadap peran dan fungsi pajak di tengah-

tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak mungkin

dapat*erdiri tegak dan kokoh tanpa ditopang oleh pajak. Pqiak

yang dibayar oleh rakyat akan memperkokoh negara dan

sebaliknya rakyat yang mengemplang atau menghindar pajak,

lamba! laun akan merobohkan negara.

Adagium ini seakan-akan benar adany4 sebab dalam

rentangan sejarah kehidupan berbangsa dan bemegara" pajak tidak

hanya mendapat justifikasi secara teoritik, tetapi juga secara

empirik telah diperlakukan kepada seluruh rakyat sebagai wajib

pajak yang difungsikan sebagai sumber pendapatan negara, yang

diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan negara dalam

menyejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam konteks negara Islam,

seakan-akan eksistensi pajak telah menggantikan posisi zakat

sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam.r

Pajak sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan Negara

kepada rakyatnya dalam perspektif Negara Islam adalah merupakan

suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh segenap

rakyatnya, terlebih yang beragama lslam. Ketika baitul mal (kas

Negara) yang bersumber dari sumber pendapatan negara semisal

zetkat (pajak atas orang muslim), jizyah (pajak yang dibebankan

kepada non muslim), ./iz'l (rampasan perang tanpa perang)

,ghanimah/al-anfai (rampasan perang dengan perang), kharaj

I Muhammad dan Ali Mutadho Emzaed, pojak Dalan Bingkai Syari,ah,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. I, hlm- vii

1
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(pajak tanah yang pemiliknya non muslim), 'asyr (sepersepuluh

/cukai dagangan non muslim) dan khumus tidak memadai untuk

pembiayaan anggaran Negar4 maka Negara harus mencari jalan

lain untuk menutupi pembiayaan tersebut.2 Cara lain yang

dimaksud adalah dengan menetapkan pajak.3

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal I angka (1)

bahwa: 'Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

tffiItang oleh orarry*pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Llndang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besamya kemakmuran rakyat".

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Sensus

penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa

jumlah penduduk negara Indonesia adalah sebesar 207.176.326

jiwa (87,180% adalah muslim).4 Hal ini mengindikasikan bahwa

jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 87% lebih dari total

keseluruhan adalah beragama Islam. Sebagian besar mereka adalah

subyek pajak yang nantinya pada saat bersamaan juga sebagai

wajib pajak. Rencana pemerintah untuk menjadikan pajak

sebagai primadona penerimaim negara di masa mendatang,

tampaknya akan menemui kendala besar. Hal ini terindikasi

dengan minimnya wajib pajak muslim yang secara sukarela

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor

Wajib Pajak (NPWP). Umumnya mereka mendaparkan NpWp

secaraa terpaksa, karena pemerintah mengaitkan kewajiban ber-

NPWP dengan kepentingan usaha mereka, seperti syarat

pengajuan kedit ke bank, kredit mobil, buka giro dan sebagainya.

' Abdul qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah(letl.Ahmad S-,
dk( (Bogor: Pustaka Thariqul lzzah, t 988), Cer. II, hlm. 82

'tbid.hkn.ts
a Intemet SP20lO.BpS. go.id diakses 5 Maret 2016
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Akibatnya sekalipun mereka telah memiliki NPWP, ada

kecenderungan untuk tidak mau menyampaikan SPT (Surat

Pemberitahuan), atau menyampaikan SPT, namun tidak mengisi

dengan benar,s terkesan ada semacam perilaku penghindaran

pajak( tax avoidance).

Meskipun mereka tahu bahwa pajak merupakan kewajiban

agama dan kewajiban Negara, wajib pajak baik pribadi atau

perusahaan masih menganggap bahwa pajak merupakan beban

--i,ang harus dipikulnya sehinggn*:;uajar jika ada wajib pajak yang

tidak senang hati dan suka rela membayar pajak. Pajak adalah

suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis

seseorang.u Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa.

Negara tidak menghendaki 'kerelaan wajib pajak' unmk

membayar pajak. Negara menghendaki kepatuhan membayar

pajak(ax complionce). Kerelaan membayar pajak tidak penting

penting bagi Negara, akan tetapi yang terpenting adalah wajib

pajak membayar pajak sesuai dengan ketentr.ran yang berlaku

Meskipun demikian, negara akan lebih senang manakala pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan bennrk kepatuhan

pajak (ax compliance) dan sekaligus kepatuhan memenuhi

kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance).

Menurut hemat peneliti, kondisinya bisa dikatakan sama dengan

ketika zakat yang sudah jelas legalitasnya berdasarkan al-Qur'an

dan al-Hadits, tidak jarang muzakki (orang yang wajib zakat)

bersikap enggan untuk membayar zakat.

Fenomena munculnya skandal Panama Peapers yang

melibatkan ratusan pengusaha Indonesia ditengarai merupakan

5 Gus Fahmi, Pojak Menurut Syari'ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),
hlm. 4

6 Reskino, Rini, dan D. Novitasari. 2013. Persepsi Mahasiswa
Ahmtansi Mengenai Penggelapan Pajak. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional
Pe rpajakan IV. Bangkalan.

3



7 Brian J Amold dalam Inside Tax, Edisi 38 , Mei 2016
Ehttp://nasional.republika.co. id,/berita./nasional/umum/16/04/l I /o5g8a033

0-panama-papersdan-praktik-penghindaran-pajak. Diakses l0 Agustus 20 I 6

' Wikipedia. Diakses l0 Agustus 2016
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bentuk perilaku tax avoidance( penghindaran pajak) oleh wajib

pajak untuk tidak membayar pajak.

Sekandal ini bukanlah barang baru. Selama 50 tahun terakhir,

penghindaxan pajak dengan memanfaatkan rrcEara tax haven telah

mengalami peningkatan yang sangat signifikan.T

Panama Peapers merupakan dokumen panama yang memuat

jutaan data perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dengan jumlah

tidak kurang dari ll,5 juta dokumen. Dokumen Panama ini

didirikan oleh sebuah perushaan yang berasaltCari Panama dengan

nama Mossack Fonseca. Sebagai penyedia jasa pendirian

perusahaan "abal-abal" , perusahaan ini telah berhasil mendirikan

214.000 perusahaan luar negeri sejak tahun 1977 dengan perkiraan

nilai kekayaan mencapai 7,6 triliun dolar AS (setara Rp 102.6A0

triliun).8 Untuk menghilangkan jejak dari pengendusan otoritas

pajak ataupun lembaga penyidik dari negara asal peserta pengguna

jasa perusahaan ini, pihak penyedia jasa telah membangun sistem

keuangan yang rumit dengan melibatkan lembagalembaga besar

perbankan dunia yakni Deutsche Bank, HSBC, Socidtd

G6ndrale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbanke untuk

"mengamankan" data-data nasabah yang memarkirkan uangnya

dengan alasan kerahasiaan bank,

Menurut AH Maftuchan (Koordinator Forum Pajak

Berkeadilan) bahwa skandal Panama Papers menunjukkan dunia

sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Hal ini harus menjadi

momentrim bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi

praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak dan praktik



pencucian uang oleh wajib pajak Indonesi4 baik perorangan

maupun badan hukumlo.

Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba

bersih penghasilan atau perusahaan) maka wajib pajak akan

berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil

mungkin dan berupaya untuk menghindari pajakrr atau bahkan

tidak membayar pajak.

Perilaku tax avoidance (penghindaran pajak ) oleh wajib

pajak ini, dalam pandangan hokum positif ( hukum perpajakan)

tidak masuk domain yang melanggar norma hokum. Mereka

berupaya memanfaatkan celah (oophole) dari peratuan

perundang-undangan untuk melakukan penghindaran pajak ini.

Pada tataran implementasi peraturan perundang-undangan

perpajakan, terindikasi adanya penghindaran wajib pajak yang

tentu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelaahan

lebih jauh. Hal inilah yang menjadi daya dorong peneliti untuk

mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul : " Ia
Avoidsnce (penghindaran Pajak) Oleh Wajib Paiak dalam

P erspe laif Hukumls lam " .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

l. Apakah yang menjadi motivasi wajib pajak dalam melakukan

pelilakrr tax avoidance (penglindaran pajak)?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penghindaran pajak

(tax avoidance) yang dilakukan oleh Wajib pajak?

3. Bagaimanakah konstmksi hukum dalam menangkal perilaku

penghindaran pajak (ax avoidance)?

to Loc.Cit
tt tbid.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah:.

1. Untuk menemukan motivasi wajib pajak dalam melakukan

perilaku rax auo idance (pengltrndaran pajak)

2. Untuk menemukan norma hukum Islam terhadap penghindaran

pajak oleh wajib pajak, meskipun menurut hukum positif yang

berlaku di lndonesia tidak diangggap melanggar norms.

3. Untuk mengetahui konstruksi hukum postif terhadap perilaku

penghindaran paj ak(tu avoidance).

D. Manfaat dan kegunaan penelitian

1 . Manfaat teoritisnya adalah dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan hukum terutama hukum Islam terkait tindakan

penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak.

2. Manfaat praksis. Pertama, penelitian ini mempunyai manfaat

secara praksis dengan melihat realitas penduduk lndonesia 87%

dan 235 juta beragama Islam memerlukan advokasi terhadap

justifikasi hukrun Islam yang rationable bahwa perilaku rar

av,oidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak adalah sesuatu

yang melanggar norma hokum Islam meskipun dalam perspektif

hokum positif tidak dipandang sebagai pelanggaran norma hokum;

Kedua, penelitian ini sebagai bahan masukan kepada

penyelenggara negaru wabilkhushush otoitas perpajakan untuk

membuat kebijakan yang dapat mengcover perilaku tm avoidance

merupakan bentuk perilaku yang mengindikasikan kuat adanya

"i'tikad tidak bagi" wajib pajak.

E. SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6



Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah. Yang kemudian

disusul dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II menguraikan tentang Kajian Pustaka perihal Penelitian

terdahulu, tinjauan pajak, wajib pajak, tu avoidance

(penghindaran pajak), hukum Islam, maslahah mursalah, teori niat

Bab III menguraikan tentang Metodologi penelitian yang berisi

jenis dan pendekatan penelitiarL pendekatan penelitian, sumber

bahan dan penggalian data, pengolahan dan penyajian data, analisa.

data.

Bab tV Analisa dan Pembahasan Wawancara Terhadap Motivasi

Wajib Pajak dalam Melakukan Perilaku Tax Avoidance

(Penghindaran Pajak).

Bab V menguraikan tentang Analisa Hukum Islam terhadap

perilaku Tm Avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak

dalam membayar pajak: Tm Avoidance @enghindaran Pajak)

Berawal dari Niat Wajib Pajak Yang Tidak Beri'tikad Baik, fd
Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah Praktrk Hilah di Dalarn

Hukum Islam dan Penghindaran Pajak Dalam Lintasan Sejarah

Islam Awal. ",

Bab V Menguraikan Konstruksi Hukum Positif Terhadap Perilaku

penghindaran pajak (tax avoidance)

Bab VI Penutup yang akan menguraikan tentang simpulan dan

Saran dari hasil penelitian.

*r.'
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian

terdahulu yang menempatkan pajak sebagai sebuah kewajiban

agama dan Negara untuk kepentingan umum. Penelitian ini tidak

mencari justifikasi teoritik hokum Islam, akan tetapi untuk

menemukan moti.rasi dan norma hokum Islam terhadap perilaku

t6 avadance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak, meskipun

dalam perspektif hokum positif tidak dipandang sebagai perilaku

yang bertentangan dengan norma hokum.

Sebelum peneliti memutuskan unh* mela(rrkan penelitian

dengan judul "Tm Avoidance(Penghindaran Pojak) Oleh lVajib

Pajak Perspelad Huhtm Islam" ini, terlebih dahulu peneliti

melalarkan penelusuran sejumlah penelitian yang pemah dilahrkan

oleh peneliti terdahulu. Hasilnnya adalah :

1. Mudawamah, 2Al4, "Gtjzeling(Penyanderaan) Terhadap Wajib

Pajak Yang Tidak Kooperatif Penpektif Hukum Islam,'. penelitian

ini menitik berakan pada kajian Gijzeling (penyanderaan) terhadap

wajib pajak yang tidak kooperatif. Gijzeling tl merupakan metode

yang dipakai oleh fiscus pajak dalam rangka upaya penagihan

yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang

penagihan dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Konsep penagihan pajak

dalam Islam mengenal adanya penagihan secara aktif represif bagi

wajib pajak yang tidak kooperatif, meskipun tidak dalam bentuk

gijzeling. Hakikat dari penerapan gijzeling ini adalah untuk

terciptanya kesadaran membayar pajak mengingat pajak memiliki

peran penting bagi kemaslahatan baik bagi negara maupun rakyat,

sehingga diperbolehkan dalam Islam. Gijzeling dalam hukum

Islam dikenal dengan istilah penahanan (al Habs) yang diterapkan
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pada debitur mampu yang ber'itikad tidak baik agar dia segera

melunasi utangnya kepada keditur. Sebagaimana giizeling dalam

hukum pajak yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak

kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya kepada negara- Al

llaDs merupakan bagian dari sanksi pidana ta'zi yang ditetapkan

oleh pemerintah.

2. Ika Alfr Nur Izza dan Ardi Hamzah, 2009, "Etika Penggelapan

Pajak: Sebuah Studi Interpretatif'. Fokus peneitian ini adalah

Peaggelapan pajak*itinjau dari etika Islam dan Etika Krisen.

Menurut Islam penggelapan pajak itu tidak beretika dari segi

peratuan yang sudah di buat oleh pemerintatr, karena peraturan

yang dibuat pemerintah tentang pajak sekarang sudah mendekati

sempuma. Menurut Kristen penggelapan pajak itu kadang-kadang

beretika karena wajib pajak mengetahui arti pajak dan pentingnya

pajak tetapi kenyataanya masih banyak aparat melakukan korupsi

sehingga masyarakat tidak mau untuk membayar pajak.

3. Umi Nurimawati, 2008, "Pengaruh pengelakan dan penghindaran

pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai" penggelapan

dan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan sangat

mempengaruhi penerimaan PPN, faktor terbesar penurunan

penerimaan PPN yaitu dikarenakan PKP mengurangt jurnlah

setoran PPN yang mereka pungut, penghindaran pajak yang

dilakukan wajib pajak badan salah satunya adalah dengan tidak

melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan).

4. Yeni Mangoting,2010, " Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai

Alternatif Meminimalkan Pajak." Fokus penelitian ini adalah

sebatas mengungkapkan metode altematif untuk membayar pajak

yang dikeluarkan oleh wajib pajak dengan seminimal mungkin

secara deskriptif. Tax planning ini bagian dari perilaku

penghindaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak.

Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus

9



dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang

mendalam tentang peraturan-peratuan perpajakan itu sendiri.

Karen4 hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah

atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (loopholes).

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan

jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggesemn (shiJing),

kapitalisasi, transformasi, penghindaran (avoidance) dan

penyelundupan (evasion). Semua strategi di atas merupakan bagian

drli tax planniNg. Tu planningwemberikan suatu formula umum

yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak

yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item

yeng nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau

apabila menggunakan konsultan adalah tax planner.

B. Pajak

A.l. Pengertiaa Pajak

Pajak dalam pengertian modem sebagaimana yang

didefiniskan oleh Adam Smith yang merupakan begawan ekonomi

kapitalis mengatakan pajak adalah " a contrtbution from the

citizen to support of the state",12 yakni andilnya masyarakat

delarn menopang keberlangsungan tegaknya Negara. Sedangkan

menurut P.J.A. Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayamya menurut peraturan-peraturan dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan.l3

12 Munawir, Perpajokan, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm.3
'' R. Santoso Brotodihardjo, Pengonlqr llmu Hukum pajak,(Bandtng:

Refika Aditam4 2003), hlm. 2
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Adapun menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa

pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan

dari sektor partikelir ke sector pemerintahan) berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

balik(tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.'4

Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah"kewajiban

untuk menyerahkan sebagian . dari kekayaan kepada negara

disebabkan oleh suatu kdidaan, kejadian 1i{an perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan-peratuan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara

langsung, untrk memelihara kesejahteraan umum".ls.

A.2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subyek pajak pribadi atau badan apabila

menerima atau memperoleh penghasilan yang besamya melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).'6

Di dalam Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahrm

2008 pasal 2 ayat I bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

l. orang pribadi;

2. badan; dan

3. bennrk usaha tetap.lT

A.3. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Dalam perspektif teori pemungutan pajak, bahwa pajak yang

dipungut oleh negara kepada rakyatnya di antaranya adalah teori

yang didasarkan pada kewajiban mutlak. Teori kewajiban mutlak

ini menyatakan bahwa kewajiban rakyat membayar pajak

ra Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
(Bandung: Eresco, 1994), hlm. 23

''R. Santoso Brotodihardjo,Op. Cri, hlm.3
'u Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset,2009), Edisi

Revisi, hlm. l3l
r7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan
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didasarkan pada kewajibannya sebagai rakyat yang mendapat

perlindungan dari Negara. Rakyat harus tunduk, patuh kepada

negarq karena negara dalam kenyataannya sejak dulu sudah adq

sudah diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara

lain. Dan neg.ra mengemban tugas untuk melindungi segenap

warganya. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan negaranya

sangat kuat. Selain dari itu rakyat merupakan salah satu unsur dari

suatu negar4 maka penduduk wajib berbakti kepada negar4 wajib

membayar pajak, sebagai rass bakti kepada iregara. rE ,

Sehingga dengan demikian ketika rakyat pada saat yang

bersamaan berperan sebagai wajib pajak merasa bahwa pajak

sebagai sebuah beban yang harus dipikul olehnya. Pemahaman

inilah kemudian menimbulkan sebuah adagium bahwa orang itu

tidak akan dapat lepas dari pajak dan kematian. Sebagai ilustrasi

bahwa seorang pegawai adalah wajib pajak pribadi yang akan

dibebankan kepadanya berupa jenis pajak penghasilan (Pasal 21).

Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang memegang

saham utama, harus menyetorkan ke Negara dari labanya sebelum

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai owner. Kondisi

ini akan memicu wajib pajak untr* berperilaku menghindar dari

kewajibannya membayar pajak (tu avoidance).

Ttu avoidance adalah suatu perilaku dari wajib pajak yang

bisa saja perorangan maupun badan yang melakukannyanya.

Sehinggga kenyataan ini harus dihadapi oleh fiskus (petugas

pajak).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat istilah

"penghindaran" berasal dari kata kerja "hindar" yang berarti

menjauhkan diri dari; mengelak; menyingkir; menyisi; mengelak

t'lbid.,
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supaya terlepas,te Pe.ilaku penghindaran terhadap pajak adalah

perilaku yang berusaha untuk melepaskan diri dari kewajibannya

untuk membayar pajak.

Sedangkan di dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of

Current English; avoidance; the action of woiding somebody or

something, tax avoiding; arranging one's afair so as to pay the

smallest amount of tax required by the law,20 yang mempunyai arti

bahwa penghindaran pajak adalah melakukan perencanaan pajak

unhrk membayar pajak terkecil dari yang ditetapkan'oleh undang- '!'--i'

undang.

Perilaku penghindaran pajak merupakan bagian dari bentuk

perlawanan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Ada dua

bentuk perlawanan yang ditunjukkan oleh wajib pajak kepada

Negara yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Mardiasmo2l menyebutnya sebagai hambatan terhadap

pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi:

l.Perlawanan pasif, adalah merupakan bentuk perlawanan masyarakat

yang enggan(pasif) membayar pajak yang dapat diisebabkan antara

lain:

a;*P Orkembangan intelektual dan moral masyarakat

b. Sistem perpajakan yang(mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem conrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

baik.

2. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari

pajak. Bentuknya antara lain:

re Departemen Pendidikan dan kebudayaaan, KBB,I, (Jakarta: Balai

Pustalia, 2005), hlm. 402
20 As Hornby, Oxford Advonced Learner's Dictionary of Current

Englrs&,(New York: Oxford University Press, 1995). Page. As Homby, Oxford Advanced

Leorner's Dictionary ofCurrent English,(New York: Oxford Universiry Press, 1995), hlm.394

'' Mardiasmo, op. Cit, hlm.8
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a.Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang;

b.Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

Tax avoidance ini setidaknya dilakukan dengan 2 car4 yai.+:tt :

l. Pindah Lokasi merupakan cara wajib pajak untuk

mengalihkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya

tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Cara yang

dilakukanya adalah mengalokasikan penghasilan,

perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam satu

group perusahaan. Modusnya adalah dengan cara menjual

harga di bawah harga pnsar atau di bawah standar dari

harga yang berlaku. Sehingga seolah-olah perusahaan itu

mengalami kerugian dan akibatnya perusahaan tersebut

membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan

terbebas dari pajak yang menjadi kewajibannya. Bila

perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang

di lndonesi4 maka Indonesia akan mengalami kerugian

akibat berkurangrrya pendapatan negara dari pajak

penghasilan perusahaan.z Penghindaran pajak dikenal

dengan modus transfer pricing.

2. Penghindaran Pajak Secara Yuridis adalah penghindaran

pajak dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan

atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang

memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara

yuridis.

Yang termasuk dalam penghindaran paj ak secara yuridis ini

misalnya perencanaan pajak yang banyak diterapkan oleh wajib

22 Ria Achmadiyah, " Transaksi Rekayaso Pojak Pada Trarcfer Pricingl'
Artikel Jurnal Maliyah, Vol. 03, No. 02, Desember 20l3

74
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pajak - badan, dalam hal ini badan usaha yang besar, dengan

tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk

mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan ke-3 yaitu

lebih dari 50 juta dengan tarif 30% -PPh pasal 17.

Sebagai ilustrasi bahwa sebuah perusahaan memiliki laba

sebelum pajak Rp. 100 juta. Pajak penghasilan yang harus

dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.

10 Tahun 1994 pasal 17 adalah :

+e, l0 % X Rp. 25.000.000: Rp. 2.500.000,-

15 % X Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000,-

30 % X Rp. 50.000.000: Rp. 15.000.000.-

Jurnlah pajak penghasilan Rp. 21.250.000,-

Jumlah pajak penghasilan yang terutang adalah Rp.

21.250.000, hampir seperempat dari laba perusahaan. Apabila

dilakukan p€rcnqma:rn pajak seolah-olah penghasilan perusahaan

kurang dari 100 juta maka jumlah pajak sebesar 21.250.000 ini

bisa ditekan dan tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan.

Penghindaran pajak (ax avoidonce) ini cenderung dinilai

sebagai sebuah tindakan yang tidak bertentangan dengan kaidah

pemttran perundang-undangan, sebab mereka para wajib pajak

mempergunakan celah/lubang-lubang (oophole) yang terdapat di

dalam peraturan tersebut. Walaupun perilaku ini terap dipandang

sebagai perilaku yang dapat mengurangi jumlah penerimaan

Negara di bidang perpajakan. Pada kenyataannya pemerintah tidak

dapat berbuat apa-apa untuk melakukan tuntutan hukum. Memang

kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah, akan tetapi wajib

pajak dengan alasan berlindung di bawah hukum merasa tidak ada

norma hukum yang dilanggar. Penghindaran pajak ini lebih dikenal

dengan istilah tar planning.

I

I
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Menurut kebiasaan perilaku penghindaran pajak ini dilakukan

oleh perusahan-perusahan besar dengan alasan bahwa perusahan-

perusaha:m yang besar mempunyai lawyer yang tanCguh sehingga

dapat mencari celah untuk dapat menghindar dari pajak.

Perilaku penghindaran (tax avoidance) akanberakibat pada :

I. Bidang Keuangan, dalam bidang keuangan ini akan sangat

merasakan kerugain-kerugian dari pemasukan kas Negara

yang tidak akan berimbang dengan penggunaan anggaran-

*r: : anggaranrsfr*.'

2. Bidang ekonomi, dalam bidang ini berakibat pada

persaingan tidak sehat antar perusahaan. Satu sisi ada

perusahaan yang berpenghasilaa besar akan tetapi

kewajiban membayar pajaknya kecil. Karena pengelolaan

pajaknya tidak didasarkan pada kejujuran dari wajib pajak.

Dan pada sisi yang lain ada perusahaan yang labanya sama

akan tetapi kewajiban membayamya tergolong besar.

Penghindaran pajak menyebabkan stagnasi (macetnya)

pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka

terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan

meningkatkan produktifitas mereka. Unh.rk memperoleh laba yang

lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Langkanya

modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan

penghasilannya agar tidak diketahui/sczs. Sehingga mereka tidak

berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar

modal.r

Hukum Islam

Istilah hokum lslam merupakan istilah khas Indonesia sebagai

terjemalran al-Fiqh al-lslamy atau dalam konteks tertentu dari a/-

Syari'ah al-lslamy. Istilah ini dalam wacana ahli hokum barat

rhttps://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20

pajak/ diakses 3 Maret 2016
penghindaran- atau

penggelapan-
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digunakan istilah Islamic law. Dalatn al-Qur'an dan al-Sunnah,

istilah al-huhn alJslam tidak dijumpai. Yang digunakan adalal

kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah

fiqh.'o

Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah

*hukum" yang berasal dari bahasa Anb hukn(wnak:nya ahkam)

berarti putusan (iudgement, verdict, decision), ketetapan

(provision), perintah(command), pemerintaban(government)

kekuasaan(arc&o rity, power) hderriran (sentence) dan lainJain.2s

Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat

mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam

dengan term Islamic Law yang secara harfrah dapat disebut dengan

hukum Islam..26

Dalam pandangan T.M. Hasbi Ash Siddiqie , bahwa Hukum

Islam yang sebenamya adalah Fiqh Islam atau Syari'at Islam, yaitu

: hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam

sesuai dengan kebunrhan masyarakat. Istilah hukum Islam

walaupun berlafad Arab, narnun telah dijadikan bahasa lndonesi4

sebagai padanan dari fiqh Islam, atau syari'at Islam, yang

bersumber pada al-Qur'an, Al- Sunnah dan Ijma' para sahabat dan

tabi'in27.

Akan tetapi yang jelas adalah bahwa hukum Islam adalah

seperangkat peratuan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini

mengikat untuk semua yang beragama Islam.28

2a Ahmad Rofiq, Hukun Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja crafindo
Persada, 2003), cet.6,, hlm.3

25 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Wrilten Arubic, (London:
Macdonald & Evans Ltd, t980), hlm. 196

tu Abdul Mannan, Refornasi Hukum Islam di lndonesia,(Jakarta:PT Raja

Crafindo Persada, 2006), hlm.57
2'T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, Filsofat Hukum 1slaz ,(Semarang: PT Putra

Rizki Pura 2001), hlm. 29
28 Amir Syarifudin, IJshu! Fiqh, (Jakarta: K€ncan4 2009), hlm- 6

L7



B.1 Teori Maslahah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode/cara

seorang mujtahid untuk melakukan itihad yang diperkenalkan oleh

Imam Malik dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Karena

pada hakekatnya tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah

untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Selain Imam Malik,

metode ini juga dipegangi oleh Imam Hambali, Imam Ghazali,

al-Juwayni, as-Syatibi.

Golongan Hanafiyga dan golongan *-Syaf iyyah tidak

memandang maslahah mursalah ini sebagai suatu sumber hukum

yang berdiri sendiri.2e

Secara harfiyah maslahah berarti kebaikan, keuntungan,

dan kebajikan. Adapun kata mursalah berarti terputus atau

terlepas. Yang dimaksud adalah kemaslahatan yang tidak ada

ketentuannya dalam membenarkan maupun yang menyalahkan

atau membatalkannya.30

Di dalam Lisan al-'Arabi bahwa mashlahah berasal dari kata

"shalaM' dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti

kata berarti "baik" lawan dri katafosad" (bwuk atau rusak). Ia

adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu "manfaaf' atau

"terlepas daripadanya kerusakan".ll

Hal ini dipandang maklum sebab ketika peristiwa-peristiwa

atau kejadian-kejadian yang baru(kontemporer) ketika ditarik

dengan menggunakan pola pikir induktif, maka temuan fakta-fakta

dari lapangan akan membutuhkan jawaban hukum Islam yang

cepat dan akurat. Padahal nash al-Qur'an dan Al-Hadits itu sudah

terputus sampai pada Nabi Muhammad Saw saja. Oleh karena itu

"T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Filsqfat Hukun /s/cz, (Semarang:Pt.Pustaka
Putra Rizki, 2001), hlm. 316

roAnonimus, Erui$opedi lslam, Jilid 3,(Jakarta: PT [chtiar Baru Van
Hoeve, 2000, hal.67

rrlbnu Manzhur , Lisan ol-'Arab (Libanon, Dar [ha' aGTurats al-,Arabi,
Juz II, Cet Il,1999\hlm Op.Cr., hlm. 516

18



adanya pendekatan kajian dengan menggunakan teori maslahat

mursalah dinilai penting untuk dilakukan. Teori ini potensial untuk

dikembangkan dalam rangka metode induktif.3'Hul ini dilakukan

dalam rangka menunjukkan kepada umat bahwa hukum Islam

bersifat solutif dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan

yalg kemudian muncul. Sehingga dengan demikian hukum Islam

tidak kehilangan elan vitalnya dan selalu tercerahkan di manapun,

kapanpun, dan dalam kondisi apapun iuga. Sebagaimana kaidah

ushuliyah : "Taghoyyuru al ahkam bitghayyuri al imksni wa al

azminati wa al ahwali. '" Di sinilah sesunguhnya hukum Islam itu

dikatakan telah lengkap dan sempurna.

8.2. Teori }.Iiat

Niat ada di dalam hati manusia. Niat merupakan pekerjaan

yang titik episenaumnya ada di hati. Niat akan berdampak pada

status sah atau batalnya, diterima atau ditolak, dan dikenai sanksi

atau berkurangnya sanksi dan tidak diberi sanksi suatu perbuatan

manusia dewasa (mu ka I I afl .

Di dalam Karnus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah niat

berarti maksud alau tujuan suatu perbuatan; kehendak atau

keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu.34

Sernentara menurut An-Nawawi dalam Wahbah htharly

bahwa kata niat dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu dan

bertekad hati untuk mendapatkarryu.3s

Dalam sebuah Al-Hadits, Rasulullah SAW. Bersabda, "
Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada

" A.qodri Azizi, Eklektisisne Hukum Nasional Kompelisi Anlara Hukum
lslam Dqn Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media 2004), Cet. Ke-2, hlm. 5, Masfirk Zuhdi, Masoil Fiqhiyoh, (Jakana: Gunung Agung, 1997), hlm.
56

rn KBBI, 0p, cit., hlm. Tgz
r5 Wahbah Zuhaily, Fiqih lslan lla Adillatuhu, (Jakarta; Geme Insani

Pers, 201 l), hlm. 130

19



7

niatnya, dan setiap manusia akan mendapatlan apa yang telah

diniatkannya itu... ..., "36

Wahbah Zuhaily 37 menyimpulkan maksud dari hadits ini

menunjukkan beberapa perkara yaitu:

l. Suatu arnalan tidak diakui oleh syara' sehingga ada

hubungan dengan masalah dosa dan pahal4 kecuali

apabila disertai dengan niat.

2. Barangsiapa melakukan amal shaleh, kemudian ada sesuatu

yang menghalanginya untuk merealisasikan niatnya itu "*o
seperti sakit, mati maka tetap mendapat pahala. Karena

orang yang mempunyai kehendak unhrk melakukan

kebajikan kemudian ia tidak bisa melakukannya diberi

pahala satu kebajikan. Dan barangsiapa berkehendak

melalorkan kejelekan namun dia tidak jadi melakr.rkanya,

maka dosa tersebut tidak dicatat.

Selanjutnya beliau mengungkapkan saMa Rasulullah

SAW.yang diriwayatkan oleh Imam Hadits yang enam dari Abu

Hurairah RA, bahwasarmya Rasulullah SAW. bersabda:

" Sesungguhnya Allah SW mengampuni umatku dari apa saja

yang terbertik dalam hatinya, selagi belum terucap atau belum

terlaksana."3s

Sehingga dengan demikian ketetapan-ketetapan dalam hukum

Islam terhadap ucapan dan tindakan seorung mulwllaf (terkena

pembebanan hokum/mampu untuk bertanggung jawab di hadapan

hukum) itu mengikuti maksud dan tujuan orang yang

melakukannya dan bukan pada sisi lahiriah perbuatan tersebut.

Akan tetapi orang lain menilai dari ucapan dan tindakan seseorang,

akan melihat dan akan menghukumi dari sisi lahiriahnya sebelum

16 Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jitid /, (Kairo: Dar al-Hadits, tt), hlm.

3' wahbah zuhaily, op. cit., hlm. 135

" lbid, 135
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menyelidiki motifnya apakah ada niat kesengajaan atau tidak. Di

samping itu juga harus ada bukti lain yang menguatkan adanya niat

atau tidak.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat

digambarkan sebagamana gambar 2.1 berikut ini:

2.1 Kerangka Konseptual

rgti. r49.

Action

Dilakukan secara massif

Nothing Good FAITH

Tar Avoidance

Pajak

Pendapatan Pajak bocor

AlHabs 1a'tir
Gizajling/
penyand

eraan

Al-Ou/an. Al-Hadits,

Maslahah

Xewariban Agama Prinsip Paiak Kewajiban Agama

M

E

N

c

I
I

A

H

U

Xehendak(senagaja) +Adion
SanksiTidak

Patuh

Langgar

Norma
Tidak ingin

bayar

paiak

Memindah

Ralayasa
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitielr lapangat (ield research)

dan sekaligus penelitian kepustakaan ( library researc&/. Penelitian

lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dari lapangan tentang

motivasi wajib pajak. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara

mers,vancarai kepada sejumlah informan untuk memperoleh data-

data primer. Sedangkan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan

kepustakaan yang memiliki relevansi hokum dengan pokok

permasalahanse dengan materi pembahasannya didasarkan pada

buku-buku dokumen-dokumen, ensiklopedi, makalah-makalah,

jurnal, artikel, dan surat kabar,ao terutarna peneliti gunakan dalam

melakukan penganalisaan terhadap suatu fakta persoalan terkait

dengan motivasi wajib pajak melakukan tax avoidance

(penghindaran pajak).

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hokum yuridis-

normatif-kualitatif yakni penelitian yang mengonsepsikan hokum

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

(law in book) atau hokum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap

pantasar yang berangkat dari data lapangan. Tax qvoidance adalah

merupakan bagian dari perilaku wajib pajak yang akan dianalisis

dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam hokum Islam.

" Yayasan Obor Jakarta Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarla
Yayasan Obor Jakarta,2004), hlm. 3

a0 Kartini Karlono, Pengantar Metodologi Riset Sosi(11, (Bandung:

Mandar Maju, 1996), hlm.54
tt Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar MetodoloSii Penelitian Hukum,

(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. ll8
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Apakah perilaku tersebut bagian dari perilaku yang dinilai

melanggar norma atau tidak. Jadi ukuran dan patokannya adalah

kaidah-kaidah yang ada dalam hokum Islam. Walaup tn Tax

Avoidance (penghindaran Pajak) dalam pandangan Hukum positif

tidak melanggar norma akan tetapi dalam hukum Islam akan dilihat

sejauh mana niat i'tikad tidak baik ini sudah masuk domain

perbuatan kena sanksi hukum .

Penelitian ini juga berorientasi pada penelitian kualitatif.

ra&enelitian ini dilekukan untuk memperoleh data yang diperoleh

seperti hasil pengamatan, hasil wawancar4 hasil pemotretan,

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi

penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya

informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola

atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).

Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti

yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan

data pada umunnya menjawab pertanyaan-p€rtanyaan mengapa

dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut

memahami dan menguasai bidang iLnu yang ditelitinya sehingga

dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang

terkandung dalam data

Menurut Polking Home dalam Muhammada2 bahwa

penelitian kualitatif secara spesifik bermanfaat dalam generalisasi

kategori untuk memahami fenomena manusia, untuk melihat apa-

apa yang dialami orang dalam suatu bahasa yang seloyal mungkin

pada perasaan dan pengalaman mereka atau untuk mengamati

orang lain dalam lingkungan hidupny4 dalam kaitannya dengan

a2 Muhammad, perbonkon lslam
Universits Muhammmadiyah Malang, 1999), hlm. 65

Visi dan Aksi, (tesis : Pasca Sarjana
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penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengexplore informasi dari

para informan untuk memperoleh jawaban tentang motivasi atau

alasan-alasan melakukan tu avoidance. Peneliti menemukan

fenomena perilaku wajib pajak untuk melaktkat tax avoidance.

Weber dalam Bodgan Taylor bahwa pendekatan kualitatif

disebutnya dengan istilah "Verstechen" yakni pemahaman yang

menggunakan empati, imajinasi, dan pengalaman atau

kemampunan menyerap kembali pems:ran-peras:um dan motif-

motif dibdik tindakan(perilal:u) sehingga dapat dikemukakan

fenomena atau tindakan{indakanyang penuh arti.a3

John W. Creswell juga menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif bertujuan untuk memahami penelitian tertentu dengan

cara menyelidiki masalah-masalah sosial atau manusia.

Menurutnya pula peneliti membuat gambaran kompleks bersifat

holistik,menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan

para informan secara rinci dan dalam situasi alamiah. Ikrakteristik
pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif

menurutnya adalah kepedulian terhadap "makna" dan bersifat

naturalistik serta tidak peduli terhadap pers,amaan dari objek

penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang kehidupan

dari orang yang berbeda-beda.a

Penelitian yang sifatnya kualitatif sebagai ujung tombaknya

adalah dengan mempergunakan metode interview. Metode

interview merupakan metode yang dilakukan dengan cara

pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi

atau ide yang kemudian dapat dikonstnrksikan makna dalam suatu

topic tertentu.l5 Peneliti tidak menargetkan seberapa banyak

ni 
Muhammad, Ibid., hlm. 65

a 
Creswell, J. W- 2007. eualitotif lnquiry qnd Research Design.( Sage

Publication. lnc., 2007), hlm. 36
nthnpt I penelitianpasar .blogspot.co.idl20 I 2/03 /teknik-wawatrcNa-

dalam-pengumpulan-data.html., diakses 3 Pebruari 20 l7
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responden atau informan yang semestinya dilakukan wawancara,

akan tetapi peneliti lebih mengfokuskan pada seberapa kualitas

dari pertanyaan yang diajukan kepada informan dengan guide line

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti berusaha

nntuk melakukan in dept interview (penelitian yang mendalam)

untuk memperoleh data yang banyak yang kemudian akan di

verifikasi sssrrei dsngan permasalahan yang sedang dibahas.

Wawancara mendalam(ln depht .inteniew) adalah proses

untuk memperoleh ketc*angan untuk tujuan penelitian dengan cara

Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan

informaq atau orang yangh diwawancarai dengan tau tanpa

pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dengan

informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.a6

Dalam konteks penelitian ini, perilaku penghindaran pajak

adalah sebuah fenomena dan permasalahan serius yang harus

dicarikan jawaban dan solusinya bila dilihat dari perspektif pajak

sebagai sumber penerimaan Negara utama yang memiliki fungsi

untuk kemaslahatan umum demi tegaknya sendi-sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Peneliti berusaha untuk mengetahui

fenomena dibalik perilaku penghindaran pajak. Apa yang menjadi

motivasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Sumber Data

Sumber data belperan sangat penting dalam sebuah

penelitian, karena dari data itulah analisis dan argumentasi peneliti

,lapat dibangun. Sumber data merupakan tempat dimana data itu

diperoleh.

Penelitian ini bercorak yuridis- normative-kualitatif

mengenal sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber

data primer diperoleh dari lapangan langsrurg dengan melakukan

I

* tbid.
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wawancara kepada sejumlah informan. Sedangkan sumber data

sekunder terdiri atas bahan hokum primer, bahan hokum sekunder

dan bahan hokum tersier, sehingga dalam mengolah dan

menganalisis datanya pun tidak terlepas dari penafsiran yang

dikenal dalam ilmu hukum.aT Ilmuwan hukum harus dapat

mempertanggungiawabkan setiap pemilihan metode penafsiran

tertentu. Penafsiran memiliki karakteristik hermeneutik.

Hermeneutik atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses

mengubah sesuatu atau situasi keti€Elttahuan menjadi iriengerti.at

Bahal hukum primer seperti al Qul'an, al Hadits, kitab-kitab fiqh,

buku Hukum Perpajakan, buku perpajakan, Undang-Undang

Perpajakan. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku ushul

fiqh, ensiklopedi, Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Islam.

C. Pengolahan Data dan Penyajian Data

Dala yarlg terkumpul dari lapangan akan diolah dan disajikan

secara deskriptif yakni dengan mendeskripsikan rnasalah,

menjabarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan yang

kemudian diklasifikasikan dalam bentuk sub-sub judul kecil untuk

mengurai persolan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini. Daiam konteks penelitian ini, apa yang menjadi

motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak

dipaparkan sedemikian rup4 sehingga diketemukan jawabannya

yang kemudian dilakukan penganalisaan sekaligus terhadap

temuan-temuan tersebut.

Penyajian secara deduktif juga diperlukan yang berangkat

dari pembahasan permasalahan yang bersifat umum menuju

pembahasan yang bersifat khusus.ae Berangkat dari pembahasan

t' Amirudin dan Zainal Asikin, 1brd. hlm. l6lt' E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsofat, (y ogyakarl^:
Penerbit kanisius, 1993), hlm. 24

o'Bambang 
Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(!akarta: Raja Grafindo

Persada, I998), hlm. I l7
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dari wajib pajak ini akan dilihat kedua sumber hukum tersebut.

Apakah ada bunyi teks+eks ayat al-Qur'an ataupun al-Hadits yang

dapat memperjelas status norma atau kaidah yang mendukung atau

menolak perilaku tax avoidance tersebut. Jika tidak didapatkan

teks-teks yang sec:tra tersurat tidak diketemukan dalam kedua

sumber hukum Islam tersebut, baru dapatlah melakukan ijtihad.s2

Selanjutnya peneliti juga akan menganalisa tindakan rax

woidance yang terjadi pada saat ini dangan apa yang pernah

terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa saftabatnya.

28



BAB IV

ANALISA DANPEMBAHASAN

HASIL WAWANCARA TERHADAP MOTIVASI WAJIB

PAJAK MELAKUKAN TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN

PAJAK)

A. Kepatuhan Pajak

Tax complience (kepatuhan pajak) merupakan sikap wajib

pajak unnrk menundukkan diri kepada kewajiban u,',rtuk

membayar pajak. Sikap ini sangat diharapkan oleh negara sebagai

bentuk kepatuhan warga negara untuk membayar pajak.

Sikap patuh pajak sangat terkait dengan sistem pelaporan

pajak. Indonesia mengenal sistem pelaporan pajak secara mandiri

(self assessment system). Sistem ini menghendaki wajib pajak

dengan penuh kelonggaran dan kesadaran untuk mendaftar diri

sebagai wajib pajak (untuk memperoleh NPWP), menghitung

sendiri pajakny4 melaporkan pajaknya baik yang telah dihitung

sendiri maupun yang dipotong oleh orang laiq serta menyetorkan

secara mandiri pula atas kekurangan bayar pajaknya.

Menarut Keputusan Menteri Keuangan

No.544lKMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib pajak

adalah :

L Wajib pajak tepat waklu dalam menyampaikan SPT

untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk

semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Wajib pajal tidak pemah dijatuhi hukuman karena

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam

jangka waktu l0 tahun teral<hir.

29
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4. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dalam 2

tahun terakhir.

5. Wajib pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan,

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk

masing-masing jenis pajak yang terutang paling

banyak 5%.

6. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun

terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat

+ wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi

fiskal.

Self assessment system lsistem pelaporan mandiri) yang

diberlakukan di negara Indonesia memerlukan kejujuran dari wajib

pajak. Kejujuran menjadi prasyarat terhadap suksesnya pendapatan

negara dari sektor pajak. Konsep sistem pelaporan pajak secara

mandiri ini, jika ditelusuri akar filosofisnya adalah bentuk

partisipasi warga negara terhadap negaranya. Bentuk partisipasi

warganegara kepada negara adalah membayar pajak yang

dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Negara yang

memberlahrkan sistem demokrasi telah menjadikan partisipasi

warga negamnya sebagai unjung tombak pembangunan negara.

Adagium yang mebenarkan pemyataan ini adalah bahwa demokrasi

adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Qhe

government jlom people, The government by people, The

government for people). Sehingga dengan demikian sikap yang

diharapkan oleh negara kepada wajib pajak seyogyanya adalah

sikap sukarela untuk membayar pajak (voluntary of compliance).

Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

menurut penelitian ini salgat rendah.

Kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada sikap sukarela

untuk membayar pajak sangat rendah. Kepatuhan sukarela

30
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(voluntary of compliance) ini menghendaki kepatuhan Wajib Pajak

yang didasarkan pada kesadaran tentang kewajiban perpajakan,

tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan.

Sedikit Wajib Pajak yang patuh secara sukarela dibandingkan

Wajib Pajak pajak yang pahrh secara te1paksa.53

Sedangkan kepatuhan yang dipaksakat (compulsory of
compliance) adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan

atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi

? yang lebih beftt. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu

hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak.sa

Wajib pajak baik pribadi atau perusahan berpendapat bahwa

pajak merupakan beban yang harus ditanggungnya. Bahkan

mereka mengatakan: "Kalau bisa..... tidak membayar pajak".

Kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak adalah kepatuhan

yang semu karena dipaksa oleh undang-undang . Wajib pajak takut

menerima sanksi bila pajak tidak dibayarkan. Mereka menrpunyai

NPWP bukan bermaksud untuk menjadi wajib pajak yang

kemudian membayar pajak, akan tetapi sebagai persyaratan mtuk

memperoleh kucuran dana dari perbankan. Pemyataan ini

terungkap dari ffiorman yang bemama Naufal, 4l tahrq pemilik

toko kain. Ia mempunyai NPWP tidak bermaksud ingin bayar

pajak dari hasil usahany4 akan tetapi sebagai persyaratan untuk

mendapat pinjaman dari bank.

Lain halnya dengan informan Bejo, 45 tahun awalnya

keinginan untuk memperoleh NPWP tidak bermaksud untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak , akan tetapi untuk

memperoleh kucuran dana dari perbankar yang akan

dipergunakannya sebagai modal usaha.

5r http://paj aktaxes. blogspot.co. id,20 I 5/09/mengenal-empat-kepatuhan-
wajib-pajak.html , diunduh 4 Maret 2017

5o lbid.
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"Dulu saya mencari NPll'P hanya untuk biar bisa mendapat
hutangan dari bank ."....kan dipersyaratkan oleh bank... "

Namun ketika usahanya sukses luar biasa, membayar pajak

adalah bentuk sokongan rakyat kepada negaranya. pajak

merupakan bentuk berbaginya kepada yang lain, meskipun

masyarakat tidak secara langsung dapat merasakannya. Masyarakat

dapat merasakan hasil dari uang pajak yang dibayarkan melalui

program-progam pembangunan yang telah dicanangkan oleh

pemerinr4hj .ij

"Pajak itu...berbagi kepada yang lain....kita menyokong dana
pembangunan kepada negaro..kita kan dapat merasakon
pajak dari hasil-hasil pembangunan... "

Bejo adalah salah satu informan yang merupakan potret

wajib pajak yang patuh pajak (m compliance) dengan sikap

kerelaan membayar pajak (voluntary of compliance) yang masih

langka ditemui di negeri in. " Pajak dapat bernilai ibadah

manakala wajib pajak membayar pajak dengon penuh keikhlasan

", ujamya-

Lain halnya dengan informan Siabang, 56 tahun seoran wajib

pajak pribadi yang memahami pajak sebagai sebuah kewajiban

harta yang dibebankan negara karena kepemilikan sesuatu.

"pajak adalah kcwajiban harta yang dibebankan oleh
negara larena kepemilikan sesuatu...wajib pajak bayar pajak
atas dasar kesadaran terhadap fungsi pajak untuk
pembangunon segala bidang... "

Namun kenyataanya masih sering menemui wajib pajak

yang melakukan penolakan untuk membayar pajak baik yang

berbentuk penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak Tax

avoidance (penghindaran pajak ) adalah bagian dari konsep

ketidakpatuhan meskipun dalam pandangan hukum positif masuk

knte,ria legal action.
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Menurut laporan dari pemerintah c.q. Menteri Keuangann,

bahwa jumiah penduduk lndonesia yang terdaftar sebagai Wajib

Pajak mencapai 32,77 jfia wajib pajak untuk tahun 2016.

Sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib melapor Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak

20,t7 jdawP di 2016.55

Data base Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013

bahwa jumlah penduduk lndonesia yang bekerja rnencapu 93,72

juta orang.56 4f: *,
"Namrm realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74

juta WP. 57

Data tersebut mengindikasikan betapa rendahnya kesadaran

warga negara untuk berpartisipasi kepada negara melalui

membayar pajak. Bisa dibayangkan jurnlah penduduk yang bekerja

mencapai 93 juta orang, sementara yang terdaftar sebagai wajib

pajak 32, 7 juta orang. Itupun yang melaporkan Surat Pajak

Tahuinan (SPT) hanya 12,74 juta wajib pajak. Jurnlah 12,74 juta

orang terbagi lagi ke dalam wajib pajak yang melaporkan dengan

kualifikasi pajak nol rupiah dan kualifikasi wajib pajak dengan

jurnlah besaran pajak tertenru.

Keridakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

mempakan momok bagi negara. Bentuk ketidakpatfian adalah

perilaku t@c avoidance (penghindaran pajak) dan tqx

er''aslon (penggelapan paiak). Tax avoidance (penghindaran pajak)

menjadi pokok tema dalam pembahasan penelitian ini.

Perilaku Tar Avoidance (Penghindaran pajak) yang dilakukan

oleh wajib pajak adalah sebuah perilaku yang sudah biasa

i5 http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-
pajak-rendah-penganrhi-apbn diunduh tanggal 27 pebruari 2O I 1

rhttp://www.pajak.go.id./content/article/refleki-tingkat-kepatuhan-wajib-

pajak diunduh tanggal 27 Pembuari 2017
t'Ibid.

33



dilakukan dalam dunia perpajakan. Penghindaran pajak tidak hanya

ada pada tataran teori, akan tetapi pada tataran praktik pun sudah

maklum dilakukan bagi wajib pajak yang menginginkan adanya

pengurangan pajak atau bahkan terbebas dari kewajiban bayar

pajak. Praktiknya bisa dilakukan dalam sekala yang kecil maupun

dalam skala yang besar. Pelakunya adalah mereka sebagai wajib

pajak perorangan maupun badan dan perusahaan.

Ada dua istilah yang sangat popular dalam perpajakan unn*

menyebut perilaku penolakan menbayar pajak yang dilakukan

oleh wajib pajak. Istilah tersebut adalah Tax Avoidance

(Penghindaran pajak) dan Tu evasion (penggelapan pajak). Secara

substansi bahwa kedua prilaku ini mempunyai maksud yang sama

yakni menolak untuk membayar pajak, atau setidak-tidaknya dapat

mengurangi kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya

dibayarkan.

Perbedaan istilah yang dimaksud adalah bahwa perilaku rax

avoidance masuk kategori term yang tidak bertentangan dengan

nomra hukum positif ( legol action), sementara tax evasion 'rti

jelas bertentangan dengan hukum positif (illegal action) di

lndonesia. Akan tetapi keduanya mempunyai dampak yang sama

yakni menghambat pernasukan negara dari sektor perpajakan.

Praktik penghindaran pajak memberikan efek negatif bagi

negara Indonesia, karena apabila dibiarkan secara terus menerus

akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak

dengan jumlah yang cukup signifikan. Dari berkurangnya

pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak

bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia" belum lagi dampak-

dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti

berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah.58

s Adrian sutedi, Hukun Pajalt (Jakana: Sinar Grafika, 2013), cet. 2,

hlm. 154
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Penelitian ini menggunakan metode in depht intervieur

(wawancara mendalam) kepada responden yang dijadikan sebagai

sumber informan. Peneliti tidak menargetkan seberapa banyak

informan yang harus dilakukan wawancara terkait dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, akan tetapi

peneliti lebih menitikberatkan pada sejauh mana kualitas

(kualitatif) dari wawancara terhadap informan dengan focus yang

sebelumnya telah ditentukan. Penelitian ini mengambil sering

sosial informan di Sampit dan Palangkaraya . Kalimantan Tengatr.

Setting sosial di sampit dan Palangkaraya cukup representatif unnrk

dilakukan penelitian karena kota ini wajib pajaknya cukup beragam

dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak perusahaan.

Ada 120 perusahaan "nakal', di Kalimantan Tengah yang

merugikan negara hingga miliyaran rupiyah karena tidak menyetor

pajak.5e Sinyalemen ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI Danil ftonan beberapa waktu yang lalu.

Gubemur terpilih yakni Sugianto Sabran, ketika menanggapi

p€rnyataan lersebut bet'anji akan menindal tegas dengan

melakukan pencabutan izin kepada perusahaan yang tergolong

nakal. Pencabutan izin kepada perusahaan tersebut tidak dilakukan,

jika sebelumnya harus dilakukan pengecekan dan tidak mfi tuduh

begitu saja.

Ibaratnya bak gayang bersambut, penelitian ini bersambut

dengan adanya sinyalemen ratusan lebih wajib pajak perusahaan

vang telah berusaha mangkir untuk tidak membayar pajak.

Fenelitian ini harus diakui bahwa peneliti telah menemukan

tingkat kesulitan yang tinggi untuk memperoleh pengakuan dari

tehttp://sampit. prokal.co/read-/news/5 985-kalteng-gempar ternyata-
ada- I 2O-perusahaan-nakal.html, diunduh 3 Oktober 201 6
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wajib pajak yang telah melakukan penolakan membayar pajak.

Penelitian ini juga penelitian yang mempunyai tingkat resiko tinggi

karena berusaha untuk mengetahd "borok" wajib pajak.

Perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak

adalah istilah yang sec a teori dapat dibedakan, akan tetapi pada

tataran praktiknya sangat sulit untuk melakukan pengungkapan,

karena keduanya mempunyai karakter yang sama yakni berusaha

untuk tidak membayar pajak.

Peneliti dalam mendeskripsikan hasil laporan penelitian

mengenai motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran

pajak mempergunakan p€nyamaran identitas informan. Hal ini

dilakukan untuk melindungi informan tersebut dari hal-hal yang

tidak diinginkan. Peneliti memandang bahwa persoalan

penghindaran atau penggelapan pajak adalah bagian dari bentuk

ketidakpatuhan warganegara kepada negaranya. Ketidakpahrhan

terhadap aturan berarti pelanggaran terhadap peraturan.

Penelitian ini selain telah menemukan beberapa motivasi

wajib pajak untuk melakukan perilaku t(u avoidance

(penghindaran pajak), juga telah menemukan wajib pajak dengan

ketulusan hatinya untuk membayar pajak sesuai dengan hati

nuraninya. Penelitian ini menjadi menarik karena motivasi wajib

pajak untuk melakukan penghindaran pajak maupun

pengemplangan pajak adalah sama. Mereka tidak mengetahui

perbedaan penghindaran pajak dan pengemplangan pajak.

Motivasi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak

menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena

terkait erat dengan kaj ian normative selanjutnya.

Peneliti telah mewawancarai 15 informan yang berstatu

sebagai wajib pajak baik pribadi maupun badan atau perusahaan.

Hampir semua informan mengaku bahwa mereka membayar pajak

adalah suatu beban yang harus ditanggungnya. Wajib pajak merasa

I
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terbebani untuk membayar pajak. Mereka terpaksa membayar

pajak karena sudah diatur oleh perundang-undangan. Kepatuhan

yang mereka tunjukkan adalah kepatulun di bawah bayang-bayang

keterpaksaan. Mereka mengatakan bahwa sekiranya pajak itu tidak

diwajibkan maka tidak membayar pajak.; kalau bisa tidak

membayar pajak.

Rata-rata wajib pajak tidak mengetahui perbedan

penghindaran pajak dengan pengemplangan pajak atau

r".penggelapan pajak (ax evasion). Penghindaran pajak dan

penggelapan pajak tidak ada perbedaannya. Mereka cenderung

menyamakan kedua istilah tersebut, meskipun dari segi teori bahwa

penghindaran pajak dan pengemplangan pajak itu dapat dibedakan.

Penghindaran pajak maupun penggelapan pajak sama-sama telah

mereduksi penerimaan dari sektor pajak.

B. Motivasi Wajib Pajak Melakukan Tac Avoidance (Penghindaran

Pajak)

Peneliti telah menemukan motivasi Penghindaran pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

a- Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Pajak.

Kesadaran masyarakat dalam pengertian bahwa pajak

merupakan iuran wajib kepada negara yang telah dibebankan kepada

mereka yang selanjutnya digunakan oleh Negara untuk mewujudkan

kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kesadaran yang dimaksud

menyangkut pula bagi wajib pajak yang berbentuk badan atau

perusahaan membukukan secara baik aktivitas pengeluaran dan

pemasukan perusahaan sehingga dapat diketahui bahwa sebagai wajib

pajak yang hanya melapor pajak dengan nol rupiah atau dengan

nominal rupiah tertentu.

Sikap ini ditunjukkan oleh seorang informan yang bernama

Wahyudi, 39 tahun sebagai wajib pajak perorangan yang

mempersepsikan pajak sebagai beban yang harus dipikulnya.
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Seandainya ada orang yang membayar pajak adalah sebuah

keterpaksaan yang harus dijalaninya. Dia merasa sedikit-sedikit kena

pajak.

'Pajak itu beban untuk rakyat yang harus
ditanggungnyo... sedikit-ssedikit k'ena paj ak... apapun semua di
pajaki.... "

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh informan Fitri, 45

tahun seorang wajib pajak. Dia mengungkapkan keengganannya untuk

membayar pajak dengan berdalih pajak sebagai beban yang harus

ditanggunliiya.

"... seakan-akan tidak dapat lepas dari ieratan pajdk. Untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja telah dilcenakon
pajak. Kila membeli susu sudah kena pajak, membeli gula,
beras, baju, sepeda, motor, semutnyd sudah terl<cna pajak"

Pemyataan ini mirip dengan Dwi, 53 tahun , seorang pemilik

perusahaan CV Elite yang bergerak di bidang Laundry. Dia mengaku

pajak sebagai beban yang harus ditanggungnya. Penghasilan yang ia

pemleh dari perusahaannya sudah terkena pajak, kemudian untuk

rnembeli ini, itu, kebutuhan ini itu juga ada pajaknya, seakan-akan

pajaknya berlapis-lapis. Bahkan dia seandainya bisa memilih tidak

bayar pajak maka dia tidak akan bayar pajak.

"Pajak itu beban......kalau memang harus pilih tifuk membayar
pajak saya pilih tidak bayar pajak...saya bryor pajak karena
terpaksa. -.segala sesuotu dipaj aki, makan... minum... be li ini
beli itu soma kena pajak...kita l<erja kena pajak..untuk maknn
kena pajak.pokolorya semua kena pajak bahkan berlapis-
lapis.. "

Femyataan ini tidak berbeda dengan informan Indra, 37

tahun seorang penjual pakaian yang mengatakan bahwa merupakan

beban dan kalau bisa tidak bayar pajak maka tidak akan bayar

pajak.

"bayar pajak itu patuh korena terpaksa atau dipal<sa oleh
peralurdn negara....fuilau tidok dipaka tidak bayar
pajak.... knlau bisa tidak bayar pajak maka tidak akan
bayar pajak... "
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Pemyataan informan Indra ini tidak jauh berbeda dengan

pemyataan informan Oman, 44 tahun, seorang wajib pajak pribadi

yang mengatakan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib

pajak merupakan kepatuhan yang di paksa oleh aturan perundang-

undangan.

"pajak itu iuran wajib pada negara...kepatuhan pajok
karena diwajiblcan oleh aturan perundang-undangan.. "

@Benjamin Franklin adalah jurnalis, politisi, ilmuwan, diptomat, dan
inisiator Declqration of lndependence AS. Atas kombinasi kebijaksanaan dan popularitas itulah,
meski tak pemah jadi oftrng nomor satu di AS, wajah salah satu Bapak Bangsa AS ini didapuk
tercetak di dolar AS nominal tertinggi, US$ 100.

6rhttp://news.ddtc.c o.id/artikel/6596benj am in - fian k lin-tak-ada-yang-
pasti-kecuali-kematian-pajak/ diunduh 23 Agustus 20 l6
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Sama halnya dengan informan Bapak Awai, 44 tahun

pernilik usaha Antira Variasi Mobil Sampit yang telah

memp€rsepsikan pajak sebagai beban.

*pajak iru beban yang diwajibkan negara...orang bayar
pajak tidak ada koitannya dengan agama...orang yang tidak
bayar pajak tidak berdosa.....tapi ktlau bayar pajak ya..
mungkin dapat pahala karena kebaikannya... soya berani
buka-bukaan buku atau Htab apasaja kalau pajak itu
diwajibkan agama.... "

Oleh karena itu rata-rata informan yang diwawancarai,

telah mempersepsikan pajak sebagai beban yang harus

ditanggungnya tidak salah manakala Benjamin Franklin60 pemah

mengatakan: " In this world nothing can be said to be certaiy

except death and taxes, " tulis Benjamin Franklin dalam suratnya

kepada Jean-Baptiste Le Roy pada 1789. Kutipan ini lantas menjadi

populer setelah surat-suat Franklin diterbitkan pada l8l7 dengan

judul The llorks of Benjamin Franklin.ol

Ungkapan Benjamin Franklin tersebut bukanlah sesuatu

yang berlebihan dengan menganalogikan pajak dengan kematian,

artinya adalah manusia hidup tidak akan lepas dari death (kematian)

and taxcs (pajak) sebagai sebuah kepastian yang harus diterima.
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Sehingga dengan demikian, wajib pajak bisa juga berupaya

melakukan tindakan tax avoidance terhadap pajak yang harus

dipikulnya. Akan tetapi wajib pajak harus berhadapan dengan

hukum, sebagai konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak

tersebut.

Sikap seperti ini akan selalu ada dalam sejarah pemungutan

pajak seiring dengan teori daya pikul yang menjadi dasar pemungutan

pajak itu sendiri. Meskipun dalam hal pemungutan pajak teori ini akan

memperhitungkan daya pikul maqyarakat yakri pajak dipungut

didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi

masyarakatnya.

Di Indonesia, teori daya pikul ini ditempkan kepada wajib

pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas

seluruh penghasilan brutonya(kotor) dikurangi pengurang(biaya-biaya

yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian

dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP adalah

pendapatan bebas pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang mengalami

kerugian atau penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan

dikenakan pajak penghasilan.62 Dengan kata lain teori ini mendasari

kewajiban rakyat membayar pajak karena didasari oleh kemampuan

s€seorang untuk membayar pajak. Bila wajib pajak tidak mampu

membayar pajak, maka ia tidak akan dikenakan pajak atasnya.

Itulah yang dikatakan adil oleh teori ini, wajib pajak yang mampu

membayar pajak akan dikenakan beban pajak dan yang tidak mampu

untuk memikul pajakjuga tidak akan dikenakan pajak atasnya.

Bahkan ada inlorman bemama Yani 34 tahun yang notabene

adalah wajib pajak lebih mementingkan untuk pembiayaan

keluarganya daripada untuk kepentingan Negara. Pembiayaan untuk

62 R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar llmu Huukum pajak, (lakarta:
Refika Aditama:2003), hlm. 5l
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kepentingan keluarga lebih dibutuhkan dan terlihat langsung ujudnya

dari pada pajak.

Sementara informan bernama Rani, 40 tahun, seorang Pegawai

negeri sipil (PNS) menurutnya membayar pajak karena diwajibkan

oleh negara,

" mem br4nr paj ak karena negara mewaj ibkon. -..koyak seperti
saya PNS sudah dipotong duluan oleh bendahara pengeluaran
yang ado di kantor soya... "

Pemyataan informan tersebut menunjukkan bahwa wajib

pajak tidak mempunyai kesadaran untuk 
i 
Lembayar pajak

meskipun tahu pajak itu sebuah kewajiban akan tetapi fungsi pajak

secara mendetail tidak mengetahuinya.

Kesadaran yang rendah untuk memabayar pajak ini

ditunjukkan oleh Mullah, 45 tahun, pemilik CV Arema Perdana

Steel di Sampit yang belum mengupayakan pencatatan perusahaan

secara baik sehingga kewajiban bayar pajak pada negara menjadi

tertunda.

" bukan...bukan...tidak membayar pajak rapi tidak tahu atau
tidak mengerti tentang pojak"..dulu memang pernah ada mau
di datangi petugas pajak tapi saya masih sibuk sehingga sayu
tidak bis a.. j adi ketidalaahuan ke administrasian perusahaan
sehingga sulil untuk menerapkan pajak..tapi yang jelas saat - -

ini order-order masih sepi...-"

Keadaan iini hampir sama dengan informan H. Dubai 39 tahun

, pemilik UD Ivannur Sampit ini. Meskipun diam sebagai wajib pajak

yang mengaku membayar pajak tiap bulan ke kantor pajak, akan tetapi

tidak didasarkan pada pembukuan perusahaan dengan baik.

"tidak, buktn mereka bermaksud menghindar pajak....tapi
tidak tahu manu yang tlikenakan pajak. Kalau saya pribadi
bayor pajok setiap bulan kadang serotus....kcdang seratus lima
puluh, dan kadang duaralus atou duarolus lima puluh...sesuai
dengun penghasilon tiap hulan...

Pengertian dan kesadaaran (owareness) wajib pajak minim,

pada gilirannya akan membentuk sikap antipati untuk membayar
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pajak. Mereka merasa tidak bersalah manakala tidak membayar pajak.

Padahal sebagai warga negara yang baik seharusnya taat asas yang

mewajibkannya membayar pajak. Sehingga dengan demikian,

pemerintah perlu mengadakan program-program yang dapat

mengedukasi masyarakat seperti penyuluhan, membual jargon-

jargon yang sifatnya mengadvokasi wajib pajak secara sustainable ,

contohnya "orang bijak bayar pajak"; "hari gini tidak bayar pajak

apa kata dunia" serta program-program lain yang membuat wajib

pajak aware terhadap pajak.

b. Buruknya Sistem Perpajakan. 
I

Sistem perpajakan terutama yang berkaitan dengan tinggi

rendahnya tarif pajak dan penggunaan dari uang pajak tersebut.

Apakah memang betul pajak diperuntukkan kepada hal-hal yang

semestinya pajak itu digunakan, ataukah pajak dikorupsi oleh petugas

pajak yang hanya akan memperkaya seorang pribadi atau golongan

saja.

Tarif yang tinggi merupakan factor wajib pajak untuk

melakukan penghindaran pajak. Pemyataan ini diperoleh dari

informan yang bemama Holis, 45 tahun yang berprofesi sebagai

pengusaha Bengkel Mobil dengan perkiraan penghasilan lebih dari

ratusan juta rupiah. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan pasal 17 bahwa wajib pajak yang mempunyai pajak

penghasilan perusahaan dalam setahun dengan Penghasilan kena

pajak (PKP) sebesar 600 juta rupiah terkena pajak 30o/o dengan system

berlapis.

" yang penling adalah membayar pajak .....seberapapun pajak

yang dibayarkan itu tidak begitu penting. "

Menurut penganalisaan peneliti bahwa wajib pajak ini setidak-

tidaknya berpenghasilan yang masuk pada sistem pajak lapis ke-2

dengan penghasilan kena pajak 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta

rupiah terkena pajak penghasilan l|'Yo. Nampaknya wajib pajak ini

tidak sampai melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan



yang berlaku. Hal ini berarti bahwa persepsi pajak yang tinggi

menjadi factor atau motivasi wajib pajak untuk melakukan

penghindaran pajak.

Selanjutnya pemyataan yang membenarkan persepsi

masyarakat terhadap system perpajakan yang buruk adalah sederet

kasus pajak yang melibatkan petugas pajak. Misalnya kasus Gayus

Tambunan. Gayus tambunan orang yang pemah menjadi tenar

akibat beberapa kelakuan yang telah di perbuatny4 Gayus

Tambunan mampu melakukan kcrupsi pajak dengan.pembebasan

149 perusahaan yang nyata-nyata melanggar pembayaran pajak

kepada pemerintah. Kasus mafra pajak yang dilakukan oleh Gayus

Tambunan, terkait tuduhan penggelapan pajak Rp 24,6 miliar.

Besar dugaan dalam kasus ini adanya sejumlah perusahaan diduga

membantu Gayus Tambunan menghilangkan jejak uang hasil

penggelapan pajak Rp 24,6 miliat Disebutkan dari beberapa

perusaharn yang memiliki keterkaitan dengan kasus Gayus

diantaranya adalah perusahaan grup Bakrie yakni pT KpC dan

Bumi. Modus penyelewengan yang dilah.rkan oleh gayus terkait

dengan kasus pajak beberapa perusahaan dilakukan dengan cara

negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak

sehingga surat ketetapan pajak (SKP) tidak mencerminkan nilai

yang sebenarnya baik SKP kurang bayar maupun SI(P lebih.

Penyelewengan yang merugikan Negara yang di lakukan gayus di

lakukan dengan mengeluarkan faktur pajak fiktif.63

Selain nama Gayus 'fambunan, ada nama Dhana

Widiyatmika. Dia adalah bekas PNS di Kantor Pelayanan Pajak

Penanaman Modal Asing dengan pangkat golongan III/c namun

diduga memiliki kekayaan hingga Rp60 miliar. Harta yang

dilaporkan Dhana ke KPK hanya Rpl,23 miliar. Mahkamah Agung

63 https://ahmdhusni. wordpress.com,2 O I 2 /02 / 28 lburuknya-perpajakan-di-
indonesia,/ diunduh tanggal 25 September 2016
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menjatuhkan hukuman l3 tahun penjara. Dhana terbukti melakukan

tiga perbuatan korupsi, yaitul- Pertama, menerima uang Rp3,4

miliar atas pengurusan pajak kurang bayar PT Mutiara Virgo tahun

2003-2004 dan menerima Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai

Rp750 juta dari pegawai Pemkot Batam. l(edaa, Dhana selaku

Ketua Tim Pemeriksa pajak PT Komet Trans Utama memaksa

direksi perusahaan memberi Rpl miliar guna mengurangi

kewajiban pajak. Ketiga, Dhana terbukti melakukan tindak pidana

pencucian uang sebagaimana dakwaan.e i
Ada pula nama Bahasyim Assifie. Dia adalah bekas Kepala

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DPJ

Kemkeu. Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim dihukum 12

tahun penjara. Harta Bahasyim Rp60,9 miliar dan US$681.147 pun

dirampas untuk Negara65

Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto Juga

te{erat kasus yang sama. Dian dan Eko adalah bekas dua Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP Kemkeu. Mahkamah Agung

memvonis mereka sembilan tahun penjara. Pada Desember 2013,

Mereka terbukti menerima suap Sin$600 ribu untuk pengurusan

pajak PT The Master Steel, Rp3,25 miliar terkait pengurusan pajak

PT Delta lntemusa, dan sebesar US$150 ribu unnrk pengurusan

kasus pajak PT Nusa Raya Cipta.tr

Selain itu ada Tommy Hendratno adalah bekas Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pajak Sidoa{o, Jawa Timur. Ia

terbukti menyalahgunakan kewenangannya dan menerima suap

Rp280 juta terkait pengurusan restitusi atau lebih bayar miliki PT

*http://*w*. cnnindonesia .com./nasional /20161122162351-12
174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak/ diunduh 3 September 2016

65 Ibid.
6 lbid.
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Bhakti Investama Tbk. Mat*amah Agung menjaflrhkan hukuman

10 tahun penjara.6T

Pargono adalah bekas PPNS di Kantor Wilayah DJP Jakarta

Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis empat tahun enam

bulan penjara. Ia terbukti memeras wajib pajak Asep Yusup Hendra

Perman4 pemiliki PT Asep Hendro Racing Sport (AHRS) sebesar

Rp600 juta.68

Herry Setiadji, Indarto Cahr Nugroho dan Slamet Riyana.

lrlereka adala-h tiga bekas pegawai Kantor Pajak Kebayora. Banr III
DJP Kemkeu. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta

menjatuhkan masing-masing vonis lima tahun penjara. Mereka

terbukti memeras perusahaan wajib pajak, yakni PT Elechonic

Design and Manufacturing lntemational (EDMI) terkait restitusi

lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan @Ph) Badan Tahun 2012

dan Pajak Pertambahan Nilai @PN) masa Februari 2013 sekitar

Rp3 miliar. Ketiga orang ini memeras PT EDMI untuk

membayarkan uang sejumlah Rp 450 juta agar kelebihan pajak

bisa dikembalikan.6e

Dan kasus terkini adalah kasus menimpa Kasubdit Bukti

Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang

Soekarno. Handang diduga menerima suap dari Rajesh. S"ap itu

dilahrkan supaya Handang menghapus surat tagihan pajak sebesar

Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima. Menumt Basariq

Handang seharusnya menerima imbalan sebesar Rp 7,8 miliar atau

l0 persen dari total pajak yang harus dibayar. Namun, kesepatakan

kedua pihak menetapkan pemberian suap sebesar Rp 6 miliar.7o

"'rbid.
u'tbid.
* tbid.70 

https://nasional.tempo.colread./n ewsl2O I 6/ I I /29 /O638239}4lkasus-
suap-pajak-kpk-bidik-pejabatselain-handang-soekarno diunduh tanggal 2 September 2016
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Sederetan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh

wajib pajak berkolusi dengan petugas pajak tersebut semakin

menambah ketidakpercayaan masyarakat untuk membayar pajak.

Sesuai dengan pengakuan seorang informan yang bemama

Sudaryono, 47 tahun. Dia enggan membayar pajak karena uang

pajak banyak dikorupsi oleh para petugas pajak.

" Rasanya membayar pajak itu tidak ada gunanya karena
hanya untuk memperkaya orang-orang pajak saja... "

t' Senada deffiln apa yang diutarakan oleh Informan Dwi, 53

tahun, bahwa tarif yang tinggi dan pajak dikorupsi oleh petugas

pajak mejadi motivasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

"ya...tarif pajaknya tinggi.....serta banyak dikorupsi oleh orang

semacam Gayus...

Terkait dengan Penelitian Gus Fahmi menunjukkan bahwa

persepsi masyarakat tentang sistem perpajakan yang buruk berbanding

lurus dengan penelitian ini. Menurut Gus Fahmi bahwa orang Islam

enggan membayar pajak disebabkan:

Pertama. tidak tepatnya alokasi penggunaan uang pajak.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun memang meningkat, namun

peningkatan itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.

Padahal seharusmnya, jika penerimaan pajak meningkat, maka angka

kemiskinan menurun. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.Tl

Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, terrnyata

belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin.

Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara

(budgeter) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah

dalam menyelenggarakan negara."

Kedua, Sebagian besar uang pajak untuk membayar utang.Tr

Utang Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan

?r Cus Fahmi, 16rd, hlm. 8

" Ibid. hln., g

' Ibid.,hl^.to

I
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yang menghawatirkan. Tahun 2016 saja utang pemerintah Indonesia

kembali naik Rp 39,38 triliun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp

3.362,74 triliun dibandingkan bulan Mei 2016 yang hanya

Rp3.323,36 triliun.Ta Dalam penelitianny4 Gus Fahmi telah

mengcapture penerimaan pajak tahun 2004. penerimaan pajak

tahun 2004 sebesar 5 I o/o dipergunakan untuk membayar hutang.

Cicilan utang yang harus dibayar sebesar Rp.137,9 triliun dari
total utang keseluruhan utang pemerintah sebesar Rp.l.l60,g3
triliun.Ts e. -. rgi-r.

Pembayaran utang sebesar Rp. 1j7,9 triliun itu sebetulnya

setara dengan 5l %(separoh lebih) penerimaan pajak tahun 2004,

yainr Rp.272 triliun. Ini adalah suatu kekeliruan besar dalam

penggun:um uang pajak.T 6

Ketiga, pajak belum diterima sebagai kewajiban keagamaan.

Indikasinya adalah minimnya wajib pajak muslim yang secara

sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki
Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp).77

Dengan demikian bahwa semakin bagus sistem
perpajakannya maka akan berpengaruh pada antusiasme wajib
pajak Antusiasme yang ditunjukkan wajib pajak untuk membayar
pajak merupakan bukti sikap kepatuhan terhadap pajak (m
compliance). Sebaliknya bila sistem perpajakan yang buruk maka
akan mengakibatkan buruk pula respon wajib pajak.

Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungiawabkan,

pelugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur
perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak

enggan untuk menghindar pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan

'n http://economy.okezone.com/read./ 20 r 6r08/05 Dor r 455969/hot-bisnis-
utang-pemerinrah-naik-lagi-oh-tidak, diakses tanggal 3 I Juni 2016

" Loc.Cit.

'u lbid
" tbid..htm.4
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uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru

mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk

melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung

untuk mengelak paj ak. 
78

c. Wajib Pajak diberlakukan secara Diskriminatif oleh Pemerintah

Dalam penelitian ini ditemukan pula persepsi masyarakat

sebagai wajib pajak bahwa diskriminasi (perlakuan tidak adil)

menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak. Misalnya

pembebasan fiskal h4r negeri kepada. wajib pajak tertentu.

Semestinya pembebasan fiskal luar negeri diberikan kepada semua

wajib pajak baik yang sudah ber-NPWP maupun yang belum ber-

NPWP. Selain dari itu bahkan ada kebijakan tentang zakat sebagai

pengurang dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sifatnya

diskriminatif .

Pemberlakuan kebijakan bebas pajak hanya menguntungkan

sebagian wajjib pajak saja. Sehingga akan mengakibatkan

kecemburuan pada wajib pajak yang tidak menerima keuntungan

dari kebijakan tersebut. Efeknya adalah tindakan penghindaran

pajak.'

Hal ini berarti bahwa diskriminasi yang dilakukan negara

kepada rakyatnya dalam pemberlakuan kebijakan di bidang

perpajakan yang tidak merata membuat mereka menghindari pajak.

Apalagi saat ini pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang

No. 1l Tahun 2016 tentang Tax Amnesty.

Bapak Awai menyatakan ketidaksetujuannya terhadap

program pemerintah terkait dengan Tax Amnesty ini. Persepsinya

meyakini bahwa tax amnesty tidak adil kepada rakyat.

"..tax amnesty saya tidok ikut....tax amnesly bukan untuk
orang yang ada cli dalam negeri...tetapi koq menyasar warga

'" Ibid.

" Ibid.
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negara di dalam negeri...sehingga tidak seluju soya..t(u
amnesty tidak adil dan salah sasaran... "

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah sebuah

kebijakan pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada

wajib pajak berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan

sanksi administrasi, dan penghapusan sanksi pidanany4 atas harta

yang didapat pada tahun 2015 atau sebelumnya yang belum

dilaporkan kepada Negara dengan cara menebus semua utang

pajak yang seharusnya dibayarkan t6ngan besaran t3[** yurg

telah ditentukan sesuai dengan periodenya.

Target pemerintah dalam kebijakan tG amnesly ini adalah

mengharapkan para pengusaha yang telah menyimpan dananya di

luar negeri secara sukarela merepatriasi dananya ke Indonesia

(dengan membayar tebusannya) dan menjadi wajib pajak baru yang

panrh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak Negaraso di

masa mendatang. Itulah motifasi utama pemerintah dalam

mengeluarkan "jurus" tax amnesty tersebut. A-kan tetapi ibarat bola

liar yang akan memanhrl ke segala arah, sasarannya temyata

kepada seluruh wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau

kekayaan dengan akumulasinya masuk kategori Penghasilan Kena

Pajak yang belum diungkap atau dilaporkan sebagai obyek pajak

kepada negara baik yang berada di dalam negeri maupun diluar

negeri. Maka Wajib pajak diwajibkan untuk mengikuti tax amnesty

rnt

80 Reni Indah , Apa Sih Tox Amnesly, Artkel di KomPassiana online,

http://www.kompasiana.cor/renindalvapa-sih-tax-amnesty_553dd9'7f6ea8341727R9b22, diakses

taneggal 2l Juni 2016
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Tax Amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah dewasa tru

merupakan tax amnesty yang paling berhasil dalam sejarah

Negara-negara yang memberlakukan kebijakan yang sama.



Pemerintah telah menetapkan target program tax amnesty ii
bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode

progam ini berakhir pada tanggal 3l Maret 2017. Adapun target

repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke

dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar

Rp 4.000 triliun.8r

Kebijakan pemerintah ini potensial akan menimbulkan

kecemburuan antar wajib pajak. Sebab di satu sisi ada wajib pajak

yang merasa panrh untuk membayar paj*;.. dan pada sisir'.

yang lain ada wajib pajak yang tidak patuh membayar

pajak. Bahkan ada wajib pajak yang dikenai sanksi pidan4 denda

dan lainJain. Ketika tax amnesty ini diberlakukan mereka

mendapat pengampunan sanksi pidana , penghapusan pembayaran

utang pajak dan hanya menebus sekian persen dari utang pajak

yang seharusnya dibayarkan . Kebijakan ini telah

menciderai rakyat yang selama ini telah pah:h untuk membayar

pajak (tu compliance/. Inilah efek pemberlakuan W tm amnesty

yang akan menciptakan pengemplang-pengempalng pajak yang

baru meskipun peneliti harus mengakui bahwa hal itu pasti telah

disadari oleh pemerintah. Bahkan ketika kebijakan t6 amnesry

berakhir, pemerintah akan memberlakukan penegakan hukum.

Peneliti berkeyakinan bahwa kebijakan pemerintah tentang

lac amnesty ini merupakan bentuk ketidakberdayaan pemerintah

untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pengusaha kelas

kakap, terutama mereka yang sekian lama memarkirkan dananya

(belum diketahui apakah harta itu mereka peroleh dengal cara halal

atau ada indikasi money laundry) di luar negeri dengaan cara

berdamai. Pemerintah seakan telah mempraktikkan istllah gebyah

I rhttp://bisn 
iskeuangan.kompas.com/re adD} I 6 /O9 /30 t220N 5226 /.tax.am

nesry.tembus.rp.l.50o.triliun.presiden.ingin.ambil.momentum.reformasi.pajak?utm_source=RD&u

tm_medium:box&utm_campaign:Kaitrd diaksos tanggal 3O Agustus 2016
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uyah ymg tidak memperdulikan secara kritis terhadap asal-usul

dana-dana dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Ironisnya

adalah ketika pemerintah berhasil melakukan repatriasi dana-dana

dari masyarakat Indonesia di luar negeri yang sejatinya adalah

hasil dari transaksi yang tidak benar seperti hasil korupsi, bisnis

narkob4 penyelundupan dan lainlain. Pada konteks ini pemerintah

telah tet'ebak pada penggunaan segala cara "asal" mendapatkan

dana- A.lih-alih pemerintah mencari solusi karena anggaran Negara

mengalami deficit yang sangat menghawatirkan. Dalam sejarah

pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-perubahan

(APBN-P), baru kali pertama pemerintah melalarkan pengajuan

revisi APBN sampai tiga kali. Imbasnya adalah beberapa

kementerian/ lembaga mengalami pemangkasan anggaran karena

te{adi deficit anggaran. Atau dengan perkataan lain adalah bahwa

t{u. amnesty merupakan surganya wajib pajak yang selama ini

memarkirkan uangnya di luar negeri dengan memanfaatkan jasa

Iayanan pembuatan perusahaan abal-abal (Mossack Fonseca) unhrk

secara beramai-ramai mengikuti program pengarnpunan ini.

Pemerintah meyakini bahwa uang orang lndonesia yang diparkir di

Iuar negeri'sungguh fantastis sekitar Rp I 1.000 Triliun.

Pmgram pemerintah te .ang tG amnesty yang sedang

bergulir hingga akhir Maret 2017, merupakan langkah mundur

pemerintah dalam rangka upaya melakukan penegakan hlkum (aw

eryforcement) ketika vis a vrs dengan pihak korporasi besar.

Meskipun satu sisi pemerintah telah dinyatakan berhasil oleh

berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan tax amnestynya.

Bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil

melaksanakan tat amnesty.

d. Tax Benefit (Manfaat Paiak)

Motivasi rvajib pajak untuk melakukan tax ovoidance

s€lanjutnya adalah berupa adanya keinginannya untuk mengurangi

1*
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jumlah pajak yang dibayarkan kepada Negara atau bahkan terbebas

sama sekali dari kewajibannya membayar pajak. Pajak dalam

perspektif wajib pajak ini adalah sebuah beban yang diwajibkan

oleh Negara kepada rakyat yang dapat mengurangi pendapatan

setiap tahunnya.

Sikap ini ditunjukkan oleh informan yang bernama Dodi

Kusmayadi, 49 tahun, petugas pajak. Menurutnya , orang

melakukan penghindaran pajak kemungkinan ada perasaan.sayang

e*d: mengeluarkan pajak. Pajak yang wajib pajak bayarkan dapat

mengurangi penghasilan setiap tahun. Wajib pajak bisa saja

melakukan modus menghindari pajak dengan memanipulasi data

penghasilan terhadap pelaporan pajak kepada petugas fiskus.

'wajib pajak melabukan penghindaran pajak ..sayang
t erhadap uangnya... paj ak kan mengurangi penghasilan t iap
tahun...pelaku penghindaran biasanya dari perusahaan
besar...bisa saja bersektngkol dengan petugas pajak untuk
me nghitungkon paj aknyo... "

lnforrnan ini telah menginformasikan kepada peneliti bahwa

pelaku perilaku t(N ovoidonce adalah perusahaan yang mempunyai

penghasilan besar. Mereka meminta kepada petugas pajak untuk

menghitungkan besaran pajaknya kemudian melakukan

perckayasaan pelaporan kepada negara sehingga membayar pajak

lebih rendah dari seharusnya yang ia bayarkan. Wajib pajak

melakukal perekayasaan laporan pajak dengan motivasi utama

adalah manfaat pajak berupa selisih besaran pajak antara yang dia

bayarkan dengan besaran pajak yang seharusnya ia bayarkan.

Indonesia mengenal selJ' Assessment syslez (sistem pelaporan

pajak mandiri setelah pemerintah memproklamirkan diri untuk

melakukan reformasi perpajakan tahun 1984 dengan menanggalkan

sistem pelporan pajak yang perhitungannya ditakukan oleh petugas

pajak dengan istilah official assessment system.



8']http://pajakkoe.blogspot.co.idl20t3l01/sistem-p€mungutan-pajak.html 
,

diunduh l2 sept€mberr 2016

'r lbid
s Erly Suandy, Hakun pajak, (Jakarta: Salemba Empar,20l3), hlm.l28

ri
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Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negar4 secara

teori setidaknya ada 3 system, yaitu ofrcial assessment sysrcm ,

self assessment system dan Withholding system.

Ofiicial Assessment System; sistem pemungutan pajak ini

memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk

menentukan besamya pajak terhutang wajib pajak. Sistem

pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi

perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini

ter: adalah pajalederhutang dihitung oleh petugas pajat! wajib pajak

bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak

menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat

ketetapan pajak.82

Sedangkan Sefl ssessment Systen ; sistem pemungutan pajak

ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung

sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang

terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan

pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,

wajib pajak benifat aktif dengan melaporkan rtan membayar

sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah

tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali

oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat

metaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak

yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.Es Aparat pajak(fiscus)

hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk

megetahui kepanrhan wajib pajak.8a

System yang pertama dan kedua saling bertolak belakang.

System yang pertama menempatkan wajib pajak sebagai obyek

sementara fiscus sebagai penentu atau penghitung jumlah pajak



r

yang dikenakan. Sedangkan system yang kedua menempatkan

wajib pajak sebagai subyek yang harus meiaporkan pajak kepada

fiscus pajak.

Adapun sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak

yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh

pihak ketiga. Pihak ketiga di sini antara lain pemberi kerja dan

bendaharawan pemerintah. 8s

Sistem pelaporan mandiri yang dikenal dengm self
sssesst&yt syslem tni ut:,mpunyai tingkat resiko yang tinggi

terhadap praktik perilaku tax avoidance (penghindaran pajak).

Pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak yang mempunyai I'tikad

baik akan memegang integritasnya sebagai warga Negara yang

baik. Wajib pajak ini akan melalcukan penghitungan, pelaporan dan

pembayaran pajak secara jujur sesuai dengan penghasilan yang

diperoleh dalam setiap tahunnya. Akan tetapi bagi wajib pajak yang

tidak mempunyai I'tikad bailq akan melakukan manipulasi data

penghasilan dan msrekayasanya untuk memperoleh manfaat pajak

yang minimal atau bahkan terbebas dari pajak. Dia akan membayar

pajak sesuai dengan yang dihitung dan dilporkan kepada fiscus.

Negara akan menetapkan suat pemberitahuan (SPT) kepada wajib

pajak yang berisi nominal pajak terutang yang harus dibayar.

Pada level ini wajib pajak yang mempunyai tanggungan pajak

sedikit atau bahkan tidak terkena pajak dalam pandangan peraturan

perundang-undangan perpajakan tidak dianggap sebagai perilaku

yang bertentangan dengan Undang-undang. Alan tetapi, apabila

fiscus menemukan dan dapat membuktikan wajib pajak telah

melakukan manipulasi dan perekayasaan penghasilan maka akan

dilakukan perhitungan ulang terhadap pajak-pajak yang selama ini

disembunyikannya.

lDtcl-
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Ada modus lain yang dipakai oleh wajib pajak untuk

melakukan perilaku tax ayoidance (penghindaran pajak) dengan

modtx transfer pricing (transfer harga). Transfer pricing
merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada

suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan

menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down),

kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (Multi-National

Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk mengatali jumlah profrt

sehingga pembayarsn.. pajak dan pembagian dividen menjadi

rendah. Kedu4 menggelembungkan profit untuk memoles

(window-dressing) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan
rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di
Indonesia.t6

Mo&s transfer pricing dapat terjadi atas harga penjualan,

harga pembelian, overhead cost, brnga shareholderJoan,

pembayaran royalti, imbalan jas4 penjualan melalui pihak ketiga

yang tidak ada usaha (spec ial purpose company).81

Model penghindaran pajak (tax avoidance) sering mungkin

te{adi pada ekspor komoditas. para eksportir, masih banyak

menggunakan kontrak penjualan lam4 yang belum direnegosiasi,

untuk pelaporan omset pada SpT Tahunan. pengusaha juga

melakukan transfer pricing (Tp) dengan mendirikan perusahaan

perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan

Singapura, sebelum menjual ke enduser.ss

Modus tansfer pricing ini dilakukan oleh wajib pajak

perusahaan. Wajib pajak perusahaan mempunyai tenaga-tenaga

yang mampu untuk membuat keadministrasian yang merekayasa

8u Mujuluh KONTAN, EdisiTanggal 20Juni20t2
Thttp://www.pajak.go.id /contentJ article/menangkal_

kecurangan-transfer-pricing, diunduh tanggal 22 September 20 I 6u lbid.
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Terlamknya mega skandal Panama Peaperc pada awal

tahnn 2016 ini membuktikan kebenaran terhadap modus trawfer

pricing llt.i.. Penyebutan Panama Peapers karena zser (pengguna)

jasa perusahaan biro hukum yang bemama Mozzack Fonseca

adalah yang notabenenya adalah wajib pajak dari perusahaan-

perusahaan yang berpusat di Panama.

Biro hukum tersebut bekerja dengan cara membuat data-data

hukum dari para kliennya agar terdaftar pada ofshore company.

Disini Mossack berperan sebagai intermediary ata.u perantara yang

menghubungkan klien dengan dengan offshore company (yang

sudah ada) atau kepada penyedia layanan pembu atan offshore

company untuk dibuatkan offshore company di negara tersebut.

Oflshore compony sendiri merupakan sebuah perusahaan yang

didirikan dengan tujuan operasi di luar negeri yang mana pemilik

perusahaan bukan merupakan warga negara tempat operasi
55

penjualan dengan menaikkan ataupun menurunkim harga yang

dapat mempengaruhi besaran pajak yang akan dilporkannya. Atau

bahkan perusahan-perusaha.an yang akan melakukan praktik

penghindaran pajak ini bisa melakukan kolusi dengan oknum

fiscus(petugas pajak) untuk memperkecil atau membebaskan

perusahaan dari pembayaran pajak.

Berkaitan dengal modus trander pricing iru diperoleh dari

seorang informan yang bernama Dwi, 49 yang merupakan pemilik

usha Laundry. Menurutnya wtCvs trawfer pticing dan tax

planning (perencanaan pajak) banyak dilakukan oleh perusahaan

yang memanfaatkan oknum fiscus paiak. Oknum fiscus pajaklah

yang sangat mengetahui seluk-beluk peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan perhitungan pajaknya.

" soya kira banyak yang melakuknn penghindaran
pajak..kalau yang sampai mereksyasa pajak biosanya
perusahaan-perusaan besar, bahkon berkolusi dengan
petugas pajak... "



perusahaan tersebut. Perusahaan semacam ini sah-sah saja dalam

pandangan bisnis dan ekonomi karena hal ini dilakukan untuk

langsung mendekati sasaran konsumen perusahaan yang akan

dituju. Bahkan offshore company dapat digunakan untuk

mengamankan aset yang terancam. Misalnya saja perusahaan

Mexico dan Rusia yang mendirikan ofshore company karena

perusahaan mereka di dalam negeri dikejar-kejar asetnya oleh para

mattz."'

Permasalahan adanya ofshore compclly adalah ketika

penggunaannya unmk tujuan-nrjuan negatif. Seringkali penggun€uul

offshore company ditujukan unhrk pencucian uang sehingga uang

hasil tindakan kriminal menjadi uang bersih melalui pembukaan

aset-aset ofshore company di negara yang berbeda-beda. Di sini

Offshore compony bagai 2 mata koin, di satu sisi dinilai positif

karena dapat mengamankan aset serta mengurangi beban pajak

sttetu perusah{un dengan cara legal, namun di sisi yang lain dinilai

negatif karena dapat memunculkan celah bagi terjadinya kejahatan

transnasional jika aset yang dibangun adalah hasil dari tindakan

kriminal di negara lain.eo

Pembukaan offshore company kemudian sangat berkaitan

dengan pajak suatu negara. Dengan terdaftamya perusahaan

tersebut di luar negeri maka otomatis pajak akan masuk hanya di

tempal perusahaan tersebut terdaftar dan beroperasi. Kejadian

seperti ini akan menyebabkan pendapatan pajak negara akan

berkurang dan menguntungkan negara lain yang menjadi tempat

didirikannya oflshore compony. permasalahannya kemudian,

tindakan pembukaan olfshorc compony seperti ini disengaja

dilakukan di negara-negara yang regulasi pajaknya longgar dan

E9

panEma-papers-american-ptrot.h
* Ibid

http://www. nytime s.com/20 I 6 / M /08 /world/europe/vlad imir-putin-
tml? r:0, diunduhn tanggal24 September 2016
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tidak ketat. Negara-negara seperti ini disebut sebagai negara suga
pajak (tax haven). Selain itu perusahaan-perusahaan yang didirikan
tersebut terkadang juga tidak benar-benar nyata dan hanya berupa
perusahaan di atas kertas. Meski tidak menyalahi aturan hukum
fenomena seperti akan terasa senhal dampaknya bagi masyarakat.

Dengan berkurangnya pendapatan pajak, suatu negara dapat

mengurangi pelayanannya terhadap masyarakat.el

Sehingga modus ini banyak perusahaan yang menjadikannya

sebagai alternatif untuk melakukan penghindaran pajak
penghasilan perusahaan dari transaksi aksi jual beli yang
melibatkan offshore company atau biasa juga disebut conduit
co mpany (perusahaan cangkang/perusahaan diatas kertas).

Isu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
dengan melalarkan perekayasaan pajak bukanlah isapan jempol
belaka, akan tetapi memang benar adanya.
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BAB V

ANAIISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU 77X
AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB

PAJAK

A. Penghindaran Pajak Dalam Lintasan Sejarah Khulofa Al-Rasyidin

Istilah pajak dalam konteks pasca terbentuknya Negara

modem merupakan iuran yang diwajibkan Negara kepada

*takyatnya-baik muslim maupun non muslim- dengan tidak

mendapatkan imbal jasa secara langsung yang ditentukan

berdasarkan undang-undang dengan memberi sanksi kepada yang

melanggamya dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Istilah

pajak dengan definisi tersebut tidak pernah dikenal pada masa

Rasulutlah SAW., sebab Rasulullah mewajibkan kepada orang

muslim dengan kewajiban membayar zakat dan kewajiban kepada

non muslim dengan membayarT izyah, kharaj, dan 'usyr.

Pasca Rasulullah SAW. wafat, tepatnya pada masa

kepemimpinan Umar Bin Khattab sebagai pemegang tampuk

kekuasaan, telah teiadi shiftr'ng (pergeseran) pemalaaat kharaj ifi,
sendiri. Pergeseran ini terjadi lebih disebabkan keberanian Umar

Bin Khaftab untuk melakukan apa yarrg dinamakan Ijtihad. Umar

Bin Khattab memang terkenal dengan usaha-usaha untuk

melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam.

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, dia sering diajak

oleh beliau untuk mendiskusikan persoalan-persoalan umat.

Lantaran kepandaiannya itulah Rasulullah SAW sering menyetujui

pendapatnya itu dan bahkan pendapatnya sesuai dengan jawaban

Allah lewat al-Qur'an yang tuun kemudian.

Umar pemah didatangi oleh seorang laki-laki, dia berkata :

*Sesungguhnya saya telah memeluk agama Islam, untuk itu
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bebaskan pajak bumi saya!"Umar menjawab: "Tidak bis4 karena

tanah kamu adalah tanah taklukkan."e2

Dalam sudut pandang peneliti, itulah awal istilah pajak untuk

menyebut khmaj yang mempunyai benang merah dengan pajak

dalam konteks perekonomian negara modem yang memberlakukan

iuran wajib baik kepada orang Islam maupun non Muslim. Harta

yang dipungut sebagai kewajiban yang dibebankan kepada

rakyatnya kemudian diperkenalkan oleh para ulama dengan istilah

dharibah. *enaaknaan dharibah ini diperluas cakupannya untuk

menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara. Dalam

konteks perekonomian Negara nrodem dikenal dengan istilah rrn

(pajak).

Meskipun demikian, banyak ulama yang menyebut semua

jenis harta yang dipungut oleh Negara sebagai suatu kewajiban

rakyat kepada negarrmya dengan istilah pajak termasuk z*at dan

infaq .

S@ara umum pajak dalam Islam yang pemah dipungut pada

masa nabi dan /r}ulafa al-rasyidun adalah sebagai berikut:

lizyah

lizyah addahjenis pajak yang dibebankan oleh Negara Islam

kepada laki-laki non muslim. Jumlah jizyah p ada zamat Rasulullah

adalah sebesar I dinar yang dipungut tiap tahun kepada kaum laki-

laki.e3

Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada

Rasululllah SAW adalah Kristen Najran. Rasullullah SAW. juga

mengumpulkan jizyah dai masyarakat Bahrain yang menganut

paham zoroasterisme. Pada saat itu orang yang terlibat dalam

" al-qa'otji, EnsiHoperdi Llmar Bin Khauab RA, tbid, hlm. 333

" Adiwarrman Azwar Karim, Sejarah pemikiron Ekonomi Islam, (lakarta:
PT Raja Grafindo,2004), edisi Keduahlm.l29
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pengumpulan jizyah adalah Abu tlbaydah bin al-Jarrah dan

Mu'adz bin Jabbal.ea

Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab jizyah yang

dibebankan kepada non muslim terbagi ke dalam tiga tingkat

golongan. Golongan mampu terkena beban 48 dirham, bagi

golongan menengah adalah setengahnya, dan bagi orang miskin

tapi mampu untuk memenuhi hidupnya adalah seperempatnya.es

Jizyah ,tidak dibebankan kepada wanita, anak-anak, orang sakit

ingataag:orang-orang hry, dan para rahib $rcndela} Jizyah ini

dikenakan kepada non muslim sebagai imbalan unmk jaminan yang

diberikan oleh suatu Negara Islam guna melindungi

kehidupanny4 misalnya hartanya , ibadah keagamaan, dan untuk

membebaskan dari dinas militer.e6 Ji4tah iru jrya sebagai bentuk

kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang non muslim kepada

hokum Islam karena memang ia berada dalam kekuasaan Negara

Islam. Jenis oftrrg non muslim yang tunduk dalam kekuasaan

Negara Islam disebut ahl dzimmi Pemungutan jizyah 'rru

didasartan pada al-Qur' an:

Artbtya: " Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan tidak (pulo) kepada hari Kemudian, dan
mereka tidak mengharamkan apa yang diharamlan
oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan
beragama yang benar (agana Allah), (yaitu orang-
orang) yang diberikan al-Kitab kcpada mereka,
sampai mereka membayar jiz'yah dengan patuh sedang
mereka dalam keadaon lunduk".e7

Kharaj

Kharaj merupakan palak atas tanah. Pada masa Rasulullah

bahwa kharaj ini merupakan bagian dari harta rampasan yang

diperoleh melalui kekuatan persenjataan (ghunimah) seperti lahan

q 
tbid",

"t M.A. Mannan, Ekonomi lslam: Teari dan praktik, (erj. Potan Harahap),
(Jakarta: PT Intermasa, 1992, hlnt- 249

* Ibid.,

'At-Taubah [9]: 29
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di khaibar ataupun tidak melalui kekuatan persenjatam (fa'i)

seperti terjadi pada tanah bani Qainuqa dan Bani Nadzir.

Kharaj pada zaman Rasulullah SAW merupakan pajak atas

tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaibar

ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriyyah. Jumlah kharai dari

tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi,e8 yang digunakan

unhrk kepentingan umum. Hal ini berlangsung terus selama

kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. Pajak inilah

yang kemudian d,&enal dengan istileJrt kharaj atau pajak tanah.

Kharaj ni hanya dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada

non muslim sebagai orang yang berhak menggarap tanah tersebut.

Akan tetapi pada masa Khalifah Umar, ketika kaum muslimin

berhasil menaklukkan tanah Sawad di Iraq, Iftalifah Umar tidak

membagikan tanah itu sepefti ghanimah, namun tanah itu tetap

berada di tangan penduduk Sawad, lalu beliau mengenak an kharaj

atas hasil bumi tanah mereka itu.ry Pada zaman Umar bin

Khattablah kepemilikan k:haraj in tidak hanya orang non muslim

saja akan tetapi orang muslim juga ada yang memilikinya.

Kepemilikan orang muslim terhadap tanah l:tnrai ini dikarenakan

status tanah yang dikuasainya itu dahulunya adalah merupakan

tanah taklukkan. Sehingga dari sini kemudian muncul kewajiban

zakat dan kharaj. Pertama kewajiban membayar zakat atas hasil

pertaniannya dan membayar kharaj (pajak tanah) atas tanah

taklukkan.

Jika tet'adi konfrontasi antara orang muslim dan orang kafir

yang berakhir damai, maka mereka membuat pe{anjian damai

untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik

orang kafir atau diserahkan kepada kaum muslimin. Dalam kasus

eE Muhammad Nashirudin al Bani, Shahih Surutn Abu Dqwud. Al-Hadits
No. 2965, Bab Kharaj (Pajak), hlm.374

s M.Nazori Majid dalam Cusfahmi , Op-Cit.,hal.l2g
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pertama, untuk mempertahankan hak miliknya, orang-orang kafir
biasanya membayar kharaj yang memiliki karakteristik pajak dan

bukan sew4 karena tanah tersebut tetap menjadi pemiliknya. Jika

tanah-tanah ters€but meqladi milik orang Islam, pajak tanah yang

ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut. rm

Pengenaan atas tanah kharaj iru, terlepas apakah pemiliknya itu

seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim

atau non muslim. Semuanya dikenakan kewajiiban ini.

'Usyr .61 liitirt:.

'Usyr secara bahasa mempunyai arti sepersepuluh. Istilah

sepersepuluh pada masa rasulullah SAW merupakan zakat yang

dikenakan kepada kaum musiimin atas hasil pertanian yang

disirami oleh air hujan. Sedangkan untuk hasil pertanian yang

disirami oleh tenaga manusia maka zakatnya adalah sebesar

seperlima dari hasil panen.

'U$ry yang dimaksud di sini adalah 'usyr yug mempunyyai

arti sepersepuluh yang dikenakan oleh pemerintahan Khalifah

Umar bin Khattab atas pedagang non muslim yang melintasi daerah

muslim lantaran membawa barang dagangan. Istilah modemnya,

' asTr ini mirip dengan istilah bea cukai.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab

ini merupakan tindakan balasan kepada pemerintahan non muuslim

yang memberlakukan pajak barang yang dikenakan kepada

pedagang muslim ketika melintasi wilayahnya.

Zakat secara substansi merupakan pajak yang harus dibayarkan

oleh kaum muslimin kepada Negara. Negara mempunyai peran

sebagai pelaksana pengelola zakat kemaslahatan secara umum.

'* Ali Bin Muhammad al-Mawardy, AI-Ahkan ol-Sulthaniyyah, (Kairo
Maktabah Al-Taufiqiyyah, tr), hlm. 167
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Meminjam istilah Masdar F. Mas'udi seorang cendikiawan

dengan background santi nahdhiyin (aktivis Nahdhatul 'Ulama)

telah melakukan reinterpretasi terhadap pemaknaan pajak , upeti,

jizyah, dan zakat adalah satu substansi. Makna paiak telah

mengalami evolusi (perubahan) pemaknaan sesuai dengan kondisi

social yang melingkupinya.

Mulanya pajak sebagai upeti (udhhiyyah) untuk penguasa.

,Sefiing sosial pada waktu itu adalah begitu dominannya keku,saan

penguasa kepada rakyatnya. Penguasa ftqfa) sebagai orang yang

mempunyai kekua"aan telah mengeksploitasi manusia lain sebagai

rakyatnya (abdi).

Upeti yang diambil dari damh dan keringat rakyat spenuhnya

sepenlhnya adalah milik penguasa (raja) yang menerimanya.

Hendak digunakan untuk apa, buat kepentingan siapa, dan dengan

cara bagaiman4 sepenuhnya bergantung pada kemauan sang

*ju.'''
Selanjutnya pajak sebagai imbalan-jasa (izyah) dengan

penguasa. Sening sosialnya adalah munculnya gerakan demokrasi

yang dimulai dari dokumen Magra Chartaro2 di Inggris (1252 W,
Revolusi Perancis (1787 M ) dan beberapa tahun kemudian

Revolusi Amerika (1775-1781M ).r03 Dengan kendarat jizyah|n,

rakyat mulai membuat perhitwrgan kepada Negara atau yang

menerimanya: Pajak boleh dipungut, tetapi Negara harus

'o'Masdu. F. Mas'udi, Menggogas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajok don
b e I anj a N e gar a U ntu k Ra kyat, ( I akartz: Miza\ 2005), h lm. 76

1o2 Magna Charta adalah dokumen yang memberikan jaminnan kepada pam
baron alau tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama bahwa suara mereka ikut didengar dalam
proses penentuan arah dan kebijakan kemjaan. Seperti tercatat dalam sejarah, kelahiran revolusi
perancis dipicu oleh kesadaran rakyat membayar pajak yang melihat perilaku para p€nguasa yang
hanya memikirkan kekuasaan dan kemewahan hidup belaka. Dan dengan latar kesadaran yang
serupa rakyat Amerika memekikkan slogan revolusionernya dengan pesan yang sangat jelas : y'y'o

laxation without representation (lidak ada beban pajak taapa keterwakilan).

'nt 16id. hlm.8l
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membayar balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan

umum yang diperlukan. l@

Akhirnya pajak sebagai zakat (sedekah lillah) wtvk segenap

rakyat. Hakekat pajak yang dipungut oleh Negara adalah milik
Allah yang akan diperuntukkan bukan untuk kepentingan penguasa

yang memungutnya akan tetapi untuk kepentigan rakyat secara

umum.

Muhammad sebagai kepala Negara atau pemerintah di

Madinab telah memungut pajak dari rakyatny4 mal<a hal itu
diakukan dengan pemaknaan yang secara mendasar berbeda

dengan pemaknaan pajak yang dipungut oleh raja-raja dan pada

gilirannya juga berbeda dengan tehnis pengelolaan dan bentuk

kekuasaaan yang menanganinya. Pertama-tam4 jika para raja

menganggap hak pungut pajak sebagai keistimewaan Qtrivilege)
yang melekat pada dirinya selaku penguas4 Rasulullah SAW

memandang hak pemajakan yang dilakukannya justru sebagai

amanat dari Allah, sebagai satu-satunya penguasa yang berhak

memungutnya.ros Dengan perkataan lain bahwa pajak dipahami

sebagai badan/raganya sedangkan zakat sebagai ruhnya(spiritnya).

Pemaknaan pajak yang mempunyai substansi ruhnya adalah zakat

ini merupakan pemaknaan yang jauh modem melampaui zarnannya

bila dibandingkan dengan upeti dan jizyah.

Pada masa Rasulullah Saw., kepatuhan umat Islam unhrk

membayar zakat sangat tinggi. Nyaris umat Islam tidak ada yang

melalcukan pembangkangaa terhadap membayar zakat. Di samping

keimanan umat Islam pada waktu itu sangat penuh yang

melahirkan ketaatan dan kepatuhan, mereka juga berada pada

pengawasan langsung oleh Rasulullah SAW.

t* Ibid.
to5 lbid.,hlm. Eg
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Zakat merupakan kewajiban kaum muslimin untuk

mengeluarkan kadar harta tertentu atas harta yang dimilikinya

karena telah mencapai nishobt06 dan hau/oT yang telah ditentukan

menurut syar'iat Islam.

Dalam sirah nabawiyah, bahwa zakat telah diwajibkan kepada

kaum muslimin pada periode Madinah, artinya Rasulullah Saw.

mewajibkan z*at pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah,

meskiptrn ayat-ayat yang terkait dengan zakat sudah turun pada

saat beliau masih di Mekah. Mengapa demikian ? yusuf eardhar,.,y

menjelaskan dal am Fiqhu al-Zakanya, mengatakan bahwa:
*Zakat di Mekah adalah zakat ang tidak ditentukan batas
(haul) dan besamya (kadar zakat), tetapi diserahkan saja
kepada rasa iman, kemurahan hati dan per.rsaan tanggung
jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman.
Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki,
zakat itl bisa lebih banyak dari itu. Kebutuhan waktu itu
sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditenhrkan,
karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan
seluruh kekayaan mereka. Bempa besar hak orang lain belum
dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah Saw., tetapi
cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang
berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.',r08

Orang muslim yang enggan membayar zakat akan

memperoleh sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

Itr Nisab adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu
tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

'o' Pemilikan harta yang berada di pemilik sudah berlalu masanya dua
belas bulan Qamariyah. Pemyaratan setahun ini hanya buat temak, uang, dan harta benda
dagang, yaitu yang dapat dimasukl<an ke dalam zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan,
madu, Iogam mulia, ha.ta karun, dan lain-lain yang sejenis, tidak dipersyaratkan setahun. ( yusuf
Qardhauy, Hukum Zakat' hlm.l6r). Lihat juga haur merupakan bentuk mufiad dari kata hu,urun
dan ahwolun yang mempunyai makna yang sama dengan al_sanqh yangberarti tahun. Maksudnya
dari kata itu adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berraru (mencapai) satu tahun.
Persyaratan ini hanya berlaku bagi temak, harta simpanan dan pemiagaan. Sedangkan hasil
pertanian, buah-buahan dan nkaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.
nlah

rG yusuf eardhawy, hlm.6l
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"RasulullahSaw., bersabda: Barang siapa yang dikaruniani oleh
attah. ke]<gyaan terapi tidak .ingeiuartari ,ututryu, -utupada hari kiyamat nanti ia akan didatangi oleh selkor ularjSun c.unaul,. yang sangat berbisa dan I*gri ."r"t"**
dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan
mematuk lehemya sambil berteriak oyu 

-ud.luh 
kekayaanmu

Saya adalah kekayaanmu yang kau timtun-timUu" juflu. NaUi

_l:T_rdj- membaca ayat: '_'Janganlah orang_orang sangat
Kuqr 

.ctenga.n 
karania yang diberikan Altah kepada mereka-itu

mensjra 
.b7!yta tindakonnya itu baik bagi mer)ka, Segata yang

mereka kikirkqn itu dikalungkan di leher 
^er"k, 

,io,iti podo
hari'kiamat. "

Hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Saw.
bersabda:

"Pemiik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya,
maka. emas atau perak itu nanti pada hari tiu_ut uf.*drjadikan seterikaan, lalu dipanaskan a"rg* upi 

-i"*fu,
keyydian. ke rusuk, muka dan p*ccrhr;t; ju_u ri_upulun nbu-tahun., sampai selesai perhitungannya dengan
orang-orang lain untuk melihat apakah ia mas-uk s),urga atau
masuk neraka Dan pemilik lembu atau kambing y*r1rurt
melaksanakan kewajibanny4 maka nanti puau 

-fr*l ''tiu_u,
Dmaang-bmatang itu akan menginjak-injaknya danmenandukiny4 setelah selesai ,eetor- dltanj seekor lagi
berbuat hal yang sama_ sampai selesai p..hitu";ur-;;;;rg*
orang-omng lain, selama lima puluh tulr* 

- 
_"n,r*tperhiirngan tahun kalian, untuk mejihat upuUf, iu 
- 

-*otsyurga atau masuk neraka"

Dua hadits tersebut di atas menggambarkan betapa pedihnya
siksa yang diterima di akhirat kelak oleh orang yang mendapatkan
kewajiban membayar zakat akan tetapi menolak untuk membayar
zakat. Sedangkan hadits yang mengancam di dunia terhadap orang
yang tidak mau membaya r zakat. Sebagaimana hadits yang
diriwayatkan oleh Thabrani. Rasulullah Saw. Bersabda:,,Golongan
orang-orang yang tiddak mengeluarkan zakat akan ditimpa
kelaparan dan kemarau panjang.,,

Akan tetapi pasca Rasulullah SAW. meningggal dan tampuk
kepemimpinan umat Islam beralih ke Khalifah Abu Bakar telah

I
I

I
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te{adi pembangkangan umat Islam untuk membayar zakat. Hal ini

lebih didasari dari keimanan umat Islam yang agak goyang pasca

meninggalnya Rasulullah SAW. Apalagi timbul fitnah yang

dihembuskan oleh para pembangkang z*at. Seakan-akan

sepeninggal Rasulullah SAW, zakat tidak diwajibkan lagi. Dan,

zakat tidak lebih dari ibadah sedekah biasa yang bermuatan hokum

sunnah.

Justru atas dasar bahwa zakat merupakan pilar dari agama Islam

$ j,'ang telah diperuandingkan dengan kewajiban shalat, maka sahabat

Abu bakar telah mengemukakan kepada para sahabatnya yang

masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mau melaksanakan

shalal akan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat: "Demi Allah,

saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara

shalat dengan zakat."t@ Pemyataan serupa juga dikemukakan oleh

sahabat Umar bin Khattab ketika dimintai oleh sahabat Abu Bakar,

mengatakan :" Demi Alla[ tiada lain yang aku lihat selain Allah

telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi merek4

maka aku pun lahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang

benar." (HR. Abu Daud, shahih).

Dalam hadits yang lain telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,
ia berkata: Ketika Rasulullah SAW q76f61 rhn kekhilafahan
digantikan oleh Abu bakar, sebagian masyarakat Arab kembali
kepada kekufirran. ftetika Abu Bakar ingin memerangi mereka),
Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: Kenapa engkau
memerangi manusia (orang-orang murtad), bukankah Rasulullah
SAW telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia
sampai mereka mengucapkan : La llaha illa Allah. Barangsiapa
telah mengucapkan : La llaha illla Allah berarti harta dan dirinya
terlindung dariku, kecuali dengan sebab syara', sedangkan
perhitungannya terserah pada Allah. Abu Bakar menanggapi:
Demi Allah. aku akan perangi orang yang membedakan antara
shalat dengan zaliat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah
seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang temak

1@ YusufQardhawl.. Hukum Zakat, (Terj. Didin Hafidhudin, dkk) (Jakarta:

Lentera Antamusa" 2006), hlrn. M5

68



kepadaku yang mereka sebelumnya mereka bayar kepada
Rasulullah SW, niscaya akan aku perangi mereka karena tidak
membayar zakat binatang temak."(HR. Bukhari dan Muslim)

Kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersifat tegas

terhadap pelaku pengemplang z*at dengan menyatakan perang

terhadap mereka.

Keadaan yang sama juga diberlakukan oleh Khalifah Umar bin

Khattab ketika memberlakukan pajak seperti jizyah, kharaj dan
'us)rr denp tegas melakukan penagihan kepada mereka sesuai

dengan keadaan pembayar dan penghasilannya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pemah ingin

menghukum Said bin Amir, gubemur Himsh ketika terlambat

membayar pajak, Umar berkata, ..Mengapa kamu terlambat

membayar pajak?" maka Said menjawab, ..Engkau memerintahkan

kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami

tidak menambahny4 akan tetapi kami terlambat menunggu

penghasilan mereka." Umar berkata" ..Aku tidak akan memecaunu

selama engkau hidup'rro. Umar juga pemah memberi peringatan

kepada Amru bin Ash sebagai gubemur Mesir pada masa itu dan

mengirimnya surat agar segera membayar kewajiban pajalnya

yang terlambat dibayarkan. Dalam surat tersebut, Umar berkata

kepada Amru bin Ash: "Aku tahu bahwa ada pajak yang harus

engkau bayar, maka penuhilah pajak dan ambillah dari haknya',.rr I

Kedua dialog antara Umar bin Khattab dengan Said bin Amr,

serta Umar bin Khattab dengan Amr bin Ash menunjukkan sikap

sangat tegas yang ditunjukkan oleh sang Khalifah terhadap

pembantu-pembantunya yang terlambat menyetorkan uang

pajaknya.

oJaribah ibn Ahmad Al-Haritsi. Terj. Asmuni Sholihan, Fikih Ekononi
Umsr bin 4l Kh.rrhb.( Jtkana: Khalif4 2006), hlm. 627,tt tbid.,hlm.628
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Meskipun demikian, Khalifah Umar bin Khattab sangat

menjaga keadilan kepada rakyatnya manakala tanah kharaj yang

diolah mengalami gagal panen, irigasi bermasalah, kerugian

ataupun hal-hal yang di luar batas kemampuannya yang

mempengaruhi hasif panen tanah kharaj tersebtt.

Al-Mawardi dalam Mannan terkait dengan hal ini mengatakan:

Fal:tor yang menentukan kemampuan memikul lharaj @ajak
bumi) sebagai berikut " Orang yang menaksir kharaj atas
sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah,
yang berbeda merurut tiga faktor, tiap faktor sedikit
banyaknya mempengaruhi jvrnlah k:haraj. Salah satu faktor
yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah
yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang
menyebabkan hasil panen yang besar , ateu cacat yang
menyebabkan hasil yang kecil. Faktor kedua berhubungan
dengan panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda
harganya" pada yang lebih tinggi harganya dari pada yang lam,
dan karena itu kharaj harus ditaksir sesuai dengan yang itu.
Faktor ketiga mengenai cara irigasi karena panen yang
dihasilkan dengan system irigasi air yang dipikul dengan
hewan atau dperoleh dengan kincir, tidak dapat dike,nakan
kharaj yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah
yang diairi oleh air yang mengalir atau air hujan.r 12

Selanjutnya Mannan mengatakan:

Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi dan
keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah atau
berkurang. Tetapi kalau gangguan pada cara irigasi disebabkan
oleh faktor alam dan merugikan si pengolah, maka Negara
harus mengusahakan perbaikan dan si pemiilik tanah tidak
dikenakan kharaj selama tanah tersebut tidak dapat ditanami.
Demikian juga dalam hal perubahan tetap dalam cara irigasi
yang hasilnya merugikan tanah, Negara mungkin atau bahkan
tidak menaikkan tingkat kharaj. Blla seluruh panen musnah,
atau karena beberapa faktor di luar kuasa si pemilik maka ia
tidak dikenakan kharai. Bila seseorang tidak mampu
membayar pajak, maka ia diberi waktu sehingga keuangannya
membaik. Tapi bila seseorang punya suatu i'tikad tidak baik
untuk tidak membayar pilak kharaj, maka iapun dipaksa
untuk membayar pajak. Demikian kita Ilihat bahwa pajak

r12 M. A. Mannan, El<onomi Islam: Teori dan Prqluik, hlm,25l
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kharaj br*an saja progresif tetapi juga bersifat luwes. Dan
pajak ini konsisten dengan peraturan modern perpajakan.
Praktek modern dalam memberikan pembebasan pajak dalam
hal yang khusus dan layak, atau menyita harta benda si
pengelola karena tidak membayar pajak, tampaknya berasal
dari administrasi sesungguhnya dari pajak Hnrai.tt3

Umar bin Khattab sebagai sosok khalifah yang mempunyai

pemikiran sangat revolusioner terhadap hokum Islam telah

menempatkarmya sebagai seorang khalifah yang terkenal cerdas,

pemberani, tegas, dan mampu menglgkap pesan-pes*r]. universal

dalam al-Qur'an maupun al-Hadits untuk mewujudkan hokum

Islam yang berkeadilan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa

slrai (sejarah) beliau, ketika Umar bin Khattab masuk Islam

misalnya, mampu mengubah kebiasaan umat pada waktu itu untuk

melakukan dakwah Islam secara terang-terangan dari yang

sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ummat Islam

pada waktu itu merasa ketakutan terhadap perlakuan, intimidasi

dari kafr Quraisy Mekah kepada mereka yang menyebabkan

dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka takut kalau

keislamannya diketahui oleh orang kafir Quraisy. Suasana yang

menakutkan yang dialami oleh umat Islam sirna seketika

bersamaan dengan pemyataan keislaman Umar Bin Khattab.

Berbagai pertimbangan terhadap situasi konkrit dan realitas

ummat nampaknya Umar dalam mengurus masyarakat dan

menafsirkan kembali aturan-atuftrn yang sudah berlaku

sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi serta

keadilan senantiasa mewujudkan keamaslahatan (al-moshlahah)

ummat uuntuk mempertegas sikap beliau dalam menjalankan

ajaran-ajaran Islam. Atas dasar pemahaman dalam beberapa kasus

itulah terlihat [Jmar mengadakan perubahan hokum dan

t" lbid
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melakukan penyesuaian, agar hokum itu menjadi actual. Di antara

tindakan umar itu adalah: tidak melaksanakan hukuman potong

tangan terhadap kejahatan pencurian; menghentikan hak muallaf

dalam menerima pembagian zakat dan subsidi lainnya; serta tidak

membagi-bagikan tanah taklukkan kepada tentara-tentara pasukan

muslimin.lla

Dus, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar

bin Khatatab terkait dengan perilaku umat Islam untuk

tidak membayar pajak adalah bukti sejarah*., ::bahwa perilale*"'

tcrsebut bertentangan dengan hokum Islam. Negara sebagai pihak

lembaga yang mempunyai kewenangan pelaksanaan kemaslahatan

umum dapat melakukan upaya-upaya penagihan, pemaksaan, atau

dengan memeberi sanksi berupa penahanan dan pemidanaan

kepada wajib pajak yang terbukti melakukan penghindaran dengan

niat motifasi I'tikkad tidak baik.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Berawal dari Niat Wajib

Pajak Yang Tidak Beri'tikad Baik

Perilaku Tm Avoidance merupakan perilaku yang dilalorkan

oleh wajib pajak baik orang pribadi dan badar/perusahaan.

Berbagai upaya akan dilakukan dengan tujuan utamanya adalah

tm beneJit (manfaat pajak), untuk menghindar dari kewajiban

membayar paj ak.

Peranan pajak dalam perekonomian Negara modem menjadi

sangat penting. Pajak dikonstruksikan sebagai sumber penerimaan

utama negara. Lebih-lebih ketika sumber penerimaan dari sektor

migas melemah dan tidak dapat diharapkan lagi, maka pajak

"n Amiu. Nunldin, tjtihod llnar lbn Al-Khaththab, (Jakarta:Rajawali

B
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sebagai sumber primadona. Berkembang dan terpuruknya negara

berawal dari ada atau tidaknya pajak. Dalam teori kebijakan

sumber pendapatan negara modern, bahwa pajak diposisikan

sebagai sumber pendapatan yang sangat vital . 
I I 5

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, adagium bahwa pajak

merupakan darah kehidupan (ife blood) untuk keberlangsungan

kehidupaa sebuah Negara adalah sebuah realitas yang tidak dapat

dipungkiri, tidak memandang apakah negara itu bentuknya otokrasi

maupun berbenruk demokrasi hampir dapat Cipastikan tidnk akan

mampu bertahan hidup dalam menjalankan roda pemerintahannya

tanpa mengandalkan sumber pendapatan negara berupa

pajak.l t6Hal inilah yang menjadi sumber kehawatiran yusuf

Qardhawy terhadap Negara Islam modem ketika zakat tidak

mampu untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan negara yang

menghadapi kompleksitas kebutuhan yang harus diselesaikan dan

dipenuhi terhadap kepentingan umum. Sementara sumber-sumber

Iain pula semisal minyak bumi juga tidak mencukupi menutupi

pembiayan Negara Jika negara Islam modem dibiarkan tanpa

pajak, maka dapat dipastikan dalam waktu singkat akan kehilangan

kemampuanny4 lambat-laun akan menjadi lemah, lebihlebih

timbulnya ancaman militer terhadapnya.l 17

Peniliti akan menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber

utama pendapatan rrcgata year on year telah menggantikan peran

sumber minyak dan gas bumi semenjak reformasi perpajakan

digulirkan dari tahun 1984. Sumber minyak bumi dan gas alam

merupakan sumber yang "unrenewqble" , yang tidak dapat

diperbaharui dan pada suatu saat minyak dan gas alam akan habis.

Bagaimana nanati kelangsungan hidup negara Republik

I 15 Muhammad dan Ali Murtadho, /6rd hlm. t05
tt6 lbid.
Il7 YusufQardhawyy, Hukum Zakat, tbid. hlm. lOTS

1a



Indonesia?Maka sedini mungkin pemerintah sudah sedini mungkin

mencari dan berusaha untuk menemukan sumber penggantinya.

Harapan tertumpu pada pajak-pajak.rrs Data dari Kementerian

Keuangan menunjukkan bahwa pendapat negara dari sektor pajak

dari tahun ke tahun telah mengcover sekitar 70 o/o lebih,

sebagaiman tabel tV. A.l berikut ini :

@ Pg{DADATAI{ NEG/{IIA {

:o15 -m|lr 263

I,:

:c1-

Sumber : Kemenkeu.go.id

Berbagai upaya diversifikasi (penganekaragaman) terhadap

obyek pajak selalu dikaji dan dikembangkan untuk mencari celah

pemerintah dapat mengenakan jenis/obyek pajak yang

baru (ekstensifikasi) dan melakukan efektifitas terhadap formula

hukum perpajakan yang telah ada (intensifikasi). Sehingga dengan

demikian setiap transakasi bisnis dunia usaha akan dibidik wrtuk

dapat menimbulkan potensi pajak, baik pajak pusa! pajak daerah,

cukai dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah,

untuk menggenjot penerimaan negara.l Ie

Secara teoritik, Rohmat Soemitro yang menjelaskan bahwa

yang dapat dijadikan obyek pajak banyak sekali macamnya. Segala

74
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sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasarrur atau

obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Dalam

bahasa Jerman disebut sebagai "tatbestand,, misalnya sebagai

berikut:

1. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat
tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi,
memiliki tanah , atau barang tidak bergerak lainnya,
menempati rumah tertentu(kebanyakan secara statis/tetap)

2. Perbuatan, misalnya menyerahkan barang karena perjanjian,
mendirikan rrmah atau gedung, mengadakan pertunjukan

. atadieramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar
negeri.

3. Peristiw4 misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh
secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena secara
tidak teTglg4 pokoknya yang terjadi diluar kehendak
manusia-l20

Upaya untuk mencari justifrkasi teoritik bahwa pajak

merupakan bagian dari ajaran agama harus dilakukan sebagai

pijakan umat Islam dalam membayar pajak. Sehingga orang Islam

pada saat yang bersamaan sebagai wajib pajak akan mendapat

dukungan secara teoritik dari agama yang diyakininya. Sikap

keagamaan ini akan menumbuhkan sikap yang tenang, aman dan

nyaman dalam membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban

agama Itulah salah satu fungsi dari agama yakni menimbulkan rasa

amaq tenang, tentram dan ny.rman bagi para pengikutnya.

Pajak sebagai sebuah kewajiban agama yang terambil dari

suatu pemahaman nash yang tidak secara langsung menunjukkan

kewajibannya itu. Kewaj ibaan pajak didasarkan pada legalitas

yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadits meskipun tidak

dipahaminya secara tekstual, rinci, dan detail. Akan tetapi

kewajibannya dipahami dari indikasi-indikasi pemahaman umum

dari teks-teks tersebut.

. ]"yritt11rrn.a Djafar Saidi,pembaruan Hukum pajak.eakaaa: pT Raja
hlm.35-36
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Pemberlakuan kewajiban pajak oleh negara kepada rakyatnya

sebagai bentuk ketaatarU yakni ketaatan rakyat kepada negara atas

peraturan penrndang-undangan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah setelah melalui proses politik legislasi di lembaga

Dewan Perwakilan Rayat (DPR). Setiap pribadi muslim wajib

tunduk atas kewajiban pajak yang telah dibebankankan kepada

mereka. Di dalam al-Qur'an telah disebut : " Athi'uillaha wa

athi'urrasula wa ulilamri minkum...."t2t; Taatlah kamu kpada

Atrlafi..rasul, dan orag yang diserahi urusan (pemimpin) di antara

kamu...lnlah justifikasi pertama yang bersumber dari al-Qur'an

atas ketaatan rakyat terhadap kebijakan Negara berupa kewajiban

bayar pajak.

Justifikasi yang kedua, bersumber dari Hadits RasuluUah

SAW. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadits

yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qaisy telah berkata: Ketika

Nabi Saw ditanya tentang masalah zakat, maka beliau

menjawab; " inna f al-mali lahaqqan stwa al-zokati

(Sesungguhnya di dalam harta itu ada haq selain zakat), tswnma

tala haza al-ayati allati Ji al- Baqarah( laisa al-birra an trwallu

wuiuhakum...)')t22

Selanjutnya Hadits tersebut juga tidak dapat dipahamkan

pemaknaannya secara jelas bahwa pengertian di dalam harta itu

ada haq selain zakat adalah mempunyai arti kewajiban terhadap

pajak. Akan tetapi kewajiban pajak itu terindikasi dari pemahaman

bahwa pajak adalah bagian yang dimaksud oleh hadits tersebut.

Sebagaimana Chapra pahami bahwa Hadits ini sebagai legitimasi

syari'ah dalam penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah

Islam. Sebab dana zakat itu diperuntukkan kesejahteraan kaum

r?r 
Q.S. Al-Nisa'(3): 59

r22lmam Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Beirut: Daru al-Fikri, 2005) Juz II, hlm
143
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miskin, sementara negara memerlukan sumber-sumber dana lain

agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan

stabilisasi secara efektif. I23

Salyid Quthbr2o lebih melihat pada pinsip mashlahah

mursalah merupakan landasan yang dapat dipakai dalam ruang

lingkup yang luas (termasuk pajak), memberikan kepada kepala

negara wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah

sosial kemasyarakatan. Sebagian wewenang tersebut untuk

rnembebankawkewajiban terhdep harta yang dimiliki oleh orang-

orang kay4 tanpa batas dan syarat apapuq selain untuk

memelihara kepentingan umum umat dan untuk menegakkan

keadi-lan sosial yang sepenuhnya.

Tujuan disyariatkannya hokum Islam adalah untuk

mengimplementasikan kemaslahatan umum. pajak difungsikan

oleh Negara untuk menegakkan kemaslahatan umum. pada

dimensi yang lain bahwa kemaslahatan umum dipahami sebagai

kesejahteraan masyarakat secara luas. pada titik inilah keterpautan

tujuan pajak dengan tujuan didirikannya sebuah Negara adalah

Social walfare state yakti Negara yang mampu menyejahterakan

masyarakatlya.

Dalarn teori hukum negara kesejahteraan atatr welfare state

dikatakan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi berwenang

menenhrkan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan bangsa.

Maksud dari keikutsertaan negara dalam menentukan arah

kebijakan dalam bidang-bidang kehidupan bangs4 terutama dalam

bidang hukum ekonomi, adalah untuk mengatur dan mengarahkan

r2r M.Umer Chapra, Islam don Tantangan Ekonomi, \Jakana: C lp_Tazkia
lnstitute, 2000), cet. t,hlm. 294

l'?aSayyid 
eutb, Keadilan Sosial Dalam Islan(Afrf Mohammad-pent.),

(Bandung:Penerbit Pustaka, 1984) Cet. I, hlm. 200
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ekonomi agar sesuai dengan prinsip perekonomian bangsa.l2s

Senada dengan kudah ushuliyah, " ainama wujidad al-mashlahatu

fatsamma syar'ullah" (di manapun terdapat kemaslahatan maka

itulah syari'at Allah).

Sehingga dengan dernikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh

wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak secara pasif maupun aktif adalah tindakan yang

bertentangan dengan nilainilai agama Islam.

Penelitian ini menuqftikkan bahwa adarketerkaitan antara niat

wajib pajak perorangan maupun badan/perusahaan dengan

tindakan penghindaran bayar pajak pada teori niat dalam hokum

Islam. Sementara bentuk praktik tm avoidance ini tidak dipandang

sebagai tindakan yang bertentanagan dengan undang-undang( /egal

action).

Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Bila

niat hanya dilafadzkn ke dalam lisan saja belum dianggap

cukupl26, tanpa adanya kesadaran dalam hati unfuk menghadirkan

suatu perbuatan. Dalam teori niat, bahwa niat merupakan awal

keinginan yang melandasasi aksi seseorang untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Aktivitas niat sifatnya

hidden di dalam hati. Ia tidak Nampalq akan tetapi yang nampak ke

permukaan adalah akibat dari niat yang sudah terealisir ke dalam

suatu perbuatan.

Waj ib paj ak yang melakukan prakrik tux ayoidance

(penghindaran pajak) dengan menggunakan pola pindah lokasi (

cara wajib pajak untuk mengalihkan lokasi usaha dari lokasi yang

tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah) harus

dilihat motifnya. Cara yang dilakukanya adalah mengalokasikan

I25 Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil dalam Wiratni Akhmadi,
Perlindungan Hukum Bogi fi/ajib Pajalq Dalam penyelesaian Sengketa pajak,(Bandung: Refika
Aditama, 2006), hlm. 2

I25 Wahbah Az-Zuh atly, Fiiqih lslom wa adillatuhu,Ibid., hlm.l4l
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penghasilan perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam

satu gmup perusahaan. Wajib pajak menjual harga di bawah harga
pasar atau di bawah standar dari harga yang berlaku. perusahaan

seolah-olah mengalami kerugian. Akibatnya perusahaan tersebut

membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari
pajak yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan itu berdomisili
atau mempunyai anak cabang di Indonesia, maka Indonesia akan

mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari
sektor pajak penghasilan perusaham; Istilah lain. pindah lokasi
adalah dengan sebutan transfer barga (trawfer pricing). Modus
tansfer pricing seperti ini merupakan motifasi utama untuk
menghindari pajak. Ada pula transfer pricing jerus lain yang tidak
mempunyai motifasi menghindar pajak yakni dengan cara
penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan

barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang

mempunyai hubungan istimewa. 1 27

Bagran yang harus dicermati dari perilaku penghindaran pajak

dengan menggunakan pola pindah lokasi ini adalah perekayasaan

yang dilakukan oleh wajib pajak berupa perusahaan terhadap harga
penjualan barang atau jasa kepada perusahiurn afiliasi/divisi
dengan harga sama atau harga dibawah yang didapat(rugi) sehingga

mengindikasikan kerugian. Indikasi kerugian tersebut

menyebabkan wajib pajak perusahaan tidak terbebani pajak.

Sementara dengan berpindahnya lokasi penjualan barang atau jasa

ke perusahaan afiliasi di luar negeri ke Negara yang

memberlakukan pajak rendah atau bahkan bebas pajak (rax haven).
Perekayasaan yang dilakukan oleh wajib pafak untuk melakukan
suatu kegiatan pemindahan lokasi atas barang dan jasa

sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu kegiatan yang

(Jakafia: Lembaga penerbit
r27 Cunadi, pajak lnrernasional,

Fak.Ekonomi Universitas Indonesi4 2007), Edisi Revisi. hlm. i5
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dilakukan secara sadar, sistematis dan terencana dengan motif
utama adalah untuk membebaskan pajak atau setidaknya akan

meminimalisir pajak terutang di kemudian hari. Untuk

menghadirkan suatu bennrk perbuatan yang sistematis, sadar, dan

terencana diperlukan adanya dorongan kuat dalam hati. Dorongan

atau keinginan kuat dari dalam hati itulah yang kemudian

dinamakan niat dengan motifasi i,tikad tidak baik.

Peran hati bagi seluruh anggota badan ibarat raja bagi

prajuritnya. Semua beke{a berdasarkan perintiff. Semua tundu{t

kepadanya, karena perintah hatilah kebaikan dan kebunrkan,

kepatuhan dan penyelewengan itu te{adi. 126

Hadimya niat dalam perbuatan seorang dalam pandangan

hokum Islam itu sangat penting. Sebab niat itu menjadi syarat

perbuatan itu berpahala atau tidah sah atat bathal, shahih at^t

fasad, dan disengaja ('amd) atau karena kealpaan ( l:hatha ).
Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan

memperoleh sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkarurya itu.

Teori hokum pidana menjelaskan kepada kita bahwa unsur

niat menjadi pembahasan yang sangat urgen dalam menentukan

delik ( perbuatan pidana) yang dituduhkan kepada seseorang,

apakah ada unsur kesengajaan atau kealpaan.

Sedangkan istilah motivasi adalah sesuatu istilah yang

penting dalam pembahasan ini. Muhammad dalam tesisl2enya telah

mendefinisikan motifasi adalah masalah yang esensial yang

mewarnai pemikiran, kemauan sseorang dalam menentukan dan

menetapkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan(goal) tertentu.

Ia merupakan bagian potensial yang dapat mengarahkan potensi

r28 lbnu Rajab Al Hambali et.al., Tqzkiyatun nafs: Konsep pen wcian
Jiwa Menurut Uloma Salofushshalih, (Ten. lmtihan As-Syaf i), (Solo: pustaka Arafah,2Ol2),
Cet. 25, hlm. 25

"'Muhammad, perb.tnkan lslqm: Visi dqn Aksi, (tesis : pasca Sarjana
Universits Muhammmadiyah Malang. 1999). hlm. 92
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dan daya manusia dengan jalan menghidupkan dan membangkitkan

semangat seseorang atau kelompok.

Sehubungan dengan itu, Owen mengemukakan bahwa secara

garis besar motivasi mempunyai fungsi yang sangat fi.rndamental

dalam kehidupan manusia, yaitu:

l. Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Artinya motivasi

adalah keadaaan dalam diri seseorang yg mengaktifkan atau

menggerakkal orang tersebut sehingga terdorong untuk

melakukan k sesuatu. Dalam konteks ini, motivasi bagaikanrmotor

yang mnegantarkan ses€orang untuk sampai pada suatu tujuan.

2. Menenhrkan arah perbuatan. Seseorang dalam melakukan suatu

perbuatan memiliki orientasi atau tujuan. Artinya seseorang

terdorong untuk melakukan sesuatu karena mengetahui arah dab

tuj.qn. 14"."upainya tujuan tergantung pada kuat atau tidaknya

daya dorong (motivasi). Apabila motivasinya kuat mmaka tujuan

tersebut akan tercapai. Sebalikny4 apabila motivasinya lemah,

maka tipis kemungkinan untuk mencapai tujjtran.

3. Menyeleksi perbuatan. Fungsi ini memusatkan perhatian dan

fikiran seseorang untuk memilih dan memilah suatu kegiatan atau

perbuatan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan sehingga

dapat diputuskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah

perbuatan yang didasari oleh motivasi.

Paparan di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya arti

sebuah motivasi untuk menghadirkan suatu perilaku atau tindakan

untuk melakkukut tac avoidan ce. Motivasi dalam kaitannya

dengan tc avoidsnce ini adalah unutk menjawab pertanyaan "
why", mengapa wajib pajak melakukan perilaku tdr avoidance?

Motivasi wajib pajak untuk melakukan tax ovoidonce

(penghindaran pajak) dilandasi oleh suatu i'tikad tidak baik (not

good faith).
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"o I'tikad baik merupakan istilah yang familiar dalam ilmu hukum

::1u3I:, !*y perdara. Meskipun penggunaan istilah i,rikad biik sudah menjaai istilJlan!
unlversal sihtnya. Kajian datam epistemorogi irrnu hukum 'tikad baik *"-pu-k n aokt ir, ut i
asas yang bensal dari ajaran bona Jides daiam Hukum Romawi.ltu sebabnya asas itikad baik
memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem Civil Law ketimbang aengm sistem coniiitaw, fid7 berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakra fepercafaan yang diberikan
::::".TiCIp* ,rang lainnya. atau srntu keplrcaisan atas kehormatan dan t<ejuj-urai seseoran!
kepada orang lainnya. Bona fides mens;a*atkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang diUuai
oleh orang-orang Romawi. pada 

ry{_anra hukum pi4-1i- Romawi hanyi irutginal- iudicia
srricTi 

-iutis, 
yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (negorrurr)-y_g ."*

ketat dan formal mengacu pada ius civ e (seperangkat hukum yang."ngut,i n* ian tivajiuan
warga Romawi). Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, nalmiarus-memutus ,"rrui o"1rg*
l$y 1- apa yang dinyarakan dalam- perjanjian. euru L".udi;, berkembang prtu upu yin!
disebut dengan. rnlicia bonae fdei suatu ionsep yang bersumber iari ius gentiuh'Qtutum uiu,ojyang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuai dan melaksanakan p".j*jl- harus sesuai
dengan. itikad baik. Ajaran ini berkemtrang seiring diakuinya pefan;ian informal sebagaiperjanjian yang bersifat konsensuar. Itikad baik dalam-hukum kontrak Romawi ,"ngu", k"pfiu
tiga.bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yairu: fertama para pihak harus ..r;;";g [ilhjanji atau perkataannya; Kedu4 para pihak tidak boleh mengambil 

'keuntungan 
a"rgu", ti"nau[rnyang menyesatkan t€rhadap salah satu pihak; Ketig4 para lihak mematuhi kewajibannya danberperilaku sebagai orang terhormat dan jrrjur, *ariupun kewa-iiban tersebut tidak secara tegasdiperjanjikan. Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi, pcrlanjian dipandang scbalgai

sesuatu yang bersifat rituaristik. perjanjian harus dibuat daranr suaru bentuk- rituar lkontr-akformal). Sedangkan, kontrak informal, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan
perdata, dan pemberian mandat (kuasa), pada awainya hanya memiliki kekuatan moral. Baru lah
dalam perkembangan seranjutnya kontrak informar ini memieroretr pengakuan sebagai perjanjian
konsensual, seiring dengan perkembangan ajaran irikad uait aatani masyarakat Romawi. Lihat
hups.//wisuda.unud.ac.id/pdJ/ r 2924620084-bAB%20I%zouguraHzzowinyu%,20Resta9420.pdf

Indikasinya adalah adanya niat untuk melakukan

penghindaran pajak yang dinyatakan dalam perbuatan (action)

untuk memindah barang atau jasa dari perusahaan induk ke

perusahan afiliasi yang ada di negara tertenfJ (t@c haven country)

karena adanya pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

Motifasi utarnanya adalah untuk menghindari pajak yang

merupakan manifestasi dari suatu I,tikad tidak baik.

I'tikad tidak baik secara semantik adalah oposite (lawan

ffi) dari I'tikad baik. Secara substansi bahwa I,tikad baikr3o

merupakan perilaku terpercay4 jujur, bersih, memenuhi apa yang

menjadi tanggung jawab yang ditunjukkan oleh sesorang. Istilah
I'tikad baik ini pada awalnya merupakan monopoli istilah dalam

hokum perdata. Pada pasal 1338 ayat (3) BW mengatakan bahwa:

"Persetujuan-persetujuan dalam perjanjian harus dilaksanakan
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dengan i'tikad baik." I'tikad baik menjadi prasyarat utama yang

harus dipegang oleh para pihak yang akan melakukan kontrak

pe{anjian dalam perkara keperdataan. Akan tetapi I'tikad baik ini
telah menjadi asas hokum yang sifatnya public. Sehingga asas

I'tikad baik telah berkembang menjadi asas hokum public.

Menurut Scholten bahwa penggun&m asas yang semula

khusus yang kemudian berkembang menjadi asas hukum yang

public adalah sesuatu yang lumrah te{adi dikarenakan penilaian

value/nonwbak dan buruk yang sifatnya umum pula. Kebaikan

dan kebunrkan dalam dogmatik hokum adalah sifatnya rmiversal.

Praktik I'tikad baik dalam hubungan jual beli misalny4

penjual harus menyatakan keadaan, bentuk, sifat, cacat atau tidak

suatu barangnya yang dapat menginformasikan kepada pembeli

untuk memutuskan pembelian atau tidak. penjual tidak

menyembunyikan sesuatau keadaan barang kepada pembeli.

Penjual berkewajiban menginformasikan (Mededeling plicht)

keadaan barangnya dan pembeli berkewajiban untuk menelitinya

(Onderzoelqlichr), sehingga tidak merasa dirugikan ketika te{adi
kontrak/akad pembelian tersebut di kemudian hari.

Mengapa i'tikad baik menjadi motif yang sangat penting

dalam persoaalan tac avoidance ini? pajak bila dihadapkan pada

wajib pajak sebagai subyek pajak adalah merupakan hubungan

kontraktual hutang piutang kepada Negara dengan mendapatkan

prestasi (manfaal) secara tidak langsung. Warga Negara sebagai

wajib pajak akan memperoleh perlindungan, keamanan, fasilitas_

fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan

warga yang lain. Hak perlindungan, keamanan. perdamaian,

pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum, dan tain-lain akan dinikmati

oleh warga Negar4 baik yang mempunyai kewajiban bayar pajak

atau tidak. Wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya kepada

Negara sebagaimana halnya orang-orang pada umumnya yang

{1i"
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berperan sebagai subyek hukum harus melunasi utangnya ketika

sudah jatuh tempo. Wajib pajak adalah orang atau badan hukum

baik perorangan maupun perusahaan yang telah memenuhi

persyaratan untuk membayar pajak kepada negara. Apabila terjadi

wan Westasi (ingkar janji) yang dilakukan wajib pajak maka

wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perilaku ra
avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak belum sampai pada

wilry:h otoritas pajolr*untuk memberlakukan law enforcement

karena memang wajib pajak belum melaporkan perhitungan

pajaknya secaru self assesment sysrem(sistem pelaporan wajib

pajak mandiri ) yang kemudian keluarlah Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) akan tetapi wajib pajak di sini telah melakukan

serangkaian perilaku tax avoidance yang ujung-ujungnya adalah

tidak membayar pajak atau waj ib pajak membayar pajak lebil

kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Ada sesuatu yang

disembunyikan oleh wajib pajak. Wajib pajak telah melakukan

permainan tidak adil, tidak fair dan tidak beri'tikad tidak baik

dalarn sistem Flelaporan pajaknya.

Secara garis besar ada dua macam sistem yang diberlakukan

negara dalam memungut pajak kepada warga negaranya dalam

perpajakan. Sistem itu adalah oficial Assessment rystem dalr Self

Assessment System. Oflicial Assessmenl System adalah sistem yang

diberlakukan negara dalam memungut pajak kepada warga

negaranya bahwa penentuan, perhitungan paj ak dilakukan oleh

negara. Sedaagkan Self Asses.tment system merupakan sistem yang

diberlakukan oleh negara dengan memberikan kepercayaan penuh

kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan

pembayaran pajak terutangnya secara mandiri. Sementara .fscas

mempunyai firngsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan

pembimbingan kepada wajib paj ak dalam melaksanakn
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I kewajibannya dalam membayar pajak pada Negara. Penilaian

terhadap system ini sangat baik bila wajib pajak mempunyai

kesadaran tinggi untuk melakukan pelaporan mandiri mengenai

pajak terutangnya kepada Negara secara sukarela (voluntdry tar

compliance). Akan tetapi sebaliknya bila wajib pajak tidak

mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak akan

melahirkan perilaku penghindaran pajak itu sendiri. Pada gilirannya

akan menjadi sumber gel trauble bagi penerimaan Negara. Sistem

ini tertuang jdrs di dalam Un&orgt-{J1da1g Perpajakan.

Menurut Ilyas dan Burton dalam Audia Citra Permita et.all3l,

prinsip sef assess ment secara jelas tampak dalam ketentuan Pasal

12 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-

undang No 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) pada dasamya

memiliki makn4 yainr:

1. Agar semua Wajib Pajak bersifak aktif di dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya surat

ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus),

2. Penghitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap

sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku,

3. Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan

jumlah pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak sepanjang fiskus

memiliki data bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan

penghitungan dengan benar. Surat ketetapan pajak akan diterbitkan

setelah melalui proses pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur

dalam undang-undang pajak.

Indonesia telah memberlakukat Self Assesnlent system

semenjak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1984. Secara

'tr Audia Citra Permita et. Al., pengaruh persepsi llajib pajok Orong
Pribadi atqs Peloksqnqan Self Assessmen! System terhadqp Tindakan Tru Evasion di Kota
Padang, www .multiparadigma.lecnrre .ub.ac.id, diakses tanggal 30 Septemb€r 2016
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aksiologis bahwa negara memberlakukan sistem sef assess ment iru
lebih didasari oleh keinginan negara untuk mengikutsertakan warga

negam dalam pembangunan nasional yang digulirkan pemerintah.

Warga negara diharapkan partisipasinya secara nyata dalam proses

pembangunan yang digalakkan oleh neg. a melalui

keikutsertaannya lewat pajak. Pembangunan membutuhkan banyak

biaya. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari

warganya. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk

kemakmuran rakyat. Oklh karena itu r6ge:ra memungut pajak

kepada warga negara adalah sesuatu hal yang lumrah yang

mengikutsertakan rakyat untuk andil bersama-sama dalam

pembiayaan pembangunan dengan memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan baik dan benar.

Sistem ini sebenarnya memberikan kemudahal kepada wajib

pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara. Akan

tetapi sistem ini mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap

kepatnhan bayar pajak. Perilaku tax avoidance ini adalah efek dari

sistem tersebut. Jadi perilaku tm avoidance ini te4adi sebelum

wajib pajak ditetapkannya sebagai wajib pajak yang mempunyai

pajak terutang yang diketahuinya dari Surat Pemberitahuan Pajak

(SPT). Pada titik inilah sesungguhnya merupakan titik tolak para

penegak hukum untuk mengendus niat i'tikad tidak baik para

pelaku tax avoidance ini. Apalagi wajib pajak tersebut dikenal

sebagai pemilik perusahaan besar. Namun pada kenyataannya

membayar paj aknya kecil.

Menurut hemat penelili, dengan adanya serangkaian

perbuatan untuk menghindari pajak meskipun hokum positif

tentang perpajakan mengkategorikan tindakan yang legal (legal

action), akan tetapi perbuatan itu sudah masuk pada kategori

perbuatan yang bertentaangan dengan norma hokum Islam.

Kecuali niat/ motif dan i'tikad tidak baik yang terbersit dalam hati
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tanpa menghadirkan dalam ucapan atau perbuatan wajib pajak.

Sesuai dengan Sabda rasulullah SAW.:', Inna allaha ta,ala

tajawaza liummatii 'ammaa hadatsat biha anfusahaa ma lam

tatakallam bihi au ta'mal bihi. " 132 (sesunggguhnya Allah SW.
mengampuni ummatku dari apa saja yang terbertik dalarn hatinya,

selagi belum terucap atau belum terlaksana.)

Setidaknya Yusuf Qardhawyr33 mencatat ada lima bahaya

yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak ini:

l. Akan nnmbahayakan kerxeg.an Negara dimana pendapatan pajak

akan berkurang;

2. Akeul membahayakan kepada wajib pajak lainnya yang tidak dapat

melepaskan diri dari pajak atau karena ia tidak senang melarikan

diri sehingga mereka menanggung beban pajak, sedangkan yang

lainnya terlepas daripadanya. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam

pembayaran beban pajak;

3. Kadang menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau

ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantikan

kekurangan dari hasil pajak akibat dari banyaknya yang

menghindari pajak;

4. Hal itu berbahaya bagi kepentingan masyarakat, di mana

bokurangnya keuangan Negara menyebabkan terbengkelainya

rencana yang bermanfaat;

5. Ini menyebabkan semua merosotnya akhlak karena merajalelanya

berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa. hilangnya keiujuran dan

lemah ikatan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.

''2 wahbah Az-zha ily, lbid-.hlm.l35 atau lihat As-S uyuthi, At-Asybah

r33 Yusuf Qardhaty, /brd., hlm. 1095

a7

van-Nazha'ir. hlm.29



C. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Praktik Hilah di Dalam

Hukum lslam.

Sebelum peneliti mengkaitkan perilaku tax avoidance

merupakan praktik hilah, terlebih dahulu akan dipaparkan hal-hal

yang berkaitan dengan hilah itu sendiri.

Islilah hilah merupakan istilah bahasa arab yang sudah diserap

ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan kilqh. Apabila ada

ungkapan seseofturg berkilah dari tuduhan melakukan pencurian,

maka itu artinya edalah seseorang ltelah menghindar dari tuduhan

pencucian. Istilah ini sudah biasa dipergunakan oleh orang

lndonesia sebagai bahasa sehari-hari baik dalam bahasa lisan

maupun dalam bahasa tnilis. Kilah dalam Kamus Besar Bahasa

lndonesia diartikan sebagai tipu day4 tipu musliha! dalih, alasan

(yang dibuat-buat). I 3a

Islilah hilah berasal dari bahasa Arab. Ibnu Manzhur dalam

Lisaru al'Arablmya mendefinisikan hilah dengan al-tahotwul,

yakni bentuk khusus dari makna kata al-tashatuf wa al-a'mal

yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada

kondisi yang lainrrs. Sementara di dalam kamus Arab- Indonesia

Munawir disebut bahwa kata "hilah" bensal dafi akar kata haala-

yahuulu-haulan-ha'ulan wa hilatan berarti berubah berpindah,

mengalihkon, melakukan tipu daya (muslihat), dapat juga berasal

dari kata ihtaala dan tahaayala yang berarti melakukan atau

memakai siasat (tipu daya).136 Sementara bentuk jama' da:i hitah

ini adalah al-hiyal

rro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,KBB\, (Jakarta: Balai
Pustaka- 2005), Edisi 3, hlm. 567

lrs lbnu qayyim al-Jauziyah, I'lan al-Mu|9aqi'in 'an Rabb al-Aldmin,
Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din AM al-Hamid, (Beirut: Dar al;Fikri,l977), iilid 3,
hlm. 252

136 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir, Kam6 Arab lndonesia,
(Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, tt), hlm. .335-336
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Hilah menurut istilah sebagaimana yang tertuang dalam kitab

Mausu'ah Jiqhi (Jmar lbni al-Khattab RA, Al-ea,ahji

mendefinisikan hilah adalah menampilkan perbuatan dari dimensi

luamya diperbolehkan akan tetapi mempunyai tujuan utama

membatalakan hukum syara' dengan membawanya ke ranah

hokum yang berbeda.llT Misalnya dari hokum halal menjadi hoktrnr

yang haram. Atau dari hokum wajib menjadi hukum tidak wajib.

Ibn Qayyim al-Jauzi mendefi nstkan hilah adalah mencari cara

dengan tipu muslihat dengan tidak menampak*an bahwa tujuan

yang sejatinya adalah perbuatan itu diharamkan. r38 Ibaratnya

adalah orang munafik antara apa yang tersembunyi dalam hatinya

berbeda dengan perbuatan yang dimunculkan ke permukaan.

Sementara Menurut al-Syathibi, upaya melakukan suatu

amalan yang pada lahirnya dibolehkaru untuk membatalkan hukum

shara' lainnya.t3e

Dari bebarapa definisi tersebut di atas, maka dapat

disimpulkam bahwa pengertian hilah adalah merekayasa suatu

keadaan hokum dengan tujuan untuk menghalalkan suatu hokum

tertentu yang sejatinya adalah haram meskipun pada lahirnya

perbuatan itu diperbolehkan. Sebab ada sesuatu yang sengaja

disembunlkan dengan berusaha mengalihkan dari satu hokum

kepada hokum yang lain. Atau bisa saja berusaha mengubah satu

hokum yang sejatinya wajib dibawanya ke ranah hukum yang tidak

waj ib yang disebabkan adanya alasan-alasan yang direkayasa

secara sadar dengan cara disembunyikan.

Ir7 Muhammad Rawwas eal'ahji, Mausu,ah fiqhi llnar lbni al-Khattab
RA( Ensilkopedi Fikih Unar Bin Khauab RA), Terj. M. Abdul Mujieb AS, (Jakarta: pt.. Raja
Crafindo Persad4 1999), hlm. 153

'3E lbn qalyim AI-Jauzy (Terjemahan Asep Saefullah), panduon Hukum
lslom ( l'lamu al-Muwaqi'in ), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm_ 502

'" Abu Ishaq al- Syalibi, al- Muwdfaqdt fi us, I at_ Shari,ah. J.lrz lv
(Beirut: Dar al-Ma'rifah:1999), hlm. 201
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Benntk hilah secara umum ada dua macam yakni hilah yang

diperbolehkan dan hilah yang tidak diperbolehkan. Hilah yang

diperbolehkan ini bersumber dari beberapa ayat dalam al-Qur'an.

Beberapa kisah di dalam al-Qur'an seperti kisah Nabi AySrb AS.

ketika sembuh dari penyakitnya berusaha untuk memenuhi sumpah

yang pemah diucapkannya untuk memukul istrinya sebanyak 100

kali. Beliau tidak melakukan pemukulan sesungguhnya akan tetapi

beliau telah melakukan hilah dengan memakai alat pukul dengan

seikat rumput yang banyaknya 100 batang rumput dengan sekali

pukulan kepada isterinya. Sumpah yang diucapkan nabi Aypb AS.

ini merupakan buah dari ketidaksabaran istrinya atas penyakit yang

didcrita oleh suaminya dengan memohonkan kesembuhannya

kepada Allah . Hal ini dilakukan oleh Nabi Ayyub aras titah dari

Allah SWT. Sebagaimana yang diabadikan di dalam al-Qur'an

Surat Shaad ayat 44: "Dan ambillah seikat (rumput) dengan

tcnganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah englau

melanggar sumpah Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub)

seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat

taat(kepada Allah)."

Jenrs hilah yang dip€rbolehkan ini cenderung dipegangi oleh

ulama Hanafiyah yang mempunyai basis madzhab di Kufah (Irak).

Mereka menyebutnya dengan hilah al-syar' iyah.

Jenis hilah yang diperbolehkan ini, secara substansi merupakan

upala untuk keluar dari kesulitan dalam menjalankan syari'at

Allah. Hal ini telah diajarkan sendiri oleh Allah dan RasulNya

sebagimana tindakan nabi Ayyub AS. yang mengalami kesulitan

untuk melaksanakan sumpah yang pemah diucapkan untuk

memukul isterinya sebanyak I 00 kali.

Secara substansi bahwa hilah merupakan benitk emergency

exit daIi persoalan hokum sebagai akibat adanya kedaruratan. Bila

keadaan darurat tidak diatasi maka nilai-nilai kemaslahatan akan
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menjadi tergadaikan. Padahal prinsip dalam beragama itu adalah

mempermudah bukan mempersulit keadaan. Kaidah ushul fiqh

mengatakan: "al-masyaqqatu tajlibu al-taysir," kesempitan

mengharuskan adanya kemudahan.

Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak mempermudah

penggunaan hilah 'vi. Hilah yang mengandung prasangka buruk

dan perbuatan makruh adalah dilarang. Apalagi yang jelas-lelas

mempunyai maksud untuk membatalkan aturan-aturan hukum

syar'i.lao €

Selanjutnya adalah hilah yang dilarang (hilah ghairu

masyru'iyyah) . Hilah irrt berusaha melakukan rekayasa kepada

sesuatu perbuatan dengan tujuan utama adalah menentang terhadap

hukum Allah SWT. Mereka selalu mencari-cari alasan unnrk bisa

terhindar dari hukum Allah yang seharusnya berlaku kepada

dnnya. Hilah macam ini pula telah dicontohkan oleh Allah SWT.

di dalam al-Qur'an sebagaimana kisahnya orang yahudi terkait

larangan Allah untuk menangkap ikan pada hat'r sabat (hari sabtu

khusus hari untuk ibadah). Akan tetapi dasar kelicikan kaum

Yahudi, mereka merekayasa sedemikian rupa dengan modus

memasang jala untuk menangkap ikan pada hari Jum'at kemudian

pada hari Minggrl mereka menangkap/mengambil ikannya.

Memang pada hari sabtu mereka tidak ada aktifitas untuk

menangkap ikan. Akan tetapi merekayasa penangkapan dengan

pemasangan jala hari Jum'at dan mengambil ikannya pada hari

Minggu tetap saja perilaku orang-orang yahudi tersebut dipandang

oleh Allah sebagai perilaku yang fasik (berbuat dosa) karena tidak

taat pada hokum Allah.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan bentuk

perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan

penghindaran pajak yang seharusnya ia bayarkan. Salah satu

'* Ibid., hr-.2o2

91



bennrknya adalah wajib pajak melakukan upaya piadah lokasi.

Pindah lokasi ini merupakan cara yang dipiilih oleh wajib pajak

untuk mengalihkan usaha baik barang maupun jasa dari lokasi yang

tarif pajaknya tinggi ke daerah atau Negara yang tarif pajaknya

rendah. Dan salah satu bentuk kongkritnya adalah wajib pajak

(perusahaan ) melakt*lan transfer pricing.

Ada 2 (dua) pengertian benitk transfer pricing ini. Pertama

adalah tansfer pricing dalam pengertian yang positif yakni

melakukan transfer harga ke grup perusahaan afiliasinya dalam

rangka untuk melakukan evah,asi kinerj4 motivasi manajemen,

pengendalian harga,, dan pengendalian p*ar.'o' Ini adalah sesuatu

hal yang menunjukkan perilaku transfer pricing yang positif.

Kedu4 transfer pricing dalam pengertian yang negatif yakni

melakukan transfer harga atas barang atau jasa kepada perusahaan

afiliasi dengan modus menjual harga di bawah harga pasar yang

seolah-olah mengalami kerugian. Sehingga tujuan utama adalah

untuk menghindari dan bahkan membebaskan pajak dalam negeri,

memperbesar kuntungan yang diperoleh perusahaan.

Munasib dengan perihal perilaku rm avoidance (penghindaran

pajak) yartg dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar

pajak dengan modus merekayasa secara administrasi penjualan

barang atau jasa kepada perusahaan terafiliasi yang seolah-olah

mengalami kerugian adalah suatu perilaku yang zalim yang

bertentangan dengan hokum Islam. Perilaku inilah yang dikenal

dalam hokum Islam sebagai perbuatan hilah yang dilarang.

Membayar pajak adalah sebuah kewajiban keagamaan sebagaimana

justifikasi terhadap legalitas Negara dalam memungut pajak

terhadap rakyatnya yang telah dijelaskan di atas. Melakukan hitah

atau merekayasa untuk melaku-kan transaksi penjualan atas barang

'n' Mohammad Zain, Manajemen Perpojakan. (Jakana: Salemba Empar,

I

2003), hlm.297
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atau jasa kepada perusahaan terafigrliasi dengan harga sama atau

harga lebih rendah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi

perbuatan itu bila motif utamanya adalah menghindarkan diri dari

membayar pajak maka akan menjadi haram. Sebab hal itu
mengandung maksud oleh wajib pajak untuk menghindari dari

kewajiban syara' berupa kewajiban bayar pajak. padahal peran dan

fungsi pajak sangat vital dalam membiayai penyelenggaraan

Negara dalam konteks melaksanakan kemaslahatan umum.

':*'Hal ini sama dengan kasus hilatmya orang melalorkan

pemberian (hibah) kepada orang lain atas harra yang dimilikinya
pada waktu kewajiban zakat hampir genap satu tahun (haul).

Seakan-akan hartanya tidak mencapa i nishab (perhitungan

besamya harta yang wajib dizakati) unhrk dikeluarkan z*anrya.
Dengan perilaku memberikan (hibah) hartanya kepada orang lain
menjadikan berkurang hartanya tidak sampai nishab wfi:ix
dikeluarkan zakatnya dengan motivasi menghindar dari kewajiban

agama berupa membayar zakat adalah sesuatu yang bertentangan

dengan prinsip hokum Islam. Semestinya adalah mendahulukan

yang wajib (bayar zakat) dari pada perkara yang sunnah

(menghibahkan).

Setidaknya Asy-syathibi mencatat ada 3 hul,o, y-g
menyebabkan hilah seperti ini dilarang. pertoma, motifasi untuk

melakukan hilah jelas bertentangan dengan Allah dan RasulNya

sebagai pembuat hokum. Membayar pajak adalah sebuah

kewajiban agama, kemudian wajib pajak melakukan rekayasa

demikian rupa sehingga seolah-olah mengalami kerugian dan

terhindar dari membayar pajak..

Kedua, Perbuatan hituh akan mengakibatkan kerusakan yang

lebih besar. Sementara mengakibatkan kerusakan adalah sesuatu

,0, Abu Ishaq Ai-Syathibi,
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), hlm. 55g

Al-Muwafaqat ./i ushul al- svqri,ah, J. 4
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yang dilarang oleh agama. Merekayasa sebuah transaksi penjualan

atas barang dan jasa kepada perusahaan terafiliasi dengan harga

rugi sehingga terhindar dari pajak, akan mengurangi pendapatan

Negara dari sektor pajak. pajak dipergunakan oleh Negara untuk
penyelenggaraan Negara dalam menegakkan kemaslahatan umum.

Bila Negara gagal dalam upaya pengumpulan pajak, maka dari
manakah Negara dapat membiayai pengeluaran Negara. Tentu akan

mengakibatkan kerusakan.
:-i:. Ketiga, hiftih ini berusaha untuk meniadakan hokum yang

sebenamya berlaku untukny4 akan tetapi adanya penambahar,

syarat atau pengurangan syarat sehingga menyebabkan terjadinya
penentangan dengan syari,at. Melakukan rekayasa penjualan

barang atau jasa yang seolah-oleh rugi kepada perusahaan

terafiliasi dengan maksud terbebas dari pajak berarti telah

melakukan pengabaian terhadap hokum yang sebenamya

diberlakukan yakni kewajiban membayar pajak. Jelas perilaku ini
bertentangan dengan syari,at.
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A

BAB VI

KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENCEGAHAN

PERILAKU TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK)

OLEH WAJIB PAJAK

Aturan Tentang Pencegahan Tax Avoidance

Upaya negara dalam mencegah tm avoidance (penghindaran

pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan

modts ntnsfer prrcrng (tramfer harga) adalah:

l. Pemberlakuan APA (Advance Pricing Agreement )
Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 200g

Pasal 18 ayat 34 menyatakan bahwa:

"Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian
dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas p;jak
negara lain untuk menentukan harga tuansaksi antar pihak-
nihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam ayar 4 yang berlaku selama periode tertentu
dan mengawasi pelaksanannya serta melakuka[ renegosiasi
setelah periode tertentu tersebut berakhir."

Kesepakatan harga transfer tersebut lebih dikenal dengan

istilah APA (Advance Pricing Agreement), yang merupakan

kesepakan antara wajib pajak dengan Direkorat Jenderal pajak,

atau dengan melibatkan otoritas pajak negara lain mengenai harga

jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa (related parties) dengannya.

Tujuannya adalah untuk mengurang praktik penyalahgunaan

transfer pricing oleh perusahaan multinasional.

Untuk mengatur kesepakatan transfer pricing, maka

Direktur Jenderal Pajak menetapkan peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 3l Desember 2010 tentang

Kesepakatan Transfers Pricing (Advance pricing Agreement/ApA).
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2. Pemberlakuan Arm's Lenght Principle (pinsip harga kewajaran)

Transfer harga merupakan salah satu modus yang dipakai

oleh wajib pajak untuk melakukan Tax Avoidance (penghindaran

pajak). Otoritas perpajakan dapat melakr.rkan pengawasan dan

pencegahan terhadap perilaku tm avoidance ini dengan melakukan

kontrol terhadap ketidakwajaran harga yang ditransfer oleh wajib

pajak atau perusahan kepada perusahaan afiliasinya di negara

tuj uan. s +r'.

Direktorat Jenderal pajak,melalui Surat Edaran Dirjen Pajak

No. SE-04/PJ.711993 ta:l.ggal 3 Maret 1993 menyebutkan bahwa

ketidakwajaran yang te{adi akibat dari tranfer pricing (transfer

harga) dikarenakan:

a. harga penjualan,

b. harga pembelian

c. alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost),

d. pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh

pemegang saham (shareholder loan)

e. pembayaran komisi, lisensi, franchise, sew4 royalti,

imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa tehnik

dan imbalan atas jasa lainny4

f. pembelian harta perusahaan oleh pemegang

saham(pemilik) atau pihak yang mempunyai

hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga

pasar,

g. penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak

ketiga yang kuranlidak mempunyai substansi usaha

Pencegahan terhadap terjadinya transaksi transfer pricing

(transfer harga) diluar kewajaran (non arm's lenght price), undang-

undang perpajakan telah memberikan kewenangan kepada fiscus

untuk melakukan pemeriksar/pembetulan transaksi yang dilakukan

96



oleh perusahaan induk ke perusahaan afiliasi dengan harga yang

wajar (arm's lenght price).

Di dalam Ketenhran Pasal 28 ayat I UU Ketentuan Umum

Perpajakana (KUP) no. 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa wajib

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas dan wajib badan di Indonesi4 wajib menyelenggarakan

pembukuan.

Penyelenggaraan pembukuan merupakan proses pencatatan

yang dilakukan secara teratldrmeliputi pengmpulan data dan

informasi keuangan wajib pajak dengan menlususn laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun

pajak berakhir, dengan memuat catatan mengenai harta ,

kewaj iban, modal, penghasilan dan biay4 serta penjualan dan

pembelian sehingga dapat dihitung besamya pajak yang terutang.ra3

Pemeriksaan lscas terhadap transaksi transfer pricing yang

tidak wajar tersebut dapat dilak-uan dengan dua tahap, sebagaimana

yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal pajak

Nomor:KEP-O I lPl.l I 1993 tentang Pedoman Pemeriksaaan pajak

terhadap Wajib Pajak yang ,mempunyai hubungan istimewa;

1. Mempelajari berkas wajib pajak dan berkas data. Tahap

ini dilakukan dengan mempelajari akta notaris dan

perubahannya. Harus diteliti apakah dari strukmr

kepemilikan saham-saham waj ib pajak yang diperiksa

tampak adanya hubungan istimewa. Tujuan yang ingin

dicapai adalah untuk mengetahui gambaran umum wajib

pajak, seperti : mengenai usaha dan karakteristik

perusahaan; mengenai struktur kepemilikan saham,

apakah ada kemungkina hubungan istimewa antar

pemegang saham dengan dan wajib pajak yang diperiksa;

'ot Ad.iun Sutedi, Hukum PajaN (Jakarta: Sinar Crafika, Z0l3), hlm. 172
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mempelaj ari struktur perusah:um terkait. Sedapat

mungkin diusahakan untukl menggambarkan bagan

organisasi perusahaa-perusahaan yang mempunyai

hubungan istimewa dan hubungan ekonomis denganwajib

pajak yang diperiksa yang memberikan gambaran dan

lokasi kegiatan;mempelaj ari sifat dan jebis kegiatan usaha

wajib pajak. Sedapat mungkin digambarkan aktivitas

usaha wajib pajak sjak a4anya order hingga penyelesaian

order, baik itu mengenai pembeliabn maupun mengenai

penjua.lan; mempelajari kewmungkinan over/ under

invoicing. Pembelian atau impor maupun penjualan atau

ekspor yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai

hubungan istimewa denmgan pemasok atau pelanggan

yang terutama berkedudukan di tax haven countries,

harus dipelaj ari kemungkinan adaaya over/under

invoicing; mempelajari laporan pemeriksaan terdahulu.

Hal inibertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagaimana

yang dimaksud sehingga dapat dijadikan petunjuk untuk

melakukan pemeriksaaan yang akan dilakukan.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.

Analisis ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi

ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di anura

pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Selanjutnya Pasal 29 ayat I UU KUP menyebutkan bahwa

Direktur Jenderal Pajak berwenag melakukan pemeriksaan untuk

menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tuj uan lain

dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpai akan.

Pemeriksaaan pembukuan merupakan langkah awal dari

proses pemeriksaan oleh petugas pajak dalam hal ditemukannya
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indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang

merugikan negara.l4

Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiscus (petugas pajak)

mempunyai sifat adminisaarif saj4 artinya jika dikemudian hari

diketemukan transaksi transfer harga yang dilakukan oleh wajib
pajak dengan indikasi di luar kewajaran harga (non arm's lenght

price) akan dilakukan pembetulan administrasi saja.' Tindakan-

tindakan reperesif berupa penegakan hukum pidana perpajakan

seharusnya dilahkan untuk memberikan efek jeru (ditterence

efect) bag] pelakunya Namun patut disayangkan bahwa wajib
pajak yang diperiksa karena transfer pricing biasanya akan

mengaj ukan keberatan ke kantor pajak maupun banding ke

pengadilan pajak. Dari beberapa putusan banding tentang sengketa

transfer pricing, misalnya putusan No. 00202/204/92/052/94

taaggal 22 September 1994 menyangkut sengketa antara sebuah

perusahaan fannasi dan Diden Pajak, wajib pajak diputus menang,

sehingga semua koreksi atas obyek pajak dibatalkan. Ditjen pajak

kalah karena tidak bisa menunjukkan bukti di pengadilan.ra5 Ditjen

Pajak hanya memberikan analisis data intemal wajib pajab namun

ruparya belum dapat dipakai sebagai alat pembulftian dalam

sengketa transfer pricing. Di Pengadilan pajak, hakim sering

menanyakan bukti dan keterangan formal menyangkut sengketa ini.

Pasal 39 Undang-undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang

telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUp

Nomor 28 I'ahun 2007 sejatinya telah menegaskan bahwa :

( I ). Barang siapa dengan sengaja

a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau

menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

'* Ihid.. hlmt73

'ot Adrian Sutedi,/bid, hlm. l g4
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Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2; atau

b. tidak menyampaikan SPT; dan atau

c. menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap; dan

d. memperlihatkan pembukuatr, pencrtrtan atau

dokrrmen lain yang pelsu atau dipalsukan seolah-

olah benar; dan

Eirr" e. lidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukua4 .ie

pencatatan atau dokumen lainnya ; dan

f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

Negar4 dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 6(enam) bulan dan selama-lamanya 6 (enam)

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 39 UU KUP No. 28 tahun 2007 ayat I poin c dan d

telah jelas menyatakan bahwa wajib pajak yang sengaja

menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau

tidak lengkap dan memperlihatkan pembukuan , pencatatan atau

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

......sehingga dapat menimhulkan kerugian negara, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda

setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali dari pajak terutang.

Pasal ini ketika dikai&an dengan transfer pricing (transfer harga)

yang dilakukan oleh wajib pajak, maka aparat penegak hukum

dalam hal ini penyidik pepajakan harus bekerjasama dengan

kepolisian atau kejaksaan untuk menangani kasus transfer pricing

ini ke wilayah hukum pidana perpajakan. Apalagi wajib pajak
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p€rusahaan sudah sering kali melakukan praktik trawfer pricing irt:

selama bertahun-tahun, artinya perbuataurya itu sudah dilakukan

berulang-ulang. Pelaporan kegiatan usahanya kepada pihak otoritas

perpajakan dapat dikatakan palsu, tidak sesuai dengan kenyataan

sehingga negara dirugikan dari aspek penerimaan negara dari

sekror pajak. Wajib pajak perusahaan telah melakukan manipulasi

pelaporan pajaknya dengan motivasi tm benefit(manfaat pajak)

sehingga terhindar dari membayar pajak.

Dale"- perspektif peneliti, sanksi yang bisa dijanrhkan

kepada wajib pajak yang melakukan transaksi hansfer harga

dengan adanya i'tikad yang tidak baik dengan sanksi pidana

berlapis yakni tindak pidana penipuan, tindak pidana korupsi

maupun tindak pidana fiskaVpajak. Ancaman hukumannya

berkisar 6 sampai 20 tahun.

Aparat penegak huk-um baik penyidik pajak, kepolisian dan

kejaksaan harus mempunyai komitrnen bersama untuk memerangi

transaksi transfer pricing iru dengan mengungkap unsur

kesengajaan sebagai pintu masuk ke domain pidananya dengan

menyatakan bahwa wajib pajak dengan sengaja melakukan tranfer

harga dengan harga di bawah harga kewajaran( arm's lenght

princtples) dengan motivas i tax benefit (manfaat pajak) yakni

menghendrki pembayaran pajak kepada negara dengan besaran

lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak. Jika aparat penegak

hukum tidak dapat membuktikan bahwa wajib pajak telah

melakukan transfer pricing kepada perusahaan afiliasinya dengan

harga dibawah kewajaran dengan motivasi utama adalah

menghindar pajak, maka wajib pajak tidak dapat diberlakukan

pasal 39 lersebut, artinya tidak ada pasal yang dilanggar. pajak

penghasilan yang dilaporkan kepada pihak pajak dengan besaran di

bawah vang seharusnya dibayarkan tidak mempunyai efek hukum,

meskipnn pada kenyataannya telah melakukan tronsfer pricing
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dengan motivasi penghindaran pajak. Pada konteks inilah peneliti

setuju bahwa transfer pricing berada pada posisi grey area

(wilayah abu-abu) karena dekahrya dengan tax evasion

(penggelapan pajak).

Namun pada kenyataannya jika tet'adi kesenjangan harga

transfer pricing dengan harga diluar kewajaran yang telah

ditemukan oleh otoritas perpajakan, maka otoritas perpajakan

hanya melakukan koreksi terhadap harga tersebut. Otoritas

perpajakan hanya*relakukan koreksi yang sifatnya administrasi

semata. Oleh karena itu perlu ada komitmen dan integritas dari

aparat penegak hukum termasuk pihak otoritas pepajakan bahwa

transfer pricing seperti ini bentuk dari kehajatan di bid^ng

frskaUpepajakan yang harus diperangi oleh secara bersama-sama.

Jelas kerugian bagi negara sangat nyata.

B. Peranan Hakim Pengadilan Pajal Dalam Anti Tax Avoidance

Aparat penegak hukum wajib hukumnya untuk bisa

melakukan pengendusan kepada wajib pajak yang tidak beri,tikad

baik dengan motifasi utamanya melakukan penghindaran pajak.

Negara telah mengakui bahwa praktik penghindaran pajak

dengan mempergunakan celah (oop hole) dari peraturan

perundaag-undangan adalah sebuah dilema yang harus dihadapi

oleh pemerintah. Seakan pemerintah melalui Dirjen pajak sebagai

pemegang otoritas perpajakan tidak berdaya menghadapi para

penghindar pajak ini dengan dalih tidak ada norma undang-undang

yang dilanggar. Penerimaan Negara dari sector pajak ini menjadi

terganggu. Praktik ini jelas merugikan Negara.

Peneliti memahami bahwa kondisi di mana Negara merasa

tidak berdaya menghadapi wajib pajak yang melakukan

penghindaran pajak karena memang lebih disebabkan ada celah
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(loophole) dari peraturan perundang-undangan itu sendiri,

merupakan bentuk 'perselingkuhan" antara wajib pajak dengan

legislator (pihak pembuat undang-undang) bila peraturannya

sengaja dibuat ambigu. Peneliti menyadari betul bahwa lembaga

legislatif adalah kumpulannya dari berbagai partai politik yang

masing-masing mempunyai kepentingan politik yang berbeda-beda.

Ada yang mewakili kelompok wong cilik (rakyat kecil), ada yang

mewakili kelompok tehnokrat, ada pula yang mewakili kelompok

pengusah4=dan lain sebagairtya. Ironinya adalah ketika peraturan

perundang-umdangan dibuat terjadi perselingkr.rhan antara

pengusaha dengan politisi ( legislator di Senayan) dan atau bahkan

pengusahanya sendiri sebagai pihak yang membuat peraturan

perundang-undangan. Logika sederhana akan mengatakan bahwa

mereka akan membuat peraturan yang lebih mementingkan

kepentingan mereka.

Ini adalah fakta, bahwa ketika mereka (para pengusaha)

terpilih menjadi pejabat negar4 sebagian mereka berubah mejadi

"kapitalis - birokrat", yaitu pejabat negaxa yang menggunakan

kekuasaannya sebagai kapital unhrk memperkaya diri sendiri,

keluarga dan kroninya.la6

Meskipun dewasa ini sudah ada kajian yang berkembang

bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib

pajak untuk tidak membayar pajak sebagai sebuah prilaku yang

tidak etis dan tidak sepantasnya dilakukan, mengingat peran dan

fungsi pajak dalam kehidupan bemegara sangat vital. Kajian ini
sangat penting untuk dikembangkan sebagai bentuk perlawanan

terhadap perilaku tax ayoidance (Anti Tcu Avoidance).

Kasus-kasus paj ak di Indonesia yang menyangkut

perpajakan, misalnya kasus tronsfer pricing (transfer harga),

146 Usman Cumanti, lndonesia:
Terjajah",(Jal<arta: Founding Fathers House, 20 l3), hlm. lO

Negaro Merdeka Yang
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pengadilan dalam memberikan putusannya lebih mendasarkan pada

pemahaman hakim yang literalis, artinya racio decidendi (alasan)

putusan hakim dalam memutus perkara perpajakan hanya

didasarkan pada teks bunyi peraturan penrndang-undangan. Jika

perilaku tax avoidance (penghindaran pajak) secara tekstual tidak

bertentangan peraturan perundang-undangan maka tidak dikatakan

sebagai perilaku yang melawan hokum. Ilustrasi kasus

penghindaran pajak yang dapat dikemukakan di sini adalah Putusan

Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050PP/M.lll/1312011, di mana

hakim berpendapat: "...Wajib Pajak pada bebcs untuk

mengatur bagaimana mereka bertansal<si untuk menekan beban

pajahtya sepanjang tidak melanggar undang-undang

perpajakan... "ta7

Pengadilan di Indonesia terkesan lebih menitikberatkan

tujrran 1rolr- yang aspek kepastian hokwn (rechsmatigheid) dat',

pada aspek keadilan (doelmatgheid). Padahal perilaku rax

avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak itu umumnya dilakukan

oleh perusahaan besar. Perusahaan besarlah yang mempunyai

kemampuan untuk melakukan "main" dengan petugas pajak

(fiscusnya). Hd ini akan membuat persepsi masyarakat bahwa

terjadi diskriminasi dalam pembayaran pajak. Perusahaan besar koq

bayar pajaknya sedikit. Persepsi masyarakat yang demikian justru

pada gilirannya akan membawa sikap keengganannya untuk

membayar paj ak. Jelas ada problem ketidakadilan.

Penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghindaran

pajak yang dinilai sebagai tindakan yang legal (legal action),

sesungguhnya dapat mempergunakan hak diskresila8nya dalam

1o' Ibnu Wijay4 Mengenal penghindaran pajah. Tax Avoidance
dolam Kompassiana, http://www.pajak.go. idlcontenUarticle/mengenal-penghindaran-pajak-tax-
avoidance diunduh tanggal 24 Juli 2016

148 Di.k ..i adalah kemderdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif
sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya gentints. Ia merupakan suatu
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melakukan penafsiran terhadap peratuzul perundang-undangan

yang ada. Hak diskresi ini diberikan dalam kondisi manakala hakim

di pengadilan menemukan kasus-kasus yang apabila diputus

dengan didasarkan pemahaman literal(ekstual) maka putusan-nya

itu akan bertentangan denga-n rasa keadilan masyarakat. Hakim bisa

saja mencari apa yang menjadi alasan, motifasi, dan nrjuan wajib

pajak dalam melakukaa transfer pricing( penghindaran pajak). Bila

hakim pengadilan menemukan motifasinya adalah semata-mata

untuk menghindarkan diri dari pajak atau monjadikan pajaknya

berkurang, maka atas nama keadilan masyarakat bahwa perbuatan

itulah yang bertentangan dengan hokum/melawan hokum karena

tidak sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan yang

dibuat ( The spiril of law).

Hakim seyogyanya melihat persoalan ini tidak terbatas pada

persoalan )uridis normatif semata, akan tetapi lebih melihat

persoalan tegaknya keadilan substantif. Keadilan substantif hanya

diwujudkan manakala hakim dalam mengambil sebuah putusan

hokum sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat. Eugen Ehrlich menyebutnya dengan term living

/aw (hukum yang hidup),lae atau dalam bahasa Lawrence M.

Friedman menyebutnya suatu putusan hakim yang didasarkan pada

tnner voice t501the 
conscience, moral feeling, the desire ro obey, the

bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet morigheid von bestuur. lstilah
ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha Negara.Bagi seorang hakim piclana. tliskresi itu
mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan
keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan pulusan. terrnasuk nrenyiinpangi
avrs legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substaniive.l
http,/t*xu,.hul<umonline.com/berito/bacult 5 J9B2 29J7930c/diskresi-hukim-pantlangun-oranF-
dalam) diakses tanscal SAgustus 2016

'o' Eugen Ehrlich, Fundqnental principles of The Socktlt4l, of Luw,
(New York: Russell lnc., 1962), hlm.493

'* Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science
Perspecliye, (New York: Russell Sage Faoundation, 1975), hlm. I I I
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sense of right) yakni kesadaran, suara batin, rasa kebenaran,

pems{um moral, cenderung patuh terhadap hokum.

Sejalan dengan pemyataan tersebut di atas, pasal 5 ayat I UU

No. 8 Tahm 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan

hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini memberi

ruang kebebasan kepada hakim untuk melakukan suatu penggalian

hokum untuk menemukan keadilan substantive di tengah-tengah

rnasyarakat baik terhadap kasus-kasus yang secara tekstual terdapat

nornarrya dalam peraturan perundang-undangan maupun yang

tidak terdapat nomranya dalam peraturan perunciang-undangannya.

Perilaku penghindaran pajak memang tidak te{adi di

Indonesia saja, akan tetapi dilakukan di banyak negara di mana

negara memberlakukan kewajiban membayar pajak kepada

rakyatnya. Australia dan Kanada sudah memiliki mekanisme

daiam menghadapi para penghindar pajak. Meskipun penghindar

pajak melakukan transaksi penghindaran pajak sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ad4 akan tetapi dalam

peraturan mercka memberikan kewenangan kepada pihak otoritas

perpajakan unnrk menelisik terhadap motivasi dan tujuan wajib

pajak untuk melakukan penghindaran pajak itu. Bila diketemukan

adurya abuse lpenyalahgunaan) karena ada manfaat (tax benefit)

yang diperoleh yakni terbebas dari pajak atau juga pajaknya jauh

lebih sedikit dari yang seharusnya ia bayarkan, maka akan transaksi

dapat dibatalkan dan sekaligus melangggar peraturan yang ada

lstqtutory general anti ayoidance rule di Kanada dan

Australia). 'sl

Peneliti menangkap ada benang merah antara perilaku /a_r

avoidance yang dilakukan oleh wajib paj ak dengan sifat goodfaith

(i'tikad baik). Sehingga para penegak hokum dalam menghadapi

br [bnu Wijaya lbrrl.
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kasus-kasus yang terkait dengan penghindaran pajak mengharuskan

untuk mencari alasan, motif dan tujuan melakukan pindah lokasi

(transfer pricing) untuk menentukan ada atau tidaknya I'tikad baik

Peneliti sadar betul bahwa kecendenurgan hakim Indonesia

dalam menyelesaikan perkara di pengadilan cenderung memahami

peraturan perundang-undangan secara literalis. Hal ini tidak aneh

karena system hokum yang berlaku di Indonesia terpengaruh kuat

dengan system hokum civil law dengan cita rasa hokum Belanda

;,:ng menempatkan hakim sebagai corongnya undang-undang.
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BAB VII

PENUTUP

KESMPULANDAN SARAN

A. Kesimpulan

l. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Wajib pajak

harus membayar pajak kepada negara tanpa memperoleh prestasi

secara langsung unfuk membiayai keperluan-keperluan negara

dalam melaksanakan kepentingan umum.

2. Perilaku tm avcidance bertentangan dengan hukum Islam, sebab

diketemukannya korelasi antara niat dengan perbuatan memindah

lokasi penjualan barang atau jasa ke tempat yang nremberlakukan

pajak rendah atau bebas pajak (prilaku /ra nsfer pricing). perbuatan

tersebut dilakukan dengan i'tikad tidak baik dengan motifasi

menghindar pajak.

3. Perilaku merekayasa harga penjualan barang yang seolah-olah

merugi kepada perusahrurr terafiliasi dengan motivasi menghindar

pajak adalah perbuatan yang masuk kategori hilah ghairu

masry'ah dalam perspektif hukum Islam adalah sesuatu yang

terlarang ftaram). Sebab perilaku tersebut tidak berorientasi pada

kemaslahatan umum dan bertentangan dengan fi.rngsi dan tujuan

dari pajak itu sendiri.

4. Perilaku penghindaran pajak dapat dilahrkan penegakan hokum

sebagaimana Negara Kanada dan Australia yang telah memberikan

kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk menelusuri motifasi

para penghindar pajak yang hanya semata-mala mengambil

manfaat untuk membebaskan diri dari membayar pajak atau

memperkecil pajak yang yang seharusnya disetor kepada

Negara.Mereka dapat dilakukan penagihan bahkan secara paksa,

penahanan, dan bahkan pemidanaan.

5. Pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi pengelak, penghindar

dan pembangkang zakat adalah sanksi dunia dan akhirat,
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sementara pada masa I(halifah Abu Bakar dan I(halifah Umar Bin
Khattab mereka ditagih dan diperangi.

B. Saran

l. Tax Avoidance adalah perilaku penghindaran pajak dengan semata_

mata menghindari pajak adalah sesuatu yang terlarang dalam

hokum Islam. Sebab bertentangan dengan substansi dari tujuan
hokum Islam untuk kemaslahatan umum sebagaimana peruntukan

dari pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penegak hukum(penyidik
pajak, kepolisian, dan kejaksaan) dapat menelisik dan menyidik
pelaku penghiadar pajak untuk mencari niat, motifasi I'tikad tidak
baik yang semata-mata untuk mengambil manfaat berupa tidak
membayar pajak (tax benefit).

2. Apatat penegak hukum(penyidik pajak, kepolisian, kejaksaan dan

hakim) harus mempunyai integritas dan komitrnen bersama unhrk
memerangi praktik tar avoidqnce dengan modus transfer harga

dengan menyatakan bahwa trawfer pricing yang tidak beri,tikad
baik adalah bentuk tindak pidana.

3. Persoalan tax ovoidance dengan modus transfer pricing bllriat
persoalan adminstrasi semata akan tetapi terdapat aspek tindak
pidana penipuarL korupsi dan fiskaUpajak.
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BUTIR-BUTIR PEDOMAN PERTANYAAN
WAWANCARA DALAM PENELITIAN KELOMPOK DOSEN IAIN PALANGKARAYA TAHUN 2016

"Penghindaran pajak/tax avoidance oleh wajib pajak dalalm perspektif

1 Apakah Anda pernah mendengar istilah pajak ?

lawab:

2. Apakah Anda mengetahui pajak?

Jawab:

4. Dalam perpajakan ada istirah penghindaran pajak dan pengelakan pajak dan penggerapan
pajak.

5. Apakah Penghindaran Pajak(tax avoidance) dan pengerakan pajak (tax evasion) merupakan
istilah yang sama pengertiannya?

Jawab:

6. Dimanakah letak perbedaannya?

Jawab:

7. Dimanakah letak persamaan nya ?

Jawab:

8. Bagaimana pendapat Bapak, Apakah sering menemui wajib pajak yang melakukan
penghinda ran pajak?

Jawab:

hukum lslam"

3. Bagaimana menurut Anda tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya
bayar pajak?

Jawab:



9. Apakah perilaku penghindaran pajak sudah sering dilakukan oleh wajib pajak pak?

Jawab:

10. Apakah pelaku penghindaran pajak itu wajib pajak perorangan atau perusahaan /
korporasi?

Jawab:

11. Manakah yang lebih banyak pelakunya?

Jawab:

12. Mengapa pelakunya korporasi lebih banyak/ perorangan lebih banyak?

Jawab:

13. Fenomena panama peaper?

Jawab:

14. Apakah yang menjadi alasan/motifasi wajib pajak untuk menghindar pajak?

Jawab:

15. Apakah alasan bukan karena kewajiban agama pajak itu?
Jawab:

16. Apakah alasan kesadaran wajib pajak masih rendah?

Jawab:

17. Apakah alasan tarif pajak yang tinggi?

Jawab:

18. Apakah alasan pajak banyak dikorupsi oleh petugas pajak spt gayus, danang, dll?
Jawab:



19. Apakah alasan tidak tepat penggunaan pajak?

Jawab:

20. Apakah alasan pajak tidak menyentuh pada persoalan pengentasan kemiskinan?
Jawab

21. Apakah alasan perlakuan yang diskriminatif thd wajjib pajak spt tax amnesty?
iawab:
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piran SPPD Nomor

slah dibayar sejumlah,

Rp 1.080.000

BOPTN

, 198206m2009012014

Seiumlah

lang telah dibayar semula

ha Kuraog/Lobih

: 089 I ln.22lll.2lKP.01.41 412017

: 18 April 2017

RINCIAN EIAYA PERJALAI{AH OINAS

Lampiran ll

Peraturan Menteri Keuangan Rl

Nomor 1 13/PMK.05/2012 tentang

Perlalanan Dinas Jabatan Dalam Negel

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pega\,1ai Tidak Tetap

PalengkaRaya, Juni 2017

Rp.

Rp.

Rp.

Telah menerima jumah uang sebesar,

Rp 1.080,000

Yang Menerima

H. Syaikhu, M. Hl

NrP. 1 971 1 1071999031005

PERHITUNGAN SPPO RAMPUIiIG

1.080,000

1.080.000

Pelabat Pembuat Komitmen,

Hi. SRI RAH[,4AWAry

No. PERINCIAN EIAYA SATUAN KETERANGAN

1 Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari 1.080.000

Jumlah 1.080,000

NrP 196108061982032002

Penggalian Data Laniutan

Pajakl Oleh Wa,ib PaJak

Hukum lslam" di Wilayah

dengan judul "Tax



SPPD Nomor

dibayar sejumlah,

1.480.000

: 0891 ln.2Zll.2lKP.01.4l 412017

: 18 lg,nt 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN OINAS

Lampiran ll

Peraturan Menteri Keuangan Rl

Nomor 1 13/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan oinas Jabatan Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

PegaYJai Tidak Tetap

Melakukan Penggalian Data Laniutan Penelitian

Kelompok dengan judul "Tax Avoidencs

(Penghlndaran Palakl Oteh Wallb PaJak Dalam

PeBpoKif Hukum r,l$iam" di Wilayah Sam

Kabupaten Kotawaringln Timur, pada Tanggal 24 '
27 t'pn12017

Palangka Raya, Juni 2017

Rp

Telah menerima jumah uang sebesar,

Rp 1./t80.000

YangBOPTN

.1982ffi202m9012014

Sejumlah

lang telah dibayar semula

ha Kurang/Lebih

196009071990031002

Rp.

Rp.

Rp.

PERHITUT{GAt{ SPPD RAMPUNG

1.480.000

1.480.000

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hi SRI RAHI4AWATY

KETERANGANSATUANPERINCIAN BIAYANo.

1.080.000Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari1

400.000Hotel 2 mlm @Rp. 200.000,-2

1.480.000Jumlah

NrP. 1961 0806'1 982032002



lampkan SPPD Nomor

Tanggal

lelah dibayar seiumlah,

Rp 1.480.000

PP 8OPTN,

:niarti. SE

P.198m620200901m14

RINCIAN EIAYA PERJALANAN DII{AS

089 I ln.22l l.A KP.0 1. 4 I 4 I 20 17

18 Apnl 2017

Lampirao ll

Peraturan Menteri Keuangan Rl

Nomor'1 1 3/PMK,05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

Bagi Pe.iabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tetap

Palangka Raya, Juni 2017

Telah menerima jumah uang sebesar,

Rp 1.480.000

Yang enma

Ali Mu(ado, M. Hl

NrP. 19750503200604101 0

NO PERINCIAN BIAYA SATUAN

1 Uang Haflan Rp. 360.000,- x 4 hari 1.080.000
Molakukan Penggalian Data Laniutan Penelitian

Kelompok dengan judul "Tax Avoldence
(Penghlndaran Pajakl Olsh Wajlb Pajak Dalam

PoBpoktif Hukum lslem" di Wlayah Samp(
KahJpaten Kotawadngin Timur, pada Tanggal 24 -

27 l6xtl2017

2 Hotel 2 mlm @Rp. 200.000,- 400.000

Jumlah 1.'180.000

tladcn S€iumlah

rg lelah dibayar semula

a Kurang/Letlih

PERHITUNGATTI SPPD RATTPUNG

1.480.000

1.480.000

Pejabal Pembuat Komitmen

Hi SRI RAHMAW ATY

Rp.

Rp.

Rp.

NrP'196108061982032002

KETERANGAN

I



kmpiran SPPD Nomor

Ianggal

Telah dibayar s€iumlah,

Rp 1.480.000

BPP BOPTN,

Yuniart. SE

NrP. I 9820620200901 2014

: 089 I ln.22l ll.ZKP.0 1 .4 I 4 I 20 1 7

: 18 Apnl 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN OINAS

Lampirafl ll

Peraturan Menteri Keuangan Rl

Nomor 1'13/PMK.05/201 2 tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegavrai Tidak Tetap

KETERANGAN

Palangka Raya, Juni 2017

Telah menerima jumah uang sebesar,

Rp 1.480.000

Yang Menerima

Eny Fifia P. MH

NtK. 199004182016090722

SATUANPERINCIA}.I BIAYA

Uang Harian Rp, 360.000,- x 4 had 1.080.0001

Hotel 2 mlm @Rp. 200.000,- 400.0002

1.480.000

Melakukan Penggalian Data Lanjutan Penelitian

Kelompok dengan iudul "Tax Avoidonce
(Ponghlndarrn Palak) Oleh Wajib Pajak Oalam

PecpeKif Hukum lElam" di lVilayah Sampitl

Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanqqal 24 -l

27 AArrl2O17 j

IJumlah

)itetapkan Seiumlah

hng telah dibayar semula

isa Kurang/l-ebih

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

r.480.000

1.480.000

Pelabat Pembuat Komitmen.

HI SRI RAHMAWATY

Rp.

Rp.

Rp.

HrP 1 96108061 982032002

I

llo.

t



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERJ (IAII9PALANGKARAYA

lalan G.Obos Komplek tslamic C€ntrc Pllangkaray Kalimantan Tengah 731 l2
T elp. 0516-322 I 438, 32221 05

Laporan Hasil Pejalanan Dinas
Berdasarkan Surat Tugas Rektor lAlN palangka Raya

aN ma:

7.

2.
3.
4.

Munib, M.Ag /NlP. 196009071990031002
H. Syaikhu, M.HllNtP. 1971r.107199903100s
Ali Murtadho, s.Ag., MH /Ntp. 1975o5o32oo6M1o1O
Erry Fitria P. MH /NIK. 799O04182Oil609O722

Nomor Surat Tugasfianggal : B-].4t/tn.22/Kp.Ol3/4/2017 Tanggal lB Aptil2OT?

Perihal,[ujuan : Penggalian data laniutan Penelitian (elompok dengan judul j, Tax

Avoidance (Penghindaran Paiak) Oteh Wajib pajak Dalam perspektif

Hukum lslam"

Tanggal Eerangkat :24 April2Ot7

Tempat Pelaksanaan Kegiatan : sampit Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi kalimantan Tengah

Biaya ditanggung Oleh : DtpA lAtN palngkaraya

Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana perihaltersebut diatas antara lain:

Tim Peneliti melakukan penggalian data lapangan di sampit Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi
Kalimantan Tengah telah menemui beberapa informan penelitian (wajib pajak badan/perusahaan) untuk
dimintai pendapat tentang motivasi wajib pajak melakukan perilaku tox avoidonce (penghindaran paiak).
Beberapa informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Awai, 44 tahun pemirik usaha Amira variasi Mobir sampit; usaha bidang spare port (suku
cadang) dan variasi mobil

2. Bapak Mullah,45 tahun pemilik CVArema perdana Steelsampit; usaha bidang perlogaman
3. Bapak BeJo, 45 tahun pemilik cv Bejo Motor sampit; uisaha Juar beri mobir baru dan bekas
4. H. Dubai 39 tahun , pemilik UD lvannur Sampit; usaha jual beli mobil baru dan bekas.

Deskripsi hasil wawancara telah dituangkan ke dalam laporan penelitian kelompok.

Palangka Raya, 74 Mei 2077

Tim Peneliti,

Munib, M.Ag /Ntp. 19600907 7990037002

H. Syaikhu, M.HllNlP. 19711 1071999031005

Ali Munadho, 5.A8., MH /Ntp. 197505032006041010

1-\Erry Fitria p., MH /NtK. 199OO41.a2A76O9O122

.t

rti I



IGflENTERI,AN AGAIA REPUBUK INT}ONESIA
INSNTUTAGAf,IA ISIJtf NEGER PALANGKA RAYA
JeEtG- 6o.f4qbr H*c* f&-2lPqlrR F K-rle kr TGrE*r
fc+qtE (OGB) 32221G5, 3228156 Enst iiEdtrkavaA*€rrEnao.ooJd

l./Ee aftdr-}offir.-.b

Menimbang

kar

l(e@a

tm*

Urmlk Mddqlcan eergs{kn Data tar{utan Percfilian Kelompok
dengan judnl ' Tax Avoldence (P€nghindaran Palat) Oleh tilajib
Peird( Datf,n Pecpeklif llukrn blam'd Wtafdh Sampit lGbupsten
,(erf,arirEh Imtr. mafta pertu rnenr4rasl€n Pegafii llegeri Sipil lAlN
Palangka Raya unfuk melakukan kegiatan tersebut

' t{da t sd dai TlM1renefftAn- Nquif pada tnrggd 17 AFil 2017

llemberi Tqgas

Xem.rXP

Lelahlran PeoggEl8n de kdutan tunditian Kdnrpok derEan judul '
Tar Avolderrce (Peoghlrdsrsn Pdsfl Oloh WaJib P{ak Dalam
Pecpoldf Hulqrm lstmr'di Wila)rah Ssmpit lGbupaten lGtawaringin
rrrxr, padaEggd 2+n AOdl2O17 .

aya, 18 Ppil 2017
4o

i

Pelu, S.H.,

l.o PryEkt/Gol &batan

MTKI
(llud) Leldo{

Urbld De*an I S!4ariah1
Mrrrb. M-eS
NlP. 196009071990031m2

2
H- Syaiklru, M.Hl
NtP. 19711 10719!Xmt005

Pernbim TK I
(l\rD) L€ldor

Kepah
Dekan S!€ri*t

@ A[ Mutadho, M.Hl
NlP. 1 g/505GI2fi'qN101 0

Pend (lll/c)
A-€,&r

I Eny Frtia P,frfl
NtK1gqXX18201609072

Penda Muda
TK r(fl/b) DGen S),afbtt

P

P
Dr

tl
1999031002

M.H. (s"'

SURAT TUGAS
NOHOR : B-rqr /In2zll(P.01.3li{2017

Elos€n AllS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA R.A,YA

Jt. G. ObosKomplek lslamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email : iainoalanqkarava@ke me n aq. qo. i d

Website :http :/fi ain-oalanqkarava.ac. id

Lembar Ke
Kode Nomor
Nomor Dg9 /t7f,.,22 ftLalKP,0 1,4 / 4 /20 17

Perjalanan Dinas

M-Ag
f990031002

M.HI
32006041010

P, MH
'09004182016090722

r)anan Anggaran
insi

, SURAT PERTAT-ANAN DINAS (SPD)

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA

PADA TANGGAL : 18 April 2017
Pejabat

Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Palangka
Raya

nt Pembuat Kornitmen

Pegawai yang diperintah H. Syaikhu, M.Hl
NlP. 197.J,1107"'1999031,005 .., ;, ,

Ekat dan Golongan menurut PGPS 1995

rbatan
gkat'Biaya Perlalanan Dinas

Pembina tr t tArcltdd{ioik#da
DekanSyariah' : ,r'

B

Penggalian Data Lanjutan Penelitian
Kelompok dengan judul " Tax Avoidence
(Penghindaran Pajak) Oteh Wajib Paiak Dalam
Perspektif Hukum lslam' di Wilayah Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24-
27 F.'r,ril2017.

Transportasl DaratlEkr.rhn yang dipergunakan

pat Be;angkat
lan

Palangka Raya ,.

Samplt

Enya,Berjalanan Diqas

igri Bbongt<dt' " )
ygal Harus Kembali '.

4 (Empat) hari

24 Apnl 20L7

27 Apnl 20L7

.\

Namat: Tanggal'Lahir Keterangan

Wakil Dekan I Syariah

Dosen AHS

DosCN NON PNS

07{9-1960

03{5-1975

18-04-1990

IAIN Palangka Raya

524119

n lain-lain

HJ SR

buat Komitmen



Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

Eerangkat dari :

Ke:
Pada Tanggal :

Berangkat dari :

Ke:
Pada Tanggal :

Telah diperiksa dengan
pe{alanan tersebut di atas

Pejabat Pembuat Komitmen

: Palangka Raya
: Sampit

:24 April 2017

Ka.Biro AUAK

!o,NIrs. H. A
P. 19620

I Fathullah,M.pd.I
1 199203 1 001

f,AffiAMST#ffi',
n. IJ['tr HlrulJft fr 3$itlPiv

\,
f;l

J
i/ i: ,'.,' . '_ i1
or,,lEGORO 9" 10

VI.liba
Cfernpat

di: Pala3gka Raya
kedudukan)

PAN RS. TIiI AD
YA

keterangan ba
benar dilakukan atasPada Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen

HJ.S WATY
NIP. 19610806 t982032 002

VIi. CATATAN LAIN-LAIN
ViII. PERHATIAN

perintahnya dan semata-mata unh:k kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-sinil€tnF.

lu Itlt-
H.l.s MAWATY

NrP. 19610806 198203 2 002

I

rA[aHoroR,,
frl

II. Tiba di :

Pada Tanggal I

IIL Tba di :

Pada Tanggal :

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

dQr4r,1)A

'. r.-1 rr\ FBIV. Tiba di
Pada Tan lPcflEGoRo 9.10

PAN RS, Ti{I AD

v. nba di :
Pada Tanggal :

.(

dffiY{
Berangkat dari :

Ke:
Pada Tanggal :

P

4-

1-l
ryA
S A

PPK yang menerbitkan spD, pegawai yang melakukan perjaranan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggar berangkat/ tiba, serta Bendahara p"ng"rruran-'o"rtu.rig-r.g li*ubberdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabira Negara menoeriti-ruf,,: it<ioat
kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.- lampirin surat Edara"n Menteri reran[an ru0.
773lPMK.O5/)o1)

I _tI

I ,ll
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SURAT PERJANJIA}I KERJA (SPK)
PENELTTIAN KELOMPOK KONSORSIIJIWJI'RUSAN/PRODI IAIN

PALAIIGKA RAYA TAIIUN 2017

Nomor: B- l\L lln22N.tfin$.Ut4nW7

Yang bertanda tangar di bawah ini :

I Ajahari, M.Ag : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat yang diangkat berdasarkan Suat Keputusan
Rektor IAIN Palangka Raya Nomor : 066 Tahun 2015
Tanggal 09 Maret 2015, bertindak untuk dan atas narna
Rektor lnstitut Agama Islam Negeri Palangka RayA
selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

2 Dr. Elvi Soeradji, M.Si Ketua Penelitian Institusi "Tax Avoidance (Penghindaran
Pajak) Oleh Wajib Pa.lak Dalam Perspektif Hukum Islam
Syariah" yang diangkal berdasa*an Surat Keputusan
Reklor IAIN Palangka Raya Nomor 172 Tahun 2017
'Ianggal 20 Maret 2017 selanjutnya disebut PIIIAK
KEDUA

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Penelitian kelompok
konsorsiun/junrsan/prodi dengan Kajian '"Tax Avoidance @enghindaran Pajak) Oleh Wajib
Pajak Dalam Perspeltif Hukum Islam Syariah ' PIIIAK PERTAMA dar PII{AK KEDUA telah
sepakat untuk mengadakan PER ANJIAN KERIA dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut
dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal I
PII{AK PERTAMA menyerahkan tugas pelaksaDaan kegiere" penelitian kelompok
konsorsiurn/jurusar/prodi tentang "Tax Avoidance @enghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak
D,lam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIIIAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima fugas tersebut.

Pasal 2
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib meryerahkar dana kegiatan penelitian kelompok
konsorsiur/jurusan/prodi tentang " Tax Avoidance @enghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak
Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan DIPA
IAIN Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 213 Tahun 2016 Taaggal l0 Juni 2016 yaitu
sebesar Rp 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah) 6fua rlans DIPA LAIN Palangka Raya
tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

2. PIHAK PERTAMA waj ib memberikan kesempatan kepada PITIAK KEDUA menyajikan
atau memaparkan proposal penelitiannya dalam forum seminar dosen iAIN Palangka Raya
yang dihadiri seluruh Dosen IAIN Palangka Raya sejak bulan April sampai dengan
Nopember 2016 dut bulan April sampai dengan Mei 2017 .



Pasal 3
HAK DAN WEWENANG PII{AK PERTAMA

l. PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang melakukan pengawas.m dan evah,asi terhadap
pelaksanaan kegiatil penelitian kolaboratif antar institusi tentang *Tax Avoidance
(Penghindaran Pajak) oleh wajib pajak Dalam perspektif Hukum Islam syariah" yang
dilakukatr PIHAK KEDUA.

2. PITIAK PERTAMA berhak memberikan pandangan dan pertimbangan guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif antar institusi tentang "1ax Avoidance
@engtindamn Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" yang
dilakukan PIHAK KEDUA.

3. PII{AK PERTAI\4A berhak untuk mengatur secara teknis ten+ang pelaksanaan kegiatan
seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil.

KEDUA uaajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan
penelitiaa kelompok koosorsium{urusan/prodi tentang Tax Avoid""ce @enghindaraD
Pajak) oleh wajib Pajak Dalm Perspektif Hukum Islam syariah" sesuai dengan @oman
rlnn ketentuan yang berlaku di lingkugan IAIN palangka Raya

2. PIHAK KEDUA wajib melalorkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pibak terkait
dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok konsorsiurr/jurus anlprodi tentang'Tax
Avoidaace @enghindaran Pajak) oleh wajib pajak Dalam perspektif Hukum Islam
Syariah. sesuai dengan pedoman dan ketenhran yang berlaku

3. PIITAK KEDLTA urajib mengelola keuangan sesuai dengan p€tnjuk operasional DIpA
IAIN Palangka Raya Tahun 2016 dan Tahun z0l7 jugaarahmRektor LAIN palangka Raya
dalam rangka efesieosi rlqn efeltivitas penggunaan dana dan menyerabtan bukti
penggunaan keuaogan tersebut kepada PIHAK pERTAtv{A

4. PII{AK KEDUA wajib mempresentasikan proposal penelitian dalam forum seminar dosen
IAIN Palangka Raya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukm untuk mendapatkau saran,
lritik dan masukan dari peserta seminar serta memperbaiki proposal penelitiannya sesuai
dengan saran da.' masukaa dari penanggap utama dan peserta seminar.

5. PIHAK KEDUA wajib mendapatkan tanda tangan dari penarygap utama pada proposal dan
seminar hasil penelitian setelah diperbaiki sesuai dengan saran penanggap utama.

6. PIHAK KEDUA ivajib menghadiri seminar proposal dan hasil penelitian minimal 75% dai.
jumlah kehadiraa seminar yang diselenggarakan.

Pasal 4
KEWAIIBAN PIHAKKEDUA

7' PIHAK KEDUA wajib menyajikan laporan hasil penelitiarurya dalam fomm seminar dosen
IAIN Palangla Raya 1'ang diselenggarakan LP2M mulai bulan April s.d. Mei 2017.



Pasal 5
HAK DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

l. PIHAK KEDUA berhak.dan berweneng mengatu mekanisme pelaksanaan kegiatanpenelitian kerompok konsorsiuo/jurusadprodi- tenta+ ..Jax Avoia*"" rp""grioou*o pajutl
oleh wajib Pajak Daram perspektif uut - trtu* syariah, di lapangan sesuai denganrencana, situasi, dan kondisi yang ada.

2' PIHAK KEDUA berhak qendapatg fuu kegiatal "Tax Avoidance @enghindaran pajak)
!l9h wajib Pajak Dalam renpekirHut,m hlam Syariah, dari PIHAK pERTAMA sesuai
-!IPA I4ry Palangka Raya Tahun 2017 Surat Kepurusan Rektor IAIN fa*gk n yuNomor 172 Tahun 20r? Tanggal 20 Maret zorT yit, sebesar Rp ro.ooo.iroo (sepuruh
Juta Rupiah).

3' Apabila Ptr{AK KEqu.A F.B*gry tetap maka hak datr wewenangnya diserahkankepada Rektor IAIN Paraneka naya aaam ira ioi a.,*t ri oleh wakil[ektor I @irrangAkademik) IAIN palmgka Raya.

*rr**^iffi*:AIRANDANA
L Pencairan dena subsidi sebagaimana rtimaksud pada pasal 2 ayat (l) dan pasal 5 ayat e)dilekserakan dengan dua tati tatapan, til^p $ilr-" bebnja bahon/operusionor rainnyadan.belanja sewilpefiaranon 

labap kedua 
-titorio 

honor'dan prtopion-aaiiotar danakegiatan peneritian kerompok konsorsiumfiuusan/prodi ..Tax -A;;id^; 
Eignira.*"Pajak) OIeh Wajib Fajak Dalam perspektif Hukum Irtr- Syrrirf,, \- --<

2. PII{AK f$fe}Aa pa{nq lambar.tanggal 3l Agustus 2Cl6 akanmenyeratrkan d^na tahoppertama,danpliag lambal tanggat 3t agu"tu" iOtZ *tuk tahap ked;
3. Penyerahan dana penelitian oleh pIIIAK PERTAMA kepada pIHAK KEDUA dilahr*nsetelah PIIIAK KEDUA menyerahkan kwitansi secara lengkap ..Tax Avoidanceg33g-gg, Pajak) Olf WSji! l_aj{ Dalam perspektiflHukum rsram Syariah,,kepadaPIITAK PER.TAMA dar k€eada PIITAK KEDUA r"t^a-u"t-trmuatoy"6filr Aeustus201?. sudah mememrhi perqyaratar administasi yuhi -oy"Jto profiJp"r"riti*

ff1l,1e::!fgg dilengkapi dengan anggaran biaya dan d"VUr"".i* ["ei"r; kprd"PII{A.KPERTAMA.

4' PII{AK PERTAMA akan menyerahkan dana kegiatan paiing rambar tanggal 30 November2016 unrnk tahap *edua "TaxAvoidance rpe"gti"aa*n ri;ag oten uiiiiu-rrjJ o.r"-Perspektif Hukum Islam syariah" kepada P'IHA-K KEDUA upu6ltu rIHar xroue ,"utselesai melaksanakan kegiatan dan PIHAK KEDUA seramtat-tamu.atnya-tanggar : rAgustus 2017 sudah menl'erahkan raporan hasil penelitian dimaksuJ ,"["gkrpryi r,rh"pfinal) dan berbent,k arriker 
-(masuk 

puar lr*rt; ; iuga daram bentuk HAJfl ["plal prgar
lIYAyt dan hasit penetirian s9lanya* Z laru;it-r.rrplar beserta 

"opy 
At" iu** puaucDlFlash disk- Pihak Kedua wajib menyeralrkan raporan hasir p"r"iitiun keiJa prodi

masing-masing sebanyak I eksamplar.



Mengingat dana Frelaksanaan seminar tidak dianggarkan dalam DIpA IAIN Tah,n
)Qlf., m*e seluruh kegiafan yang tertait dengan pelek_srnaan seminar sejak kegiatan
perslapT, seminar proposal (moderator, penanggap utama, penggandaan, tonsumsiJ aan
seminar hasil pbnelitian menjadi t-nggung jawab PIHAK KEDUA .

PI}LA.K

& M.Ag
NtP. 19710302 199803 t 004

Pasal 7
DANA PELAKSANAAN SEMINAR

Pasal 8
PENUTUP

6.O,@'@

Dr.Eki M.Si
N[P.19720708 999031003

l. Hal-bal yang belum diatur datam Surat Perjanjian Kerja ini akan ditentukan lebih lanjut
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. De-mikian surat Perjanjian Keg'a ini dibuat rren ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam keadaan sehafjasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manepln. 

. ,
PalangkaRaya, Mei 2017

mww UA,

Mengetahui:
Rektor Raya

Dr. Ibnu ElEi AS. Pelu, SII, MII
NrP. 19750109 t99903 1002



DOKUMENTASI WAWANCARA DI SAMPIT
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Wawancara Peneliti dengan Direktur CV Amira Variasi di Sampit Sebagai

Wa.iib Paiak Perusahaan
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Wawancara dengan direktur CV Arema Perdana Steel di Sampit

Sebagai Wajib Pajak Perusahaan
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Lokasi Penelitian di Beio Motor Sampit Sebagai Wajib Pajak


